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KATA PENGANTAR 


Buku "Menguji Loyalitas Umat terhadap Fatwa: Studi 
Kasus Persepsi Masyarakat Muslim Ponorogo terhadap Fatwa 
Haram Bunga Bank" merupakan buku yang dihasilkan dari hasil 
penelitian kolaborasi dosen IAIN Ponorogo, yaitu: Khusniati 
Rofiah, Yudhi Achmad Bashori, dan Soleh Hasan Wahid. 


Buku ini mencoba untuk mengungkap kembali catatan 
penting dalam sejarah perbankan Indonesia pada akhir tahun 
2003, yaitu dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
tentang status bunga bank. Berdasarkan hasil Rakernas MUI 
tangga 14-16 Desember 2003, Komisi Fatwa MUI menerbitkan 
fatwa bahwa bunga bank adalah riba (haram) yang kemudian 
disahkan tanggal 22 Desember 2003. Diterbitkannya fatwa 
bahwa bunga bank adalah riba nasi'ah yang diharamkan oleh 
MUI menjadi salah satu pendorong pelaksanaan perbankan 
syariah di Indonesia. 

Kini, setelah kurang lebih 15 tahun dari dikeluarkannya 
fatwa MUI tersebut, ternyata fakta di lapangan masih banyak 
umat muslim yang masih berhubungan dengan lembaga riba 
tersebut. Dari fakta di atas dapat disimpulkan, bahwa pasca 
keluarnya fatwa MUI pada tahun 2003 tentang haramnya 
bunga bank kurang membawa dampak yang signifikan 
terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hal 
ini juga menggambarkan bahwa adanya fatwa tersebut tidak 
berpengaruh kepada masyarakat muslim khususnya, untuk 
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berhijrah dari bank berbasis riba ke bank syariah. Penduduk 
Indonesia dengan mayoritas muslim, dengan adanya fatwa 
tersebut seharusnya mampu berperan banyak dan dapat 
dijadikan pegangan umat dalam memecahkan persoalan- 
persoalan yang terjadi yang berkaitan dengan muamalah 
maupun ibadah. 

Berdasarkan kasus tersebut, tulisan dalam buku ini 
berupaya mengungkapkan bagaimana persepsi umat Islam 
PonorogoterhadapfatwabungabankyangditerbitkanMUI.Selain 
persepsi, peneliti juga berupaya mengungkapkan bagaiamana 
loyalitas umat Islam Ponorogo dalam mengimplementasikan 
fatwa tersebut dalam kehidupan bermuamalah. 


Selamat membaca! 
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BAB I 
PENDAHULUAN 


A. Latar Belakang Masalah 


Sebuah catatan penting dalam sejarah perbankan 
Indonesia yangterjadi di akhirtahun 2003 adalah dikeluarkannya 
fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang status bunga bank. 
Berdasarkan hasil Rakernas MUI tangga 14-16 Desember 2003, 
maka Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga 
bank adalah riba (haram) yang kemudian disahkan tanggal 22 
Desember 2003.' 


Diterbitkannya fatwa bahwa bunga bank adalah riba 
nasiah yang diharamkan oleh MUI menjadi salah satu 
pendorong pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia, 
selain itu keberadaan fatwa DSN-MUI semakin menunjukan 
peranannya sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip 
syariah dalam perbankan syariah sejak diberlakukannya 
Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 
yang mewajibkan para stakeholders untuk memperhatikan dan 
menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan prinsip- 
prinsip syariah yangtersebut dalam fatwa yang dikeluarkan DSN - 
MUI. Peranan fatwa DSN-MUI dalam mendorong pelaksanaan 
perbankan syariah dapat diindikasikan juga dengan banyaknya 
bank umum syariah dan bank dengan unit usaha syariah yang 
memulai kegiatan operasinya setelah MUI membentuk Dewan 
Syariah Nasional.? 


Fatwa MUI tersebut sesuai dengan ijmak ulama yang 
telah menetapkan keharaman bunga bank. Ulama (pakar) yang 
mendukung ijmak ulama ini tidak satu atau dua orang, tetapi 
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para ulama yang ahli ilmu ekonomi dan umumnya sarjana 
ekonomi Barat. Kapasitas mereka sebagai sebagai ilmuwan 
ekonomi syariah tidak diragukan sedikitpun, karena latar 
belakang keilmuan mereka yang sejak awal adalah ekonomi 
konvensional, tetapi memahami ekonomi syariah. 


Menurut M. Umer Chapra, ulama saat ini sesungguhnya 
telah ijmak tentang keharaman bunga bank. Pengharaman 
dimaksud, melalui keputusan yang sudah puluhan kali 
konferensi, muktamar, simposium, dan seminar sehingga para 
ahli ekonomi syariah dunia telah menemukan satu kesepakatan 
tentang haramnya bunga bank konvensional'. 


Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank tersebut, 
kini juga diikuti oleh salah satu ormas Islam di negeri ini 
yakni Muhammadiyah yang pada awalnya mempunyai 
pendapat yang sedikit berbeda.” Muhammadiyah secara resmi 
memfatwakan haramnya bunga bank pada Sabtu 3 April 2010 
malam, lewat rapat pleno Musyawarah Nasional (Munas) ke- 
27 dewan Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di Universitas 
Muhammadiyah Malang (UMM). Tarjih dan Tajdid Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah mengeluarkan rekomendasi yang cukup 
ekstrem perihal hukum bunga bank. Hukum haram itu berlaku 
untuk bank swasta maupun bank milik pemerintah yang 
dikelola secara non-syariah. "Bunga bank itu hukumnya riba. 


3 Jumlah pakar ekonomi syariah ini sangat banyak. Hasil karya tulisannya 
telah dipublikasikan sejak tahun 1960-an, baik dalam bentuk buku 
maupun jurnal-jurnal ilmiah. Diantara mereka adalah: Muhammad 
Nejatullah Ash-Shiddigy, Muhammad Abdul Mannan, M. Umer Chapra, 
Afzalur Rahman, Munawwar Igbal Ouraisy, dan lain-lain. 

4  Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, Terj Amdiar 
Amir, et. al. (Jakarta: Syariah Economics and Banking Institute, 2001) 

5 Pendapat sebelumnya mengatakan : Bunga yang diberikan oleh bank- 
bank milik nagara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini 
berlaku, termasuk perkara “mustasyabihat.” 
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Sedangkan barang yang riba itu hukumnya haram. Jadi bunga 
bank itu haram. 


Sementara NU selaku ormas terbesar di Indonesia, dalam 
beberapa muktamarnya yang mencapai klimaksnya dalam 
Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (21-25 Juni 1992) 
memutuskan tiga pendapat berkaitan dengan masalah bunga 
bank, pertama, pendapat yang mempersamakan antara bunga 
bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram, 
kedua, pendapatyang tidak mempersamakan antara bunga bank 
dengan riba, sehingga hukumnya boleh, dan ketiga pendapat 
yang mengatakan hukumnya syubhat. Dengan keputusan NU 
tersebut, berarti warga NU yang identik dengan masyarakat 
muslim tradisional ini secara kelembagaan memiliki kebebasan 
untuk menentukan pilihannya terhadap keberadaan perbankan 
di Indonesia, baik bank konvensional maupun bank yang 
berprinsip syariah. Dengan demikian masyarakat dipersilahkan 
untuk memutuskan sendiri. Pendapat ini diperkuat oleh Lajnah 
bahtsu al-masail NU', bahwa NU mempersilahkan warganya 
untuk memilih sesuai dengan pemikirannya. 


Dengan dikeluarkannya fatwa MUI dan keputusan Majelis 
Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang keharaman bunga 


6  http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2010/04/05/ 
Ekonomi dan Bisnis/ 

7 Lajnah Bahsul Masail merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan 
menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh warga 
Nahdliyin. Bahkan tradisi keilmuan NU juga dipengaruhi oleh hasil 
keputusan forum ini karena segala masalah keagamaan yang dikaji dan 
diberi jawaban kemudian ditransmisikan kepada warganya. Lihat dalam 
Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsu al-Masail Nahdlatul Ulama, Telaah Kritis 
Terhadap Keputusan Hukum Figih, (Yoyakarta : Disertasi IAIN Sunan 
Kalijaga, 1999), 62. 

8 Masdar F. Masudi, “Soal Bunga Bank, Muhammadiyah dan NU tidak 
berubah”, dikutip dari : http://www.tempointeraktif.com .07 Januari 2004, 
diakses 20 Juli 2011. 
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bank, berarti umat Islam terlebih warga Muhammadiyah secara 
kelembagaan seharusnya walaupun tidak diharuskan-minimal 
memiliki konsistensi-untuk memilih bank dalam bertransaksi. 
Mereka hanya satu pilihan, yaitu harus bertransaksi dengan 
bank syariah. Nasabah yang selama ini menyimpan uang di 
bank konvensional akan memindahkan uangnya ke bank 
syariah, sedangkan calon nasabah, terutama yang beragama 
akan cenderung memilih bank syariah untuk menyimpan dana 
yang dimilikinya. Sebagai reaksi dari dikeluarkannya fatwa 
ini maka diperkirakan perkembangannya perbankan syariah 
(Islamic Banking) di Indonesia akan semakin cepat. Akan tetapi, 
hal ini ternyata tidak serta merta hal itu terjadi di tengah-tengah 
masyarakat. 


Kini, setelah kurang lebih 15 tahun dari dikeluarkannya 
fatwa? MUI tersebut, ternyata fakta di lapangan masih banyak 
umat muslim yang masih berhubungan dengan lembaga riba 
tersebut, hal ini dapat dilihat dari jumlah pangsa pasar bank 
syariah. Kepala Departemen Perbankan Syariah Ahmad Soekro 
Tratmono menjelaskan bahwa pangsa pasar perbankan syariah 
per Oktober 2017, masih kecil, yakni 5.55 persen dari pangsa 
perbankan nasional. Bahkan total asetnya pun baru mencapai 
Rp 406,23 triliun. Dari segi aset, perbankan syariah memang 
memang terus mengalami peningkatan. Pada 2013, asetnya 
baru Rp 248,11 triliun, kemudian naik di 2014 sebesar Rp 278,92 
triliun, 2015 sebesar Rp 304 triliun, dan 2016 menjadi Rp 365,03 
9 Fatwa (dari bahasa Arab (448), artinya nasihat, petuah, jawaban atau 

pendapat. adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau 
nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang 
diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai 
tanggapan ataujawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta 
fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian 


peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan 
kepadanya 
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triliun. Jika dilihat dari data di atas, perkembangan perbankan 
syariah mengalami peningkatan tetapi tidak sesignifikan 
perbankan konvensional." 


Dari fakta di atas dapat disimpulkan, bahwa pasca 
keluarnya fatwa MUI pada tahun 2003 tentang haramnya 
bunga bank kurang membawa dampak yang signifikan 
terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hal 
ini juga menggambarkan bahwa adanya fatwa tersebut tidak 
berpengaruh kepada masyarakat muslim khususnya, untuk 
berhijrah dari bank berbasis riba ke bank syariah. Penduduk 
Indonesia dengan mayoritas muslim, dengan adanya fatwa 
tersebut seharusnya mampu berperan banyak dan dapat 
dijadikan pegangan umat dalam memecahkan persoalan- 
persoalan yang terjadi yang berkaitan dengan muamalah 
maupun ibadah. Dengan adanya fatwa tersebut, seharusnya 
dapat menjadi ketetapan syara' yang harus dipatuhi dan 
dijalankan oleh setiap umat muslim. Bukannya untuk mencari 
ketetapan hukum lain yang sejalan dengan keinginan pribadi 
untuk mengejar kepentingan komersil semata. Dengan adanya 
fatwa yang harus dipatuhi oleh masyarakat khususnya muslim, 
seharusnya dapat dijadikan modal untukmengimplementasikan 
sistem ekonomi syariah dalam kegiatan bermuamalah dan 
memajukan perbankan syariah di Indonesia. 


Realitanya, sebagian besar masyarakat muslim, masih 
enggan untuk menaati fatwa MUI tersebut secara kadffah. 
Walaupun di daerahnya telah berdiri bank syariah, namun 
banyak di antara mereka masih menjatuhkan pilihannya untuk 


10 Miftah Ardhian. (15 Desember 2017) , Banyak Tantangan, Pangsa Pasar 
Perbankan Syariah Baru 5,5 8, diperoleh 28 September 2019, https:// 
katadata.co.id/berita/2017/12/15/banyak-tantangan-pangsa-pasar- 
perbankan-syariah-baru-55 
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bertransaksi dengan bank konvensional (loyalis konvensional). 
Kalau toh ada yang merespon produk bank syariah, tetapi 
sebagian besar dari mereka masih mendua, artinya selain 
berhubungan dengan bank syariah mereka tetap berhubungan 
dengan bank konvensional. Merekalah yang disebut sebagai 
pasar mengambang (floating market) atau pasar yang tidak 
terlalu fanatik terhadap satu sistem perbankan." Sementara 
hanya sebagian kecil saja, yang benar-benar fanatik terhadap 
syariah (loyalis syariah).'? 

Padahal kehadiran bank syariah sangat di dukung oleh 
banyak pihak. Selain fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, 
bank syariah sangat diakomodasi oleh berbagai regulasi dan 
program kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank syariah juga 
di-back up oleh hukum positif misalnya UU No.21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah. Layanan bank syariah juga sudah 
bisa diakses di mana-mana. Salah satu bentuk konkrit yang 
tengah dijalankan adalah mendorong perbankan konvensional 
memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), agar melepas (spin off) unit 
usaha tersebut dengan membentuk satu entitas independen 
sendiri. Terdapat dua cara yang bisa dilakukan yaitu melepas 
UUS tersebut atau mengonversi bank konvensional menjadi 
bank syariah. Ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) 21 tahun 
2008." 


11 Floating market adalah pasar yang tidak terlalu fanatik terhadap satu 
sistem perbankan, konvensional atau syariah. Pasar ini bisa berpindah- 
pindah, tergantung sistem mana yang lebih menguntungkan. Lihat 
“Perbankan Syariah yang semakin Memikat”, dalam harian Kompas, 30 
April 2003. 

12 Potensi pasar loyalis syariah diperkirakan hanya berkisar 20 trilyun, 
sementara potensi pasar mengambang berpotensi hingga 750 Trilyun, 
sedangkan potensi asset pasar loyalis konvensional sekitar 250 triliyun. 

13 Miftah Ardhian. (15 Desember 2017) , Banyak Tantangan, Pangsa Pasar 
Perbankan Syariah Baru 5,5 9, diperoleh 28 September 2019, https:// 
katadata.co.id/berita/2017/12/15/banyak-tantangan-pangsa-pasar- 
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Fenomena ini menimbulkan tanda tanya mengapa 
hal ini bisa terjadi, mengingat bahwa Indonesia mayoritas 
penduduknya adalah muslim. Hal ini kemudian menimbulkan 
suatu spekulasi. Pertama, masih banyak orang Islam di 
Indonesia yang kurang begitu menaruh perhatian pada hukum 
agama sehingga halal dan haram dalam bermuamalah menjadi 
terkesampingkan. Bisa dikatakan bahwa tingkat religiositas 
masyarakat Islam Indonesia adalah berlapis-lapis membentuk 
suatu strata. Mereka yang mempunyai tingkat religiositas 
yang tinggi akan lebih besar menaruh perhatian pada hukum 
agama sehingga kelompok ini akan mempertimbangkan halal 
haram dalam bermuamalah. Kedua, adalah masalah tradisional 
konsumen yang menyangkut masalah pemasaran. Fenomena 
ini bisa disebabkan oleh adanya anggapan yang menilai bahwa 
pelayanan dan atribut-atribut lain dari bank syariah masih 
kurang bagus terutama jika dibandingkan dengan perbankan 
konvensional. 


Faktor lain yang menyebabkan umat Islam kurang 
merespons fatwa MUI tersebut adalah disebabkan masyarakat 
muslim sudah terlanjur berpedoman terhadap hukum bunga 
bank yang pertama adalah khilafiah. Kontroversi seputar 
bunga bank tidak terlepas dari wacana keharaman riba, apakah 
tambahan tersebut (bunga) termasuk dalam kategori riba 
atau bukan menjadi bagian dari riba. Beberapa ulama dan 
cendekiawan telah lama membahas permasalahan tersebut, 
akan tetapi belum ada kesepakatan yang jelas. Di satu sisi ada 
yang mengatakan bunga bank tersebut sama dengan riba dan 
di sisi lain ada yang menganggap bukan termasuk kategori riba. 


Barangkali karena kondisi yang demikian itulah, maka 
MUI dalam mengeluarkan fatwa haram bank konvensional 
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belum maksimal, atau terkesan setengah-setengah, tidak 
mutlak. Ketua Komisi Fatwa MUI K.H. Ma'ruf Amin mengakui 
adanya bujukan dari Bank Indonesia agar fatwa MUI tidak 
bersifat mutlak, melainkan memperkenankan prinsip darurat, 
dan MUI memang menyetujui tawaran itu.“ 


Khilafiah terkait dengan fatwa keharaman bunga bank 
di antara otoritas fatwa di Indonesia (NU, Muhammadiyah, 
dan DSN-MUI) menimbulkan persepsi umum bahwa urusan 
bermuamalah adalah terletak keyakinan masing-masing 
individu. Hal Ini yang menjadikan justifikasi bagi beberapa 
orang untuk menerima atau menolak bunga sebagai riba. Oleh 
karena itu berbicara bunga sebagai riba, dan akan menimbulkan 
sikap emosional dalam memposisikan keberadaan pelarangan 
riba. 


Selain faktor di atas, dalam ilmu ekonomi mulai dikenal 
sebuah teori dalam mengkaji keputusan seorang untuk 
mengivestasikan hartanya yakni melalui pendekatan behavorial 
Jinance. Behavioral Finance adalah suatu kajian yang meyakini 
bahwa ada pengaruh psikologis yang memengaruhi investor 
dalam pengambilan keputusan investasi. Faktor psikologis 
tersebut bahkan dinilai dapat menyebabkan para investor 
melakukan hal yang tidak rasional dan tidak dapat diprediksi. 
Terkadang emosi, sifat, pengetahuan, preferensi, serta berbagai 
macam hal yang melekat pada diri manusia melandasi 
munculnya keputusan dalam bertindak.'$ 


Pendekatan behavorial finance sebagaimana disinggung 


14 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 
hal. 119 

15 Kriswangsa Bagus Kusuma Yudha, Para Investor, Kenali “Behavioral 
Finance” yang Dapat Memengaruhi Anda dalam Mengambil Keputusan 
Investasi, di akses 14 Mei 2019 https://www.finansialku.com/investor- 
behavioral-finance-dalam-keputusan-investasi/ 
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di atas menjadikan kajian mengenai faktor-faktor penyebab 
seorang nasabah lebih memilih untuk tidak menaati ketentuan 
fatwa DSN-MUI menjadi semakin meruncing yang dapat 
menjadikan kehadiran fatwa haramnya bunga bank semakin 
diabaikan. Oleh karena itu, sebagai pendekatan dari perspektif 
ilmu ekonomi, teori behavorial finance selain dapat dijadikan 
landasan dalam mengkaji keputusan investasi nasabah 
nampaknya juga relevan bila dijadikan dasar untuk mengkaji 
keputusan nasabah dalam menaati atau tidak menaati fatwa 
DSN-MUI tentang haramnya bunga bank. 


Realita di atas terjadi di beberapa daerah di Indonesia, 
termasuk di kabupaten Ponorogo yang mayoritas penduduknya 
muslim dan cukup religius, keberadaan bank syariah belum at 
home, masih asing di kalangan umat Islam Ponorogo. Kehadiran 
Bank Muamalah dan BPR Syariah di Ponorogo sebagai bank 
yang beroperasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah, 
seharusnya merupakan bank dambaan masyarakat muslim 
Ponorogo yang terkenal cukup religius.'$ Mayoritas masyarakat 
muslim kab. Ponorogo lebih memilih menggunakan bank 
konvensional dalam bertransaksi. Sebaliknya mereka kurang 
tertarik dengan perbankan yang menggunakan sistem syariah. 
Fatwa keharaman bunga bank yang dikeluarkan oleh MUI atau 
Majelis Tarjih, ternyata tidak cukup mendorong mereka untuk 
merespons produk-produk Bank Syariah. Padahal posisi MUI 
dalam tataran agama adalah termasukulil amri yang seharusnya 
kita patuhi dan taati. Tetapi dalam realitasnya, setiap fatwa yang 
dikeluarkan MUI hanya sebatas anjuran atau himbauan yang 
tidakmengikat dan akan berlalu seiring berjalannya waktu. Tidak 


16 Dikatakan religius, dilihat dari ketaatan mereka dalam melaksanakan 
ibadah dan tradisi-tradisi keagamaan, juga dilihat dari faktor kelembagaan 
agama seperti pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya. 
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hanya itu, bank-bank yang didirikan oleh Muhammadiyah, Bank 
Rasuna misalnya, dalam operasionalnya masih menggunakan 
sistem bunga. 


Melihat kenyataan di atas, harus ada upaya serius untuk 
menjernihkan persoalan melalui sebuah kajian objektif. Di 
samping itu penelitian ini bisa dijadikan sebagai parameter 
untuk melihat eksistensi MUI di masa-masa mendatang. Kajian 
terhadap fatwa MUI ini dimaksudkan untuk mengkritisi lebih 
jauh efektivitas fatwa yang dikeluarkan MUI tentang bunga bank 
dan juga untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kedudukan 
dan kekuatan hukum fatwa MUI tersebut dan bagaimana 
umat meresponsnya. Selain itu, berdasarkan pendekatan 
neurofinance juga akan dikaji seberapa besar faktor-faktor 
neurofinance menjadi dasar masyarakat dalam menentukan 
keputusan mereka menolak atau menerima fatwa. Oleh karena 
itu, dengan adanya fenomena tersebut penulis menjadi tertarik 
untuk mengkajinya lebih lanjut. 


B. Rumusan Masalah 


Rumusan masalah atau sering disebut problematik 
merupakan bagian penting yang harus ada dalam penulisan 
suatu karya ilmiah, oleh karena itu seorang peneliti sebelum 
melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu 
permasalahan yang jelas sehingga proses pemecahannya akan 
terarah dan terfokus pada permasalahan tersebut. Bertolak pada 
latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan perumusan 
masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 


1. Bagaimana pendapat umat Islam Ponorogo terhadap fatwa 
MUI tentang keharaman bunga bank? 
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi ketaatan umat Islam 
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Ponorogo terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga 
bank ? 

3. Bagaimana analisis Behavorial Finance terhadap persepsi 
umat Islam Ponorogo atas fatwa MUI tentang bunga bank? 


C. Tujuan Penelitian 


Dalam suatu penelitian diperlukan adanya tujuan yang 
berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang diteliti 
sehingga penelitian akan berjalan secara terarah dalam mencari 
data sampai pada langkah pemecahan masalahnya. 


Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pendapat umat Islam Ponorogo terhadap fatwa 
MUI tentang keharaman bunga bank. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor apa yang memengaruhi 
ketaatan umat Islam Ponorogo terhadap fatwa MUI tentang 
keharaman bunga bank. 

3. Menerapkan analisis behavorial finance terhadap faktor- 
faktor yang memengaruhi keputusan umat Islam Ponorogo 
mengenai fatwa bunga bank. 


D. Manfaat Penelitian 


Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna 
bagi semua pihak baik secara teoretis maupun praktis. 

1. Secara teoretis, diharapkan dapat memberikan kontribusi 
berupa wawasan yang lengkap tentang riba dan bunga bank. 
Penelitian ini secara teoretis juga diharapkan memberikan 
kontribusi bagi pengembanganilmu ekonomi maupunsosial, 
yang terkait dengan kajian tentang hubungan kepatuhan 
umat Islam terhadap fatwa MUI, sekaligus memberikan 
sumbangsih bagi pengembangan ekonomi syariah. 
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2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan 
khususnya bagi MUI sebagai bahan pertimbangan dalam 
memutuskan sebuah fatwa. Selain itu hasil penelitian ini 
diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian 
lebih lanjut berkaitan dengan fatwa MUI dan perbankan 
syariah. 


E. Kerangka Teoretis 


Teori yang akan digunakan untuk menganalisis 
permasalahan dalam penelitian ini adalah teori kesadaran 
hukum dan ketaatan hukum, selain itu juga menggunakan 
teori pilihan dan tindakan rasional. Kesadaran hukum dalam 
arti sempit adalah “apa yang diketahui orang tentang apa yang 
demi hukum harus dilakukan, dan tak harus dilakukan” di sini, 
sadar diartikan sebagai “menjadi tahu'. Dalam artinya yang 
lebih luas, kesadaran hukum meliputi tidak hanya fenomena 
'sudah menjadi tahu, akan tetapi juga lebih lanjut menjadi 
sudah menjadi kemantapan hati untuk mematuhi apa yang 
diperintahkan oleh hukum. Dengan perkataan lain, dalam arti 
yang lebih luas ini, apa yang disebut kesadaran itu tidak hanya 
akan meliputi dimensi kognitif dan dimensi afektif. 


Kesadaran dalam arti yang sempit terjadi karena proses 
pengabaran, pemberitahuan, dan pengajaran lewat proses- 
proses ini orang menjadi tahu isi normatif yang terkandung 
dalam kaidah-kaidah hukum. Dan sehubungan dengan itu, 
ia akan segera menyesuaikan segala perilakunya ketuntutan- 
tuntutan kaidah. Proses pengabaran dan pengajaran semacam 
ini acap kali berlanjut dalam proses pendidikan, yakni proses 
pembangkitan rasa patuh, dan setia. Pendidikan tidak hanya 
menanamkan pengetahuan baru saja akan tetapi juga hendak 
menggugah perasaan afeksi dan membentuk sikap positif. 
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Lewat proses lanjutan ini, diharapkan akan dapat dibangkitkan 
rasa taat yang ikhlas warga masyarakat kepada hukum dan 
apabila kepatuhan yang ikhlas ini dapat terwujud, maka hukum 
pun akan dapat bekerja dengan efektif tanpa perlu menjatuhkan 
sanksi. 


Beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat tidak 
sadar akan pentingnya hukum adalah: 
1. Adanya ketidakpastian hukum, 
2. Peraturan-peraturan bersifat statis, 
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahan- 
kan peraturan yang berlaku. 


Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, 
dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, 
dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. 
Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab 
dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. 


Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, 
mengutip H. C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam 
buku Prof DR. Achmad Ali,SH Menguak Teori Hukum (Legal 
Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk 
Interprestasi Undang-Undang (legisprudence): 

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang 
menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. 
Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan 
pengawasan yang terus-menerus. 

2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang 
menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya 
dengan pihak lain menjadi rusak. 

3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang 
menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa 
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aturan itu sesuai dengan nilai-nila intrinsik yang dianutnya. 


Teori pilihan rasional adalah sebuah pendekatan yang 
digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk memahami perilaku 
manusia. Pendekatan yang telah lama menjadi paradigma yang 
dominan dalam ilmu ekonomi, tetapi dalam beberapa dekade 
terakhir telah menjadi lebih banyak digunakan dalam disiplin 
lain seperti Sosiologi, Ilmu Politik, dan Antropologi." 


Teori pilihan rasional umumnya dimulai dengan 
pertimbanganpilihan perilaku salah satuataulebih individu unit 
pengambilan keputusan, yang dalam ilmu ekonomi dasar, yang 
paling sering dilakukan oleh konsumen dan atau perusahaan. 
Setelah perilaku individu didapatkan, biasanya bergerak pada 
analisis untuk memeriksa bagaimana pilihan-pilihan individu 
berinteraksi untuk menghasilkan hasil. Menurut teori ini 
perilaku sosial dapat dijelaskan dalam istilah “perhitungan” 
rasional yang dilakukan individu dalam berbagai pilihan yang 
tersedia bagi mereka. 


Pertanyaan terkait adalah bahwa mengapa individu harus 
pernah merasakan rasa kewajiban atau ingin bertindak dalam 
cara-cara altruistik. Mengapa, yaitu individu harus mematuhi 
norma-norma yang menuntun mereka untuk bertindak dalam 
non-diri tertarik cara? Individu membayar zakat atau bergabung 
persatuan buruh, misalnya, karena mereka merasa bahwa 
mereka berada di bawah kewajiban untuk melakukannya atau 
memiliki semacam komitmen moral atau ideologis dengan 
organisasi. Teori pilihan rasional cenderung menjawab bahwa 
norma-norma yang sewenang-wenang hanyalah preferensi. 
Orang mungkin disosialisasikan ke dalam segala macam nilai 
17 Ben Angger, Teori Sosial Kritis, kritik, penerapan dan implikasinya. Terj. 


Nurhadi (Yogyakarta: LKPM, 2003), 314-315. 
18 Ibid., 315. 
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komitmen dan akan kemudian bertindak secara rasional 
dalam kaitannya dengan ini, apa pun mereka berada. Jika 
orang ingin membantu orang lain dan mendapatkan kepuasan 
dari melakukan hal tersebut, kemudian memberikan bantuan 
adalah tindakan rasional kepentingan diri sendiri. 


Secara filosofis, rasionalisme menegaskan bahwa 
tindakan manusia pada tingkat tertentu harus rasional, dan 
rasionalisme ini mengharuskan para ilmuwan sosial untuk 
memahami rasionalitas ini, bahkan pada perilaku yang nampak 
irrasional. Alasan-alasan tindakan rasional bersifat penjelasan 
secara rasional, pastilah merupakan alasan yang masuk akal, 
setidaknya sama seperti yang dibayangkan pelakunya. Bahkan 
segala usaha untuk memahami suatu tindakan, haruslah 
mencakup usaha bagaimana tindakan tersebut secara rasional 
dari sudut keyakinan perilakunya." 


SementaraitumenurutWeber,setiaptindakanmenurutnya 
bisa bersifat: pertama, rasional-bertujuan (zweckrational), 
kedua, rasional-nilai (wertrational), dan ketiga, bersifat afektif- 
emosional atau berupa perilaku kebiasaan sebagai ekspresi dari 
adat istiadat yang telah tertata. Dalam kaitan dengan legitimasi, 
Weber, membagi legitimasi atas tiga bentuk, pertama, legitimasi 
tradisional, yaitu, berasal dari tradisi kepercayaan, adat-istiadat 
yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, legitimasi karismatik, 
berasal dari individu yang diakui oleh masyarakat memiliki ciri- 
ciri khusus yang luar biasa. Ketiga, rasional legal berasal dari 
peraturan normatif secara rasional. 


19 Brian Fay, Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer. Terj, M. Muhith (Yogyakarta: 
Jendela, 2002), 131-136. 

20 Franz Magnis Suseno, Etika politik Prinsip-pronsip moral dasar kenearaan 
modern, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,1987), 53 
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Rasionalitas yang berorientasi nilai menurut Weber sifat 
rasional jenis ini adalah bahwa alat-alat yang ada hanya hanya 
merupakan pertimbangan dan perhitungan sadar, sementara 
tujuan-tujuan sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai- 
nilai individual yang bersifat absolut. Artinya nilai itu merupakan 
nilai akhir bagi individu yang bersangkutan dan bersifat 
nonrasional, sehingga tidak memperhitungkan alternatif atau 
pilihan. Weber menyontohkan perilaku ibadah sebagai tindakan 
nonrasional karena mengesampingkan alternatif.” 


Teori pilihan rasional Coleman didasarkan pada statemen 
bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan 
dan tujuan itu ditentukan oleh nilai dan pilihan. Ia berusaha 
untuk mengatasi masalah ini dengan melihat munculnya 
kepercayaan dalam interaksi sosial sebagai tanggapan rasional 
untuk usaha-usaha untuk membangun koalisi, tetapi karya 
terbaru Cook dan Emerson telah mengakui bahwa adanya 
kepercayaan tidak dapat terlihat dalam istilah-istilah rasional 
murni. Mereka menunjukkan bahwa kepercayaan dan norma- 
norma keadilan bahwa individu digunakan dalam tindakan 
mereka memiliki kekuatan moral yang bertentangan dengan 
pertimbangan rasional murni. Rasa kewajiban adalah nyata dan 
dapat dirasakan sangat kuat.? 


Dia berpendapat bahwa norma-norma yang tidak 
"berorientasi hasil” tetapi diinternalisasi dan begitumemperoleh 
kompulsif karakter yang tidak dapat dijelaskan dalam istilah 
rasional murni. Norma beroperasi, ia berpendapat, melalui 
rasa malu dan rasa bersalah, dari pada melalui imbalan dan 


21 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi, teks pengantar dan 
terapan (Jakarta: Kencana, 2004), 19. 

22 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosial Modern, terj. 
Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2005), 394. 
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hukuman. Sejauh penjelasan menyangkut norma-norma, 
teori pilihan rasional tidak ada tawarkan. Pilihan rasional dan 
komitmen normatif, ia berpendapat, saling melengkapi dalam 
proses pembentukan aksi sosial. 


Selain pendekatan sebagaimana dijelaskan di atas, dalam 
penelitian ini juga digunakan pendekatan dalam ilmu ekonomi 
yakni behavorial finance. Menurut Michael M. Pompian dalam 
bukunya Behavioral Finance and Wealth Management, yang 
memengaruhi para investor dalam mengambil keputusan 
adalah aspek kognitif dan emosi. Kedua aspek tersebut sangat 
mudah mengalami bias atau penyimpangan. Jika seorang 
investor bersikap bias dalam mengambil keputusan, tentu ia 
harus waspada karena hal tersebut dapat berpengaruh buruk 
terhadap investasinya.“ 


Bias juga didefinisikan sebagai prasangka terhadap 
keputusan yang telah dipengaruhi oleh keyakinan tertentu. 
Bias memimpin kesalahan prediksi. Bias dibagi menjadi empat 
jenis: (1) optimisme berlebihan, (2) terlalu percaya diri, (3) 
konfirmasi, dan (4) ilusi kontrol.“ Secara lebih rinci bias atau 
penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Bias kognitif yakni proses pemahaman, pengolahan, 
pengambilan kesimpulan atas suatu informasi atau fakta. 
Bias kognitif menggambarkan adanya penyimpangan atau 
kesalahan dalam proses tersebut. Adapun macam bias 


23 Kriswangsa Bagus Kusuma Yudha, Para Investor, Kenali “Behavioral 
Finance” yang Dapat Memengaruhi Anda dalam Mengambil Keputusan 
Investasi, di akses 14 Mei 2019 https://www.finansialku.com/investor- 
behavioral-finance-dalam-keputusan-investasi/ 

24 RA. Sista Paramita, dkk., Bias Kognitif dan Kepribadian Individu, Studi 
Perilaku Investor Muda di Surabaya, Jurnal Riset Manajemen Sains 
Indonesia (JRMSI), Vol 9, No.2, 2018, h. 215 

25 M. Pompian, Behavioral Finance and Wealth Management (New Jersey: 
John Wiley & Sons, Inc). 
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kognitif adalah sebagai berikut: 

2. Bias emosional yakni investor lebih menitikberatkan 
perasaan danspontanitas dibandingkan fakta. Bias emosional 
menggambarkan kesalahan keputusan karena mengabaikan 
fakta. 


F. Kajian Pustaka 


Berdasarkan penelitian penulis terhadap penelitian 
terdahulu, tulisan dan penelitian tentang fatwa MUI dan 
perbankan syariah telah banyak dilakukan oleh para akademisi 
dan praktisi. Diantara tulisan itu adalah: 


Bank Indonesia bekerja sama dengan Pusat Pengkajian 
Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas 
Brawijaya pada tahun 2000. Meneliti potensi, preferensi, 
dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah Jawa Timur, 
penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang 
memengaruhi masyarakat untuk memilih bank syariah dan 
faktor yang paling dominan memengaruhi masyarakat untuk 
memilih bank syariah. Diketahui bahwa faktor-faktor yang 
memengaruhi masyarakat individu untuk memilih bank syariah 
adalah: (1)informasi dan penilaian, (2)humanisme dan dinamis, 
(3) ukuran dan fleksibilitas pelayanan, (4) kebutuhan, (5) lokasi, 
(6) keyakinan dan sikap, (7) materialisme, (8) keluarga, (9) 
peran dan status, (10) kepraktisan dalam menyimpan kekayaan, 
(11) perilaku pasca pembelian, (12) promosi langsung, dan 
(13) agama. Dengan estimasi Logit, dapat dikemukakan bahwa 
keputusan untuk memilih atau tidak memilih bank syariah, 
dipengaruhi oleh tujuh faktor, yaitu: (1) payment period, (2) 
warranties, (3) location, (4) economic circumtances, (5) role and 
statuses, (6) age and life cycle stages, dan (7) family serta satu 
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variabel yang lain yaitu: (8) pendidikan. Di antara tujuh faktor 
yang memengaruhi keputusan memilih bank syariah, ada satu 
faktor yang paling dominan yaitu faktor lokasi. 


Bank Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi Ekonomi 
Islam STIS Yogyakarta, melakukan penelitian pada tahun 2003, 
tentang Potensi dan Pengembangan Bank Syariah di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Dari hasil penelitian dengan jumlah 
responden sebanyak 1103 ini diketahui bahwa pandangan 
masyarakat tentang bunga bank sama denganriba, yaitu: ya sama 
(17.796): ragu-ragu (31.796): tidak sama dengan riba (26.046): 
dan tidak mengetahui bahwa bunga bank sama dengan riba 
(24.696). Setelah dilakukan regresi logistik binary dengan metode 
Backward Stepwise Wald dapat disimpulkan, bahwa variabel 
independen, yaitu: agama, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, 
tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, pengetahuan tentang 
keberadaan bank syariah, pendapat mengenai bunga bank, 
preferensi terhadap bank syariah, dan pengetahuan produk dan 
mekanisme bank syariah dapat diasosiasikan terhadap variabel 
dependen berupa minat berhubungan dengan bank syariah 
secara signifikan. Walaupun hubungan variabel dependen 
dengan variabelindependen tersebutkurang kuat, namun model 
ini dapat dijadikan model asosiasi variabel tersebut. Metawa 
dan Almossawi (1998) menemukan bukti bahwa keputusan 
nasabah dalam memilih bank adalah karena lebih didorong 
faktor agama, di mana nasabah menekankan ketaatannya pada 
prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya juga didorong oleh faktor 
keuntungan, dorongan keluarga dan teman, dan lokasi bank. 
Berdasarkan faktor-faktor tersebut selanjutnya dihubungkan 
dengan karakteristik responden, seperti umur, pendapatan, dan 
pendidikan, yang menunjukkan hasil bahwa secara signifikan 
untuk menaati prinsip-prinsip Islam memengaruhi keputusan 
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responden untuk memilih bank syariah. 


Bank Indonesia bekerja sama dengan Institut Pertanian 
Bogor (2000) telah melakukan suatu studi untuk menganalisa 
potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap bank 
syariah di wilayah Jawa Barat Hasil penelitian diarahkan 
untuk mengetahui faktor-faktor apa yang memengaruhi 
masyarakat dalam menggunakan jasa bank syariah, faktor- 
faktor yang memengaruhi masyarakat untuk terus mengadopsi 
bank syariah, dan faktor-faktor yang memengaruhi potensi 
masyarakat mengadopsi bank syariah. Dengan menggunakan 
model logit, pada seluruh responden, di mana (1) nasabah bank 
syariah dan (0) bukan nasabah bank syariah, maka dependen 
variabel tersebut diregress terhadap variabel-variabel lokasi/ 
akses, pelayanan, kredibilitas, fasilitas, status, dan pengetahuan 
terhadap bank syariah. Selanjutnya dengan menggunakan 
model logit, responden nasabah bank syariah, di mana (1) akan 
terus menjadi nasabah dan (0) berhenti menjadi nasabah, maka 
dependen variabel tersebut diregress terhadap aksesibilitas 
(berpengaruh negatif terhadap bank syariah), pengetahuan 
terhadap bank syariah, tingkat keuntungan yang diperoleh dari 
bank syariah, dan pelayanan. 


Pada tahun 2005, anonim, telah melakukan penelitian 
dengan judul “Pengaruh Fatwa Mui Tentang Bunga Bank 
Haram Terhadap Keputusan Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Andalas Dalam Memilih Bank Di Kota Padang”. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya awareness 
konsumen jasa perbankan terhadap jasa yang ditawarkan 
oleh bank syariah walaupun telah didukung oleh Fatwa MUI. 
Sedangkan konsumen potensial dari segi jumlah penduduk 
Sumatera Barat khususnya sangat besar karena sebagaian 
besar adalah muslim. Untuk itu salah satu langkah yang harus 
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dilakukan oleh oleh pihak penyedia jasa perbankan syariah 
adalah meningkat awareness calon nasabah. Hal ini dapat 
dilakukan dengan membangun strategi pemasaran jasa yang 
lebih baik. 


Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh M. Roem 
Syibly,” Mengkaji Kebutuhan Floating Market Muslim Terhadap 
Bank Syariah (Studi Kasus Anggota Pengajian Bisnis al-Kautsar 
NU di Wilayah DIY)” menunjukkan bahwa pengusaha NU 
percaya bahwa bank syariah sesuai dengan ajaran Islam, 
walaupun tidak memandang bunga bank haram. Mereka cukup 
familiar dengan produk-produk bank syariah, namun bukan 
faktor utama pilihan terhadap bank syariah.” 


Dari beberapa studi yang dikaji di depan, belum muncul 
adanya perhatian terhadap eksistensi fatwa MUI tentang 
keharaman bank dan tingkat kepatuhan umat Islam terhadap 
fatwa tersebut. 


G. Metode Penelitian 


1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 
research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 
Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih 
menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan 
yang dilihat secara menyeluruh (holistik), di mana suasana, 


26 Anonim, “Pengaruh Fatwa Mui Tentang Bunga Bank Haram Terhadap 
Keputusan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Dalam 
Memilih Bank Di Kota Padang” Jurnal Business & Manajemen, Vol. 1 No. 
2 tahun 2005, dalam Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 
Andalas. 

27 M. Roem Syibly,” Mengkaji Kebutuhan Floating Market Muslim Terhadap 
Bank Syariah (Studi Kasus Anggota Pengajian Bisnis al-Kautsar NU di 
Wilayah DIY)” dalam jurnal al-MillahVol. VIII, No.1, Agustus 2008. 
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tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi 
faktor penting yang harus di perhatikan. Metode penelitian ini 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi, dalam hal ini 
tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam 
variabel dan hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai 
bagian dari suatu keutuhan.? 


Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memahami 
perilaku manusia dari kerangka acuan si pelaku sendiri, yakni 
bagaimana si pelaku memandang dan menafsirkan kegiatan 
dari segi pendiriannya yang biasa disebut “persepsi emic”2. 
Pemanfaatan pendekatan ini merujuk beberapa pertimbangan 
sebagai berikut. 


Pertama, sumber data dan data dalam penelitian ini 
berlatar alamiah (natural). Artinya bahwa yang diteliti adalah 
fenomena yang alami dengan mempertimbangkan kontek di 
mana fenomena tersebut terjadi.” 


Kedua, human instrument. Dalam penelitian ini, peneliti 
sendiri merupakan instrumen kunci dalam pengambilan data, 
sehingga dengan empati peneliti dapat menyesuaikan diri 
dengan realitas, mampu menangkap makna, yang tidak dapat 
dikerjakan oleh nonhuman instrument. 


Ketiga, analisis data induktif. Sifat naturalistik lebih 
menyukai analisis induktif daripada deduktif, karena dengan 
cara tersebut konteksnya akan lebih mudah dideskripsikan." 


28 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 
Rosda Karya, 1998), 3. 

29 S.Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung : 
Transito, 1996), 32. Lihat pula Cathrine Hakim, Research Design, (London 
: Routledge, 1997), 26. 

30 Nasution, Metode, 18. 

31 H. Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: PT 
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Keempat, penelitian ini lebih memfokuskan terhadap 
proses dan makna proses dari suatu hasil, oleh karena itu 
inkuiri fenomenologis dari fokus penelitian ini dimulai dari 
pengamatan untuk menangkap pemahaman mereka tentang 
fatwa MUI. Dengan demikian diharapkan terangkat gambaran 
mengenai aktualitas, realitas, dan persepsi sasaran penelitian 
tanpatercemar oleh pengukuran formal. Karena itu keterlibatan 
peneliti sangat diusahakan, namun tanpa intervensi terhadap 
variabel-variabel proses yang sedang berlangsung, sehingga 
dapat mengetahui realitas dengan apa adanya. Oleh karena itu, 
peneliti melakukan serangkaian wawancara mendalam untuk 
memperoleh interpretasi dan pemahaman tentang apa yang 
ada dibalik kebijakan fatwa MUI yang yang telah dikeluarkan 
oleh MUI serta ketaatan umat terhadap fatwa tersebut.? 


2. Lokasi Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan kab. Ponorogo dengan alasan 
di Kab. Ponorogo sejak tahun 2000 telah berdiri cukup banyak 
lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun nonbank. 
Di samping itu pengambilan lokasi ini didasarkan pada 
pertimbangan teknis dan biaya penelitian. 


3. Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah. 
a. Data tentang pendapat umat Islam Ponorogo terhadap 
eksistensi fatwa MUI tentang keharaman bunga bank. 
b. Data tentang alasan umat Islam Ponorogo belum 
sepenuhnya menaati fatwa MUI tentang keharaman 
bunga bank. 


Bayu Indra Grafika, 1996),109. 
32 Moeloeng, Metodologi, 9. 
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c. Data tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan 
umat Islam Ponorogo terhadap fatwa MUI tersebut. 

d. Data tentang faktor-faktor yang memengaruhi putusan 
umat Islam untuk berinvestasi di perbankan. 


Sedangkan yang menjadi sumber data dalam penelitian 
ini adalah beberapa warga Muslim Kabupaten Ponorogo. 
Mengingat jumlah warga Muslim di Kabupaten Ponorogo cukup 
banyak, maka akan diambil sebagai subjek sekaligus informan 
kunci hanya 30 orang saja terbagi atas kalangan ulama, kalangan 
pegawai negeri sipil, kalangan pengusaha, serta kalangan 
wiraswasta. Penentuan subjek dalam penelitian ini akan diambil 
secara purposiv sampling.“ Pemilihan informan tersebut, sesuai 
dengan sifat pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada 
kedalaman kasus, dan tidak bersifat representatif. 


4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengambilan data dilakukan secara simultaneous cross 
sectional atau member check (dalam arti berbagai kegiatan 
kelakuan subjek penelitian tidak diambil pada subjek yang sama 
namun pada subjek yang berbeda), kemudian diinterpretasi 
berdasarkan kemampuan peneliti melihat kecenderungan, 
pola, arah, interaksi faktor-faktor serta hal lainnya yang 
memacu atau menghambat perubahan untuk merumuskan 
hubungan baru berdasarkan unsur-unsur yang ada.” Selain itu 
juga dilakukan triangulasi, yakni pemeriksaan keabsahan data 


33 Purposive sampling (tehnik pengambilan sampel purposive) adalah 
tehnik pengambilan sampel atau subjek penelitian yang ditetapkan 
secara sengaja oleh peneliti. Dalam hal ini lazimnya didasarkan atas 
pertimbangan tertentu, tidak melalui proses pemilihan sebagaimana 
yang dilakukan dalam tehnik random. Lihat Sanapiah Faisal, Format- 
Format Penelitian Sosial (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1999), 67. 

34 Muhadjir, Metodologi , 42-43 dan Nasution, Metode, 126. 
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dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 
itu, dan diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil 
temuan lapangan. Adapun langkah-langkah operasionalnya 
adalah sebagai berikut. 


a. Wawancara 


Dalam penelitian ini, wawancara menjadi teknik 
penggalian data yang utama. Peneliti mengadakan wawancara 
mendalam dengan para ulama (MUI) sebagai penggagas dan 
pembuat fatwa, dan juga warga Muslim Kab. Ponorogo untuk 
melihat kepatuhan mereka terhadap fatwa MUI. Adapun model 
wawancara yang peneliti lakukan adalah: 

1) Dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung 
unsur spontanitas, kesantaian, tanpa pola atau arah yang 
ditentukan sebelumnya. 

2) Menggunakan lembaran berisi garis besar pokok-pokok 
topik, atau masalah yang dijadikan pegangan dalam 
pembicaraan. 

Dalam proses penggalian data melalui wawancara peneliti 
melibatkan beberapa mahasiswa khususnya fakultas syariah 
untuk melakukan wawancara terhadap beberapa informan. 
Hal ini dilakukan sebagai bentuk pembelajaran bagi mahasiswa 
dalam melakukan pengumpulan data melalui wawancara. 


b. Observasi 


Dalam tiap pengamatan, peneliti sebagai observer selalu 
mengaitkan dua hal, yaitu informasi (apa yang terjadi) dan 
konteks (hal-hal yang berkait di sekitarnya). Segala sesuatu 
yang terjadi dalam dimensi waktu dan tempat tertentu. 
Informasi yang lepas dari konteksnya akan kehilangan makna. 


35 Lexi J.Moleong, Methodologi, 178. 
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Jadi makna sesuatu hanya diperoleh dalam kaitan informasi 
dan konteks. Dalam observasi ini peneliti tidak hanya 
mencatat suatu kejadian atau peristiwa yang terkait langsung 
dengan fokus penelitian, akan tetapi juga segala sesuatu atau 
sebanyak mungkin hal-hal yang diduga ada kaitannya. Makin 
banyak informasi yang dikumpulkan makin baik, oleh sebab 
itu pengamatan harus seluas mungkin dan catatan observasi 
harus selengkap mungkin.” Teknik ini dilakukan dengan cara 
melakukan pengamatan langsung mengenai tingkat kepatuhan 
umat Islam terhadap fatwa MUI. 


c. Dokumentasi. 
Teknik dokumentasi digunakan untuk melihat 
dokumentasi berkaitan dengan kelembagaan MUI dan fatwanya. 


5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 


Agar lebih proporsional dan representatif, data yang 
diperoleh kemudian diolah dengan metode sebagai berikut. 


a. Editing, yakni memeriksa kembali semua data yang 
diperoleh terutama darisegi kelengkapan, keterbacaan, 
kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang 
lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok 
kata. 

b. Pengorganisasian data, yakni menyusun dan 
mensistematisasikan data-data yang diperoleh 
dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 
sebelumnya, kerangkatersebut dibuatberdasarkan dan 
relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan 
dalam perumusan masalah. 

c. Analisis data, yaitu proses menyusun data agar dapat 
ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya 


36 S. Nasution, Metode, 58. 
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dalam pola, tema atau kategori. Tafsiran atau 
interpretasi adalah memberikan makna kepada 
analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari 
hubungan antara berbagai konsep. Kesimpulan 
yang pada awalnya masih sangat tentatif, kabur, 
dan diragukan, maka dengan bertambahnya data, 
kesimpulan itu menjadi lebih grounded. Proses ini 
dilakukan mulai dari pengumpulan data dengan terus- 
menerus dilakukan verifikasi sehingga kesimpulan 
akhir didapat setelah seluruh data yang diinginkan 
didapatkan. 


Analisis telah dimulai sejakmerumuskan dan menjelaskan 
masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus 
sampai penulisan hasil penelitian.” Analisis di sini diartikan 
sebagai penguraian hasil penelitian melalui kaca mata teori- 
teori yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan cara demikian 
diharapkan muncul suatu pemikiran yang sama sekali baru atau 
mungkin menguatkan yang sudah ada, berkenaan dengan fatwa 
MUI dan kepatuhan umat. 


Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif menurut 
paradigma naturalistik adalah analisis atas data spesifik dari 
lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan katagorisasi. 


Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, 
dan dokumen-dokumen, dikategorisasi sesuai dengan masalah 
penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dikembangkan 
penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Dalam hal 
ini peneliti mencatat data apaadanya, tanpa intervensi dari teori 


37 S. Nasution. Metode, 138. 
38 Noeng Muhadjir, Metodologi, 123. 
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yang terbaca atau paradigma peneliti yang selama ini dimiliki?. 


Secara rinci langkah-langkah analisis data dilakukan 
dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Miles dan 
Huberman” yaitu: Reduksi data, display data, mengambil 
kesimpulan, dan verifikasi. 


Reduksi data ialah proses penyederhanaan data, memilih 
hal-hal yang pokok yang sesuai dengan dengan fokus penelitian, 
data dipilih sesuai dengan latar belakang, dasar, dan metodologi 
penetapan fatwa MUI dan kepatuhan umat, sehingga dapat 
dianalisis dengan mudah. 


Display data ialah suatu proses pengorganisasian data 
sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini 
dapat dilakukan dengan cara membuat matrik, diagram, ataupun 
grafik, dan membagi pembahasan dalam beberapa bab. 


Mengambil kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah 
ketiga dalam proses analisis. Langkah ini dimulai dengan 
mencari pola, tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul yang 
mengarah pada kesimpulan. 


H. Sistematika Pembahasan 


Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 
beberapa bab. Sebagaimana penelitian ilmiah pada umumnya, 
bab satu adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang 
masalah, dilanjutkan definisi operasional untuk menghindari 
persepsi yang berbeda terhadap judul proposal. Kemudian 
dikemukakan pembatasan dan perumusan masalah, serta 
tujuan dan signifikansi penelitian untuk memastikan masalah 


39 Nasution, Metode, 9-10. 
40 Matthew B. Miles dan A.Michael Huberman, Oualitative Data Analysis, 
(London : Sage Publications, 1984), 21. 
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apa yang akan diteliti dengan keterbatasannya, serta untuk apa 
dan apa manfaat penelitian ini dilakukan. Dikemukakan pula 
penelitian terdahulu yang berguna untuk menegaskan posisi 
dan keaslian penelitian proposal ini. Lalu dilanjutkan dengan 
metode penelitian, baikpengumpulan datamaupun analisisnya, 
dan terakhir sistematika pembahasan yang menjelaskan 
kronologi penelitian ini. 

Bab kedua berisi tentang teori-teori yang akan digunakan 
untuk menganalisis rumusan masalah meliputi teori kesadaran 
dan ketaatan hukum, serta teori sosial yakni teori tindakan, 
pilihan rasional, dana teori behavorial finance. 


Bab ketiga berisi Fatwa MUI tentang keharaman bunga 
bank, latar belakang ditetapkannya fatwa, dan landasan syariah 
fatwa MUI, yang terkait dengan penetapan hukum fikih, metode 
istinbatnya, dan eksistensi fatwa MUI di Indonesia. 


Selanjutnya bab keempat berusaha menjelaskan tentang 
kepatuhan umat Islam di Ponorogo terhadap Fatwa MUI, mulai 
dari tingkat religiositas umat, pandangan masyarakat terhadap 
fatwa MUI, pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah, 
faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat 
terhadap fatwa dan keputusan umat Islam ponorogo dalam 
melakukan investasi di perbankan. 


Bab kelima berisi analisis data yang telah dipaparkan 
pada bab sebelumnya dengan perspektif teori kesadaran dan 
ketaatan hukum, teori sosial yakni teori tindakan dan pilihan 
rasional, serta teori ekonomi yaitu behavorial finance. 


Bab keenam merupakan penutup, yang berisi kesimpulan 
dan rekomendasi, baik teoretis maupun praktis terkait dengan 
fatwa MUI dan kepatuhan umat. 
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BAB II 
KESADARAN HUKUM DAN FATWA MUI 
TENTANG BUNGA BANK 


A. Fatwa MUI tentang Bunga Bank 
1. Fatwa MUI tentang Bunga Bank 


Secara etimologi (lughawi), kata fatwa berasal dari bahasa 
Arab al-Fatwa. Menurut Ibnu Mandjzur, kata fatwa merupakan 
bentuk mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna 
muda, baru penjelasan, penerangan." Paralel dengan pendapat 
tersebut, al-Fayumi sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Amin 
mengemukakan bahwa, “al-fatwa berasal dari kata al-fata, 
artinyapemudayangkuat”.”Sehingga, orangyangmengeluarkan 
fatwa dikatakan sebagai mufti, karena orang tersebut diyakini 
mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan dan 
jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagai 
kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Berbeda dengan 
hal tersebut, menurut al-Jurjani, “fatwa berasala dari al-fata atau 
al-futya, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan dalam 
bidang hukum, sehingga fatwa dalam pengertian ini diartikan 
sebagai memberikan penjelasan”. 


Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa didefinisikan 
sebagai “jawab” (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh 
mufti tentang suatu masalah. Arti lain dari fatwa menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “nasihat orang alim”, 


41 Ibnu Mangzur, Lisan al-arab - Juz XV, (Beirut: Dar Shadir, t.th), 145. 

42 Ma'ruf amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: Paramuda 
Advertising, 2008), 19. 

43 Ibid. 
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“pelajaran baik”, “petuah”.“ Sedangkan secara terminologi 
(syar'i), as-Syatibi menjelaskan bahwa, “fatwa dalam arti al-ifta 
berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara yang tidak 
mengikat untuk diikuti.“ Selanjutnya, menurut yusuf Gardawi, 
“fatwa adalah menerangkan syara'i dala suatu persoalan sebagai 
jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa 
baik secara perseorangan maupun kolektif”. Selaras dengan 
pendapat Yusuf Gardlawy, zamakhsyari sebagaimana dikutip 
oleh Ma'ruf Amin menyatakan bahwa, “fatwa adalah penjelasan 
hukum syara'i tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang 
atau kelompok”. Senada dengan hal tersebut, Murtadho 
Ridwan menyatakan bahwa fatwa merupakan hasil ijtihad 
ulama yang sangat mendalam u tuk menyelesaikan masalah- 
masalah yang dihadapi masyarakat. 


Berdasarkanpenjelasan diatas, ada2(dua)halpentingyang 
harus digarisbawahi, pertama bahwa fatwa bersifat responsif, 
sebab pertama, fatwa merupakan jawaban atau pendapat 
hukum (legal opinion) atas pertanyaan atas permintaan fatwa 
(based on demand), kedua, fatwa sebagai jawaban hukum yang 
bersifat tidak mengikat, dengan kata lain, orang yang meminta 
fatwa baik perseorangan, lembaga, maupun masyarakat tidak 
harus mengikuti fatwa atau hukum yang diberikan kepadanya. 
Dengan demikian, fatwa selalu berhubungan dengan persoalan 


44 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Uakarta : Balai Pustaka, 2003), 314. 

45 Abu Ishag Ibrahim ibn Mas'ud al-Syatibi, al-Muwafagat fi Ushuli al- 
Ahkam - Juz IV, Dar al-Rasyad al-Haditsah, Beirut,. 141. 

46 Yusuf Oardlawy, al-Fatwa bain al-Indlibath wa al-Tasayyub, Dar al- 
Oalam, Mesir,. 5. 

47 Ma'ruf Amin, Op.Cit.,20. 

48 Murtadho Ridwan, Analisis Penyerapan Fatwa DSN-MUI Tentang 
Asuransi Syariah Ke Dalam PSAK 108, Jurnal ADDIN, Vol.8 No. 1 Februari 
2014,. 136. 
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yang terjadi dan perlu jawaban secara hukum atas persoalan 
yang terjadi dan perlu jawaban secara hukum atas persoalan 
tersebut. Sehingga, fatwa sering kali berkaitan dengan peristiwa 
konkret. Niki Alma Febriana Fauzi menyatakan bahwa fatwa 
merupakan jawaban resmi atas 1) pertanyaan atau 2) persoalan 
penting menyangkut dogma atau hukum yang diberikan oleh 
orang yang mempunyai otoritas. Fatwa menjadi bagian yang 
sangat penting dalam kehidupan sosial keagamaan. Fatwa juga 
bisa menjadi legitimasi atas praktik sosial-ekonomi baru yang 
tidak terdapat secara eksplisit aturan bakunya dalam al-Guran 
dan sunah." 


2. Kekuatan Hukum Fatwa MUI 


Eksitensi fatwa MUI dalam kehidupan negara Indonesia, 
apakah fatwa MUI merupakan hukum positif” atau bukan perlu 
kita bahas. Dengan kata lain apakah fatwa MUI merupakan 
bagian dari peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab 
hal tersebut, maka pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 
12 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang- 
undangan dapat dijadikan rujukan, karena di dalam pasal 


49 Niki Alma Febriana fauzi, Fatwa di Indonesia : Perubahan Sosial, 
Perkembangan dan Keberagaman, Jurnal Hukum Novelty, Vol.8, No.1 
Februari 2017. 109-110. 

50 Istilah hukum positif (iuspositiva) lahir dari mazhab positivisme yang 
dikemukakan oleh John Austin, Mazhab positivisme menyatakan 
bahwa yang dikatakan hukum adalah perintah penguasa, sehingga 
aturan yang berlaku berdasarkan adat kebiasan tidak dapat dikatakan 
sebagai “hukum”. Sehingga, “hukum positif adalah hukum yang dibuat 
oleh penguasa yang berdaulat”. Di kalangan ahli hukum juga banyak 
kekeliruan dalam mendefinisikan hukum positif sebagai hukum yang 
berlaku disuatu tempat dan waktu tertentu. Jika demikian pengrtiannya, 
maka hukum adat juga masuk dalam pengertian hukum positif karena 
berlaku di tengah-tengah masyarakat. 


22 3D. 


Menguji Loyalitas Umat terhadap Fatwa: Studi Kasus Persepsi Masyarakat... 8 


tersebut telah ditentukan unsur-unsur dari peraturan-peraturan 
perundang-undangan atau hukum positif. 


Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, 
menentukan bahwa: “peraturan perundang-undangan adalah 
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat 
secara umum dan dibentuk.” 


Atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat 
yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pasal 
tersebut, maka suatu aturan dapat dikatakan sebagai peraturan 
perundang-undangan apabila 1) tertulis: 2) memuat norma 
hukum berupa perintah, larangan, izin dispensasi, kewenangan, 
dan sebagainya, 3) mengikat secara umumy 4) dibentuk atau 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, di mana kewenangan 
tersebut merupakan kemenangan yang diajamn baik oleh 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
maupun Undang-Undang, dan 5) dibentuk melalui prosedur 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Unsur- 
Unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga suatu aturan dapat 
dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan apabila 
memenuhi kelima unsur tersebut. 


Selain secara normatif yuridis sebagaimana telah 
dijelaskan di atas, dalam doktrin juga dikembangkan beberapa 
kriteria atau unsur suatu aturan dapat disebut sebagai 
perundang-undangan. Sebagaimana dikatakan Bagir Manan 
dengan menyataan bahwa: untuk disebut sebagai peraturan 
perundang-undangan harus memenuhi unsur sebagai 
berikut: pertama peraturan perundang-undangan berbentuk 
keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, 
peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis 
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(geschrevenrecht, written law), kedua perturan perundang- 
undangan dibentuk oleh pejbat atau lingkunganjabatan (badan, 
organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” 
yang berlaku atau mengikat umum (algemeen): dan ketiga 
peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak 
dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat 
umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang- 
undangangan tidak berlaku terhadap peristiwa kongret atau 
individi tertentu." 


Senada pendapat Bagir Manan diatas, Maia Farida 
Indrati Soeprapto juga menyatakan bahwa istiah perundang- 
undangangan bahwa (legislation, wetgevingatau gezetzgebbung) 
mempunyai dua pengertian: pertama perundang-undangan 
merupakanprosespembentukan/prosesmembentukperaturan- 
peraturan negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah, 
kedua perundang-undangan adalah segala peraturan negara 
yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik 
ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.?? 


Berdasarkan penjelasan di atas, maka selanjutnya perlu 
dianalisis, apakah fatwa MUI memenuhi unsur-unsur yang 
dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang pembentukan Perundang- undangan. Pertama, apakah 
fatwa MUI tertulis, tentu jawabannya adalah tertulis, kedua, 
apakah fatwa MUI memuat norma hukum, jawabannya adalah 
fatwa MUI memuat norma hukum, namun berisi norma hukum 
agama, bukan pengertian norma hukum dalam pengertian 
sesungguhnya, ketiga, apakah fatwa MUI mengikat secara 


51 Mahendra Kurniawan, dkk., Pedoman Naskah Akademik PERDA 
Partisipatif Cetakan ke I, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007. Hlm.5 

52 Maria farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, 
dan Materi Muatan (Buku 1), Kanisius, Yogyakarta,2007, 3. 
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umum, jawabannya adalah bahwa fatwa MUI tidak memiliki 
kekuatan mengikat secara hukum (rechtgeldig), artinya bahwa 
fatwa MUI tidak dapat dipaksakan kepada masyarakat muslim 
dan masyarakat muslim tidak dapat dikenakan sanksi karena 
ketidakpatuhan kepada fatwa MUI. Penegak hukum, apakah 
polisi, jaksa atau hakim tidak dapat menggunakan fatwa MUI 
untuk menjadikan seorang tersangka, menentukan ke depan 
pengadilan atau penjatuhan hukuman. Untuk itu, maka fatwa 
MUI hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral (moral 
binding), orang tunduk dan patuh pada fatwa MUI lebih pada 
keyakinannya, bahwa apa yang difatwakan tersebut memiliki 
unsur kebenaran dalam perspektif keIslaman, keempat, apakah 
MUI pejabat dan/ badan yang berwenang untuk mebentuk 
perundang-undangan, jawabannya adalah MUI bukan lembaga 
negara yang diberikan kewenangan untuk membentuk 
peraturan perundang-undangan, baik oleh Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maupun oleh undang- 
undang, kelima, apakah fatwa MUI dibentuk melalui prosedur 
yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, 
jawabannya adalah prosedur pembentukan fatwa MUI tidak 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan 
perundang-undangan fatwa MUI dibentuk sesuai prosedur 
yang ada dan berlaku dalam MUI itu sendiri. Berdasarkan 
analisis dan uraian di atas, maka fatwa MUI tidak memenuhi 
kelima unsur atau kriteria perturan perundang-undnagan, 
untuk itu, fatwa MUI tidak dapt dikategorikan sebagai pertauran 
perundang-undangan. Hal utama yang menjadi landasan 
berpikir penulis adalah karena fatwa MUI tidak dibuat oleh 
pejabat atau badan yang berwenang dan tidak mempunyai 
kekuatan mengikat umum. Fatwa MUI hanya sebagai 
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pendapat mufti yang diberikan kepada pihak yang meminta 
fatwa (mustaftin), baik perorangan maupun lembaga yang 
tidak bersifat mengikat, kecuali diperintahkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, fatwa MUI dalam hal ini 
tidak lebih sebagai mana halnya doktrin atau pendapat ahli 
(expert opinion) yang dalam literatur ilmu hukum digolongkan 
dalam sumber hukum yang tidak mengikat (non-binding sources 
of law). 

MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam 
yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan 
masyarakat atau umat Islam, artinya MUI adalah organisasi 
yang ada dalam masyarakat, dan bukan institusi milik negara 
atau mereprentasikan negara. Artinya pula, fatwa MUI 
bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang 
bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak 
mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga 
negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam 
infrastruktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan 
ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai 
ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun 
tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh 
umat Islam.” Selain itu fatwa MUI tidak masuk dalm kategori 
peraturan perundang-undnagan, dikarenakan fatwa MUI tidak 
memenuhi persyaratan kekuatan berlaku sebagai peraturan 
perundang-undangan. 


3. Fatwa MUI tentang Bunga Bank 
Dikeluarkannya fatwa mengenai keharaman bunga bank 


53 Ainin Najib, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif 
Pembangunan Hukum Responsif, Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 4, Nomor 2 
Desember 2012, 374-375. 
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oleh MUI tersebut di atas, ternyata mendapat tanggapan yang 
beragam dari masyarakat, termasuk oleh ormas-ormas Islam 
yang ada di Indonesia yang justru mempunyai kecenderungan 
menolaknya. Misalnya Pengurus Besar Nahdhatul Ulama dan 
Pengurus Pusat Muhammadiyah menilai bahwa fatwa MUI 
yang mengharamkan berbagai bentuk bunga (interrest) seperti 
bunga bank dan ansuransi adalah keputusan yang tergesa-gesa, 
yang menunjukkan masih kontroversialnya hukum bunga bank 
tersebut. 


Di antara empat produk hukum Islam yang ada (Kitab- 
Kitab Fikih, Fatwa-Fatwa Ulama, dan Keputusan-Keputusan 
Pengadilan Agama dan Peraturan Perudang-undangan Negara 
Muslim), fatwa memang merupakan produk hukum yang 
bersifat tidak memaksa atau tidak mengikat sebagaimana 
halnya undang-undang. Terlebih lagi dalam konteks Indonesia 
sebagaimana telah diuraikan di atas, penerapan hukum dalam 
(syariat Islam di Indonesia) selama ini menghadapi tantangan 
yang cukup berat, karena negara hukum Indonesia menganut 
aliran positivme yuridis, yakni bahwa yang bisa diterima sebagai 
hukum yang sebenarnya hanyalah yang ditentukan secara 
positif oleh negara, atau hukum hanya bisa berlaku karena 
hukum itu mendapatkan bentuk positifnya dari suatu instansi 
yang berwenang (negara). 


Berkaitan dengan hal tersebut, Masdar F. Mas'udi (salah 
satu tokoh NU) menyatakan bahwa fatwa MUI bersifat pendapat 
hukum (legal opinion) yang tidak memaksa dan tidak mengikat. 
BahkanMUlSsendiri, menanggapiprodankontrayangmengiringi 
munculnya fatwa MUI tentang bunga bank ini, melalui ketua 
komisi fatwanya (K.H. Ma'ruf Amin) meminta agar masyarakat 


54 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fikih Madzhab Negara (Yogyakarta: LKIS, 
2001), hlm. 2. 
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tidak perlu resah sehubungan dengan dikeluarkannya fatwa 
MUI yang mengharamkan bunga bank, karena fatwa tersebut 
bersifat fleksibel dan tidak mengikat sehingga masyarakat tidak 
harus menarik dananya dari bank-bank konvensional.” Dengan 
demikian walaupun secara tegas MUI menyatakan bahwa 
hukum bunga bank (interest) adalah haram, namun masyarakat 
tetap diberikan pilihan untuk mengikuti atau tidak fatwa 
tersebut. Namun bisa dipastikan bahwa golongan masyarakat 
yang ansih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam 
di negara ini, tentu sangat apresiatif atas dikeluarkannya fatwa 
MUI tersebut. 


Terlepas masih adanya pro dan kontra dalam menghadapi 
fatwa MUI tersebut, kembali pada isu yang utama penelitian ini, 
pada bagian ini penulis akan melakukan analisis terhadap fatwa 
MUI tentang bunga bank ini, dengan melihatnya dari dua sisi 
yakni: 1) dilihat dari sisi metodologi, dan 2) dilihat dari fatwa itu 
sendiri. 

a. Dilihat dari Segi Metodologi 


Dasar-Dasar umum penetapan fatwa MUI tercantum 
dalam Pasal 2 Pedoman Fatwa MUI yang ditetapkan dalam 
Surat Keputusan MUI nomor U-596/MUI/X/1997. Pada ayat 
(1) dikatakan bahwa setiap fatwa didasarkan pada adillat al- 
ahkam yang paling kuat dan membawa kemaslahatan umat. 
Berkaitan dengan bunyi ayat tersebut, tampaknya MUI ketika 
mengeluarkan fatwa ini memang didasari pendapat bahwa 
karena bunga (yakni: “... tambahan yang dikenakan untuk 
transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok 
tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara 
pasti di muka berdasarkan persentase...”), dianggap memenuhi 
kriteria riba nasi'ah. Bahkan karena telah ditentukan di 


55 Pikiran Rakyat, 17 Desember 2003. 
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muka, justru dianggap lebih eksploitatif dari riba pada zaman 
Rasulullah SAW, maka mengharamkannya akan membawa 
kemaslahatan bagi umat Islam. Dalam hal ini bisa dikatakan 
bahwa fatwa MUI tentang bunga bank ini, memang telah sesuai 
dengan ketentuan ayat (1) Dasar-Dasar Penetapan Fatwa MUI. 


Dalam ayat berikutnya (pasal 2 ayat 2) dijelaskan bahwa 
dasar-dasar fatwa adalah al-Guran Hadis, Ijma, Oiyas, dan 
dalil-dalil hukum lainnya. Mengenai hal ini, jika dilihat dari 
kesesuaiannya dengan pedoman fatwa tersebut, nampaknya 
secara sekilas MUI tidak “konsisten mengikuti dasar-dasar 
penetapan fatwa dalam pedoman tersebut. 


Sebagaimanaumumnya metode menetapkan hukum yang 
dikenal dalam kitab-kitab usul fikih yang ada, biasanya sumber- 
sumber hukum atau dasar-dasar hukum tersebut di atas (al- 
Ouran, Hadis, Ijma, Oiyas, dan dalil-dalil hukum lainnya) adalah 
bersifat hierarkis, atau yang disebutkan terdahulu lebih tinggi 
kedudukannya dari pada yang disebutkan kemudian, sehingga 
harus dijadikan dasar utama sebelum meninjau dasar-dasar 
lainnya dalam menetapkan hukum tersebut. Padahal dalam 
menetapkan fatwa tentang bunga bank ini, sebagaimana terlihat 
di atas, tanpa melihat sumber-sumber sebelumnya (khususnya 
al-Guran dan Sunah yang merupakan sumber hukum primer), 
MUI langsung mendasar fatwanya pada pendapat-pendapat 
yang ada dalam berbagai kitab fikih di samping melihat 
berbagai ketetapan (ijmak) akan keharaman bunga bank yang 
dilakukan oleh forum-forum ulama internasional, maupun 
nasional. Namun demikian, menurut hemat penulis, secara 
prinsip hal tersebut tidak bertentangan baik dengan dasar-dasar 
penetapan fatwa dalam pedoman MUI maupun metode istinbat 
hukum pada umumnya, karena mungkin argumen fatwa yang 
diambil dari sumber-sumber hukum tersebut memang tidak 
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diperlihatkan bagi pembaca umum, dan hanya disimpan dalam 
notulen rapat komisi fatwa saja.” Menurut penelitian M. Atho” 
Mudzhar, pola yang nampak fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI, 
adalah mengenai fatwa-fatwa yang sifatnya untuk konsumsi 
intern umat Islam, MUI memang cenderung mendasarkan 
fatwanya hanya pada kitab-kitab fikih saja. Sedangkan dalam 
fatwa-fatwa yang menyangkut hubungan antar-umat beragama, 
MUI cenderung menggunakan ayat al-Guran dan Hadis 
sebanyak-banyaknya.” 


b. Dilihat Dari Segi Isi Fatwa 


Adapun dilihat dari segi isinya, terlihat bahwa penetapan 
fatwa bahwa bunga bank adalah sama dengan riba yang haram 
hukumnya tersebut, dilakukan setelah MUI melakukan kajian 
terhadap riba, selain secara normatif juga secara historis 
(kontekstual), yakni dengan melihat praktik riba pada masa 
Rasulullah dan praktik bunga pada masa sekarang. Dengan 
demikian bisa dikatakan bahwa MUI telah beranggapan bahwa 
sesuai dengan kondisi dan konteks yang berkembang pada 
masyarakat Indonesia sekarang, fatwa tentang keharaman 
bunga bank ini sudah saatnya untuk ditetapkan. Karena 
dengan telah berkembangnya sistem perbankan yang didasari 
atas prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah (terutama untuk 
wilayah yang sudah ada kantor/ jaringan lembaga keuangan 
syariah), pada dasarnya sudah tidak ada alasan lagi bahwa 
bermuamalah (bertransaksi) pada perbankan konvensional 
yang identik dengan sistem bunga merupakan suatu kondisi 


56 Pendapat seperti ini antara lain dikemukakan oleh M. Atho' Mudzhar 
ketika menanggapi fatwa MUI yang dikeluarkan antara tahun 1975-1980. 
Lihat M. Atho' Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad, (Yogyakarta: 
Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 134. 

57 Ibid.,hlm. 137. 
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darurat. Namun untuk wilayah yang tidak ada kantor/ jaringan 
lembaga keuangan syariah, menurut fatwa masih diperbolehkan 
melakukan kegiatan bertransaksi di lembaga keuangan 
konvensional, berdasarkan prinsip idharurat/hajat. Dengan 
demikian fatwa MUI tentang keharaman bunga bank ini, sangat 
memperhatikan kaidah: “Fatwa bersifat meringankan dan tidak 
memberatkan, memudahkan dan tidak mempersulit”. Dengan 
kata lain fatwa MUI tersebut telah memperhatikan faktor kondisi 
maupun kesiapan masyarakat sebagai ikhitab (penerima) fatwa 
tersebut. 


Asumsi yang berkembang sebelum dikeluarkannya 
fatwa antara lain adalah: bahwa tingkat keyakinan seorang 
muslim akan hal-haramnya (hukum) transaksi-transaksi atau 
operasionalisasi sistem perbankan sangat berpengaruh dalam 
menentukanresponsataupreferensimasyarakatterhadapsistem 
perbankan tersebut. Oleh karena itu, pasca dikeluarkannya fatwa 
MUI tersebut kebenaran asumsi tersebut yakni ketegasan akan 
(haramnya) hukum bunga bank ini, akan sangat bepengaruh 
dalam menentukan respons masyarakat terhadap bank syariah 
akan teruji. Benarlah pasca fatwa tersebut, apresiasi masyarakat 
masyarakat muslim Indonesia (yang merupakan mayoritas) 
terhadap perbankan syariah akan meningkat? Atau mungkinkah 
seluruh umat Islam memilih bertranstaksi melalui bank syariah 
dari pada bank konvensional? Berkaitan dengan hal tersebut, 
mungkin terdapat korelasi positif antara keluarnya fatwa MUI 
dengan perkembangan perbankan syariah di tanah air. Namun 
menurut hemat penulis, membuktikan adanya korelasi positif 
tersebut, pada dasarnya tidak cukup dengan mengatakan “wait 
and see” saja. Hal ini disebabkan karena sebagai produk hukum 
yang “kekuatan mengikatnya' tidak sekuat produk hukum 
lainnya, fatwa MUI tersebut, dapat dikatakan hanyalah sebuah 
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momentum. Terlebih lagi, sebagaimana ditengarai oleh kedua 
pemakalah bahwa terdapat kontroversi tentang termasuk riba 
atau tidaknya bunga (interset) bank konvensional tersebut 
sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Oleh 
karena itu, sebagai sebuah momentum, yang sangat diperlukan 
adalah follow up atau tindak lanjut yang nyata, dalam rangka 
mengembangkan perbankan syariah ini. 


B. Kesadaran Hukum 


Kesadaran hukum dalam arti sempit adalah “apa yang 
diketahui orang tentang apa yang demi hukum harus dilakukan, 
dan tak harus dilakukan” disini, sadar diartikan sebagai 
'menjadi tahu. Dalam artinya yang lebih luas, kesadaran 
hukum meliputi tidak hanya fenomena 'sudah menjadi tahu, 
akan tetapi juga lebih lanjut menjadi sudah berkemantapan hati 
untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh hukum. Dengan 
perkataan lain, dalam arti yang lebih luas ini, apa yang disebut 
kesadaran itu tidak hanya akan meliputi dimensi kognitif dan 
dimensi afektif. 


Kesadaran dalam arti yang sempit terjadi karena proses 
pengabaran, pemberitahuan, dan pengajaran lewat proses- 
proses ini orang menjadi tahu isi normatif yang terkandung 
dalam kaidah-kaidah hukum. Dan sehubungan dengan itu, 
ia akan segera menyesuaikan segala perilakunya ketuntutan- 
tuntutan kaidah. Proses pengabaran dan pengajaran semacam 
ini acap kali berlanjut dalam proses pendidikan, yakni proses 
pembangkitan rasa patuh, dan setia. Pendidikan tidak hanya 
menanamkan pengetahuan baru saja akan tetapi juga hendak 
menggugah perasaan afeksi dan membentuk sikap positif. 
Lewat proses lanjutan ini, diharapkan akan dapat dibangkitkan 
rasa taat yang ikhlas warga masyarakat kepada hukum dan 
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apabila kepatuhan yang ikhlas ini dapat terwujud, maka hukum 
pun akan dapat bekerja dengan efektif tanpa perlu menjatuhkan 
sanksi. 


Beberapa faktor yang memengarui masyarakat tidak sadar 
akan pentingnya hukum adalah: 


1. Adanya ketidakpastian hukum, 

2. Peraturan-peraturan bersifat statis, 

3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahan- 
kan peraturan yang berlaku. 


Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, 
dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, 
dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. 
Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab 
dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. 


Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, 
mengutip H. C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam 
buku Prof DR. Achmad Ali Menguak Teori Hukum (Legal Theory) 
dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi 
Undang-Undang (legisprudence): 

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang 
menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. 
Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan 
pengawasan yang terus-menerus. 

2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang 
menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya 
dengan pihak lain menjadi rusak. 

3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang 
menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa 
aturan itu sesuai dengan nilai-nila intristik yang dianutnya. 
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C. Teori Pilihan Rasional 


Teori pilihan rasional adalah sebuah pendekatan yang 
digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk memahami perilaku 
manusia. Pendekatan yang telah lama menjadi paradigma yang 
dominan dalam ilmu ekonomi, tetapi dalam beberapa dekade 
terakhir telah menjadi lebih banyak digunakan dalam disiplin 
lain seperti sosiologi, ilmu politik, dan antropologi." 

Teori pilihan rasional umumnya dimulai dengan 
pertimbanganpilihan perilaku salah satuatau lebih individu unit 
pengambilan keputusan, yang dalam ilmu ekonomi dasar, yang 
paling sering dilakukan oleh konsumen dan atau perusahaan. 
Setelah perilaku individu didapatkan, biasanya bergerak pada 
analisis untuk memeriksa bagaimana pilihan-pilihan individu 
berinteraksi untuk menghasilkan hasil. Menurut teori ini 
perilaku sosial dapat dijelaskan dalam istilah “perhitungan” 
rasional yang dilakukan individu dalam berbagai pilihan yang 
tersedia bagi mereka.” 


Pertanyaan terkait adalah bahwa mengapa individu 
harus pernah merasakan rasa kewajiban atau ingin bertindak 
dalam cara-cara altruistik. Mengapa, yaitu individu harus 
mematuhi norma-norma yang menuntun mereka untuk 
bertindak dalam non-diri tertarik cara? Individu membayar 
zakat atau bergabung persatuan buruh, misalnya, karena 
mereka merasa bahwa mereka berada di bawah kewajiban 
untuk melakukannya atau karena mereka memiliki semacam 
komitmen moral atau ideologis dengan organisasi. Teori 
pilihan rasional cenderung menjawab bahwa norma-norma 
yang sewenang-wenang hanyalah preferensi. Orang mungkin 


58 Ben Angger, Teori Sosial Kritis, kritik, penerapan dan implikasinya. Terj. 
Nurhadi (Yogyakarta: LKPM, 2003), 314-315. 
59 Ibid., 315. 
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disosialisasikan ke dalam segala macam nilai komitmen dan 
akan kemudian bertindak secara rasional dalam kaitannya 
dengan ini, apapun mereka berada. Jika orangingin membantu 
orang lain dan mendapatkan kepuasan dari melakukan hal 
tersebut, kemudian memberikan bantuan adalah tindakan 
rasional kepentingan diri sendiri. 


Secara filosofis, rasionalisme menegaskan bahwa 
tindakan manusia pada tingkat tertentu harus rasional, dan 
rasionalisme ini mengharuskan para ilmuwan sosial untuk 
memahami rasionalitas ini, bahkan pada perilaku yang nampak 
irrasional. Alasan-alasan tindakan rasional bersifat penjelasan 
secara rasional, pastilah merupakan alasan yang masuk akal, 
setidaknya sama seperti yang dibayangkan pelakunya. Bahkan 
segala usaha untuk memahami suatu tindakan, haruslah 
mencakup usaha bagaimana tindakan tersebut secara rasional 
dari sudut keyakinan perilakunya." 


SementaraitumenurutWeber,setiaptindakanmenurutnya 
bisa bersifat: pertama, rasional-bertujuan (zweckrational), 
kedua, rasional-nilai (wertrational), dan ketiga, bersifat afektif- 
emosional atau berupa perilaku kebiasaan sebagai ekspresi dari 
adat-istiadat yang telah tertata. Dalam kaitan dengan legitimasi. 
Weber, membagi legitimasi atas tiga bentuk. Pertama, legitimasi 
tradisional, yaitu, berasal dari tradisi kepercayaan, adat-istiadat 
yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, legitimasi karismatik, 
berasal dari individu yang diakui oleh masyarakat memiliki ciri- 
ciri khusus yang luar biasa. Ketiga, rasional legal berasal dari 
peraturan normatif secara rasional." 


60 Brian Fay, Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer. Terj, M. Muhith (Yogyakarta: 
Jendela, 2002), 131-136. 

61 Franz Magnis Suseno, Etika politik Prinsip-pronsip moral dasar 
kenearaan modern, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,1987), 53 
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Rasionalitas yang berorientasi nilai menurut Weber 
sifat rasional jenis ini adalah bahwa alat-alat yang ada hanya 
hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan sadar, 
sementara tujuan-tujuan sudah ada di dalam hubungannya 
dengan nilai-nilai individual yang bersifat absolut. Artinya nilai 
itu merupakan nilai akhir bagi individu yang bersangkutan 
dan bersifat nonrasional, sehingga tidak memperhitungkan 
alternatif atau pilihan. Weber menyontohkan perilaku ibadah 
sebagai tindakan nonrasional karena mengenyampingkan 
alternatif. 


Teori pilihan rasional Coleman didasarkan pada 
statement bahwa tindakan perseorangan mengarah pada 
suatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai dan pilihan. 
Ia berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan melihat 
munculnya kepercayaan dalam interaksi sosial sebagai 
tanggapan rasional untuk usaha-usaha untuk membangun 
koalisi, tetapi karya terbaru Cook dan Emerson telah mengakui 
bahwa adanya kepercayaan tidak dapat terlihat dalam 
istilah-istilah rasional murni. Mereka menunjukkan bahwa 
kepercayaan dan norma-norma keadilan bahwa individu 
digunakan dalam tindakan mereka memiliki kekuatan moral 
yang bertentangan dengan pertimbangan rasional murni. Rasa 
kewajiban adalah nyata dan dapat dirasakan sangat kuat.” 


Dia berpendapat bahwa norma-norma yang tidak 
"berorientasi hasil” tetapi diinternalisasi dan begitumemperoleh 
kompulsif karakter yang tidak dapat dijelaskan dalam istilah 
rasional murni. Norma beroperasi, ia berpendapat, melalui 


62 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi, teks pengantar dan 
terapan (Jakarta: Kencana, 2004), 19. 

63 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosial Modern, terj. 
Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2005), 394. 
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rasa malu dan rasa bersalah, dari pada melalui imbalan dan 
hukuman. Sejauh penjelasan menyangkut norma-norma, 
teori pilihan rasional tidak ada tawarkan. Pilihan rasional dan 
komitmen normatif, ia berpendapat, saling melengkapi dalam 
proses pembentukan aksi sosial. 


D. Teori Tindakan Sosial Max Weber 


Sebagian besar tindakan manusia berkaitan dengan orang 
lain. Tindakan yang berhubungan dengan orang lain disebut 
sebagai tindakan sosial (sosial action). Suatu tindakan dianggap 
sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut memengaruhi 
atau dipengaruhi oleh orang lain." 


Dalam khazanah sosiologi, pengertian tindakan sosial 
di atas dipengaruhi oleh definisi Max Weber. Max Weber 
merupakan ilmuan yang mengemukakan teori tindakan sosial, 
Weber melihat bahwa kenyataan sosial secara mendasar terdiri 
dari individu-individu dan tindakan-tindakan sosialnya yang 
berarti. Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada 
motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita 
dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok 
bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda 
terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa 
digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap 
individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap 
individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai 
dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu 
tindakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik 
untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai 
bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. 


64 Hotman M.Siahan, Sejarah dan Teori Sosiologi (Jakarta: Erlangga, 1989), 90. 
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Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga 
masyarakat tersebut bertindak." 


Jadi yang dimaksudkan Weber, tindakan sosial adalah 
tindakan individu yang dapat memengaruhi orang lain. 
Tindakan dantindakansosial memiliki pengertian yang berbeda. 
Tindakan mencakup semua perilaku yang dilakukan oleh 
manusia, sedangkan tindakan sosial merupakan suatu tindakan 
individu yang diarahkan kepada orang lain dan memiliki arti 
atau makna subjektif baik bagi diri sendiri maupun bagi orang 
lain.s8 Jika tindakan tersebut tidak diarahkan orang lain dan 
tidak memiliki arti maka bukan termasuk tindakan sosial tetapi 
hanya disebut sebuah “tindakan” saja, sehingga tindakan sosial 
akan memberikan pengaruh bagi orang lain, karena tindakan 
sosial mengandung tiga konsep yaitu tindakan, tujuan (in order 
to motive) dan pemahaman. 


Ada 5 ciri pokok tindakan sosial menurut Max Weber, 
yaitu sebagai berikut." 


1. Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung 
makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan 
nyata. 

2. Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya. 

3. Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas 
suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan 
dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak 
mana pun. 


65 PipJones, Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga 
Post- Modernisme, terj. Saifuddin (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), 115. 

66 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda (Jakarta: Rajawali 
Press, 2001), 126. 

67 LB Wirawan, Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Jakarta: Kencana 
Prenadamedia Grup, t.th), 83. 

68 George, Sosiologi..., 132. 
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4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau beberapa 
individu. 

5. Tindakanitu memperhatikan tindakan oranglain dan terarah 
kepada orang tersebut. 


Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial 
yang memiliki arti-arti subjektif tersebut ke dalam empat tipe 
untuk menjelaskan makna tindakan yang dibedakan dalam 
konteks motif para pelakunya, yaitu: 


I. Instrumentally Rasional (berorientasi tujuan), yaitu tindakan 
yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara 
rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor 
yang bersangkutan. Tindakan ini ditentukan oleh harapan- 
harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan 
perilaku manusia lain, harapan-harapan ini digunakan 
sebagai syarat atau sarana untuk mencapai tujuan aktor 
lewat upaya dan perhitungan yang rasional. Dalam tindakan 
ini manusia tidak hanya menentukan tujuan yang 
diinginkan agar tercapai, namun ia harus secara rasional 
telah mampu memilih dan menentukan alat yang digunakan 
untuk mencapai tujuan tersebut.” Contohnya orang bekerja 
keras untuk mendapatkan nafkah yang cukup, bekerja demi 
memenuhi kebutuhannya. 


2. Value Rational (berorientasi nilai), yaitu tindakan yang 
didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai 
yang penting seperti etika, estetika, agama, dan nilai-nilai 
lainnya yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam 
kehidupannya. Tindakan ini merupakan suatu rasionalitas 


69 Bryan S. Turner, Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2012), 115. 

70 George Ritzer, Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangannya 
Mutakhir Teori Sosial Postmodern, 137 
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masyarakat yang melihat nilai-nilai absolut tertentu 
sebagai potensi atau tujuan hidup. Nilai-nilai ini dijadikan 
suatu kesadaran akan perilaku etis, estetis, religius atau 
bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek 
keberhasilannya." 


. Affectual/especially emotional (tindakan afektif), yaitu 


tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan 
(orientasi emosional) aktor yang melakukannya. Tindakan 
ini merupakan tipe rasional yang sangat bermuara dalam 
hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, 
sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan 
di luar lingkaran tersebut. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi 
emosi aktor. 


. Traditional (tindakan tradisional), yaitu kebiasaan- 


kebiasaan yang mendarah daging (mengakar secara turun- 
temurun). Tindakan ini bertujuan untuk memperjuangkan 
nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat.” 
Tindakan ini ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa 
dilakukan dan lazim. Contohnya seperti suatu kelompok 
yang mempertahankan upacara/tradisi dari leluhur. 


Jadi dalam satu tindakan yang dilakukan oleh setiap 


individu maupun kelompok terdapat orientasi atau motif dan 
tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan melakukan 
pemetaan teori tindakan sosial menjadi empat tipe tindakan 
ini, kita bisa memahami motif dan tujuan dari masing-masing 
pelaku yang melakukan tradisi tersebut.” 


71 
72 


73 


Ibid. 

Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial dalam Persepektif 
Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial (Jakarta: Rajawali, 2011), 47. 
Alis Muhlis dan Norkholis, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam 
Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar al-Bukhori (Studi Living Hadis)”, 
Living Hadis, Vol. 1, No. 2, Oktober (2016), 249. 
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Sementara itu, Pip Jones telah menguraikan keempat 
tipe tindakan tersebut menjadi bentuk yang lebih operasional 
ketika digunakan untuk memahami para pelakunya, yaitu: 
tindakan tradisional, “Saya melakukan ini karena saya selalu 
melakukannya "tindakan afektif, “Apa boleh buat saya lakukan” 
Rasionalitas Instrumental, “Tindakan ini paling efisien untuk 
mencapai tujuan ini, dan inilah cara terbaikuntukmencapainya” 
Rasionalitas nilai, “Yang saya tahu hanya melakukan ini”.“ 


Menurut Turner, adanya pembagian dari keempat 
tipe tersebut oleh Weber, memberitahukan kepada kita 
tentang suatu sifat aktor itu sendiri, karena tipe-tipe itu 
mengindikasikan adanya kemungkinan berbagai perasaan dan 
kondisi-kondisi internal, dan perwujudan tindakan-tindakan 
itu menunjukkan bahwa para aktor memiliki kemampuan 
untuk mengkombinasikan tipe-tipe tersebut dalam formasi- 
formasi internal yang kompleks yang termanifestasikan dalam 
suatu bentuk pencangkokan orientasi terhadap tindakan. 


E. Behavorial Finance 


Behavorial Finance adalah studi tentang pengaruh 
psikologis dari seorang pelaku keuangan dan efek yang 
ditimbulkannya. Studi membantu seorang peneliti untuk 
menjawab mengapa dan bagaimana pasar bisa menjadi tidak 
efisien. Behavorial Finance juga sering diartikan sebagai 
pendekatan yang digunakan untuk memahami pola penalaran 
investor, termasuk proses emosional yang terlibat dan sejauh 


74 Pip Jones, Pengantar Teori-teori Sosial, 115 

75 BryanS. Turner, Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern, (Yogyakarta: 
PustakaPelajar, 2012), 116. 

76 Martin Seweel, Behavorial Finance, http://www.behavorialfinance.net// 
di akses 19 Oktober 2019 
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mana bias emosional tersebut memengaruhi pengambilan 
keputusan investor." 


Pendekatan ini merupakan bentuk perpaduan dari tiga 
bidang keilmuan yakni psikologi, sosiologi, dan keuangan. 
Bentuk persinggungan keilmuan tersebut sebagaimana diagram 
berikut. 


Psikologi 


Sosiologi 


Behavorial 


Finance 


Finance 


Selanjutnya, Shefrin sebagaimana dikutip oleh Victor 
Ricciardi and Helen K. Simon mengemukakan bahwa behavorial 
Jinance merupakan bentuk interaksi antara psikologi, tindakan, 
dan kinerja “praktisi keuangan”(semua jenis investor). Ia 
memperingatkan kepada investor bahwa mereka harus sadar 
pada tindakan mereka baik bias (kesalahan) penilaian mereka 
sendiri atau bias (kesalahan) yang dilakukan oleh investor lain. 
Kesalahan seorang investor dapat menjadi keuntungan bagi 
investor lainya.” 


Selanjutnya Shefrin menjelaskan bahwa perilaku 
keuangan dalam masyarakat tradisional setidaknya dipengaruhi 
oleh dua faktor utama. Pertama, sentimen yaitu respon subjektif 
seseorang terhadap orang lain, sesuatu atau situasi. Faktor 


77 Victor Ricciardi and Helen K. Simon, What is Behavioral Finance?, 
Business, Education and Technology Journal Fall 2000 1-9. 
78 Ibid. 
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ini menurutnya merupakan yang paling dominan dalam 
memengaruhi perilaku konsumen. Kedua, ekspektasi terhadap 
manfaat yang diperoleh akan memengaruhi seseorang dalam 
mengambil keputusan dalam bidang keuangan. Menurut teori 
behavorial finance teori ekspetasi utilitas ini tidak dapatmampu 
menjawab persoalan mengenai keputusan investor.” 


Salah satu hasil riset yang berkaitan dengan konsep 
behavorial ini adalah apa yang pernah dilakukan oleh 
Rahadjeng yang mengkaji Perilaku Investor Perspektif Gender 
Dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Pasar Modal, dalam 
penelitiannya ia menyimpulkan bahwa yang memengaruhi 
investor dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal 
adalah faktor pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan usia. 
Apa yangtelah dilakukan oleh Rahadjeng tersebut menunjukkan 
bahwa dalam melakukan investasi atau memutuskan perilaku 
keuangan tertentu mengalami bias-bias emosional tertentu 
sesuai dengan latar belakang masing-masing. 


Masih menurut shefrin, ia menjelaskan bahwa asumsi 
dasar yang digunakan dalam menentukan bias emosional dalam 
pendekatan behavorial finance terbagi atas tiga asumsi. Asumsi 
pertama adalah rules of thumb yang artinya bias emosional 
yang bersifat konsisten yang menyebabkan kesalahan prediksi 
investor. Dalam kondisi tersebut investor menganggap bahwa 
bias yang dilakukan sudah benar dan memiliki keyakinan besar 
akan memperoleh keuntungan, meskipun di masa lampau bias 
tersebut sudah pernah membuatnya rugi. Asumsi kedua adalah 
persepsi pelaku keuangan yang memprediksi dan mengukur 
79 Ika Sisbintari, Sekilas Tentang Behavorial Finance, Jurnal Ilmiah 

Administrasi Bisnis dan Inovasi (JIABI) Vol. 1 No. 2. Tahun 2017: 88-101 
80 Erna Retna Rahadjeng, Analisis Perilaku Investor Perspektif Gender Dalam 


Pengambilan Keputusan Investasi Di Pasar Modal, Jurnal HUMANITY, 
Volume 6, Nomor 2, Maret 2011: 90-97. 
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tingkat risiko dan return dari praktik investasi. Bias emosional 
dalam persepsi tersebut mungkin terjadi ketika pelaku keuangan 
terlalu percaya terhadap informasi yang diperoleh. Asumsi 
ketiga adalah ada bias harga yang telah terbentuk disebabkan 
oleh luasnya nilai fundamental, sehingga terbentuk pasar yang 
tidak efisien. 


Selanjutnya, berkaitan dengan analisis behavorial finance 


terdapat beberapa bias emosional yang menentukan mengapa 
dan bagaimana seorang melakukan tindakan investasi, adapun 
indikator tersebut adalah sebagai berikut. 


1. 


81 


Overconfidence yakni kondisi kognitif diri investor 
yang terlalu yakin bahwa dirinya mampu memilih dan 
memprediksi bahwa keputusannya akan berhasil. Dalam 
bias ini yang berbahaya adalah ketika calon investor tidak 
memiliki pengalaman yang cukup, sehingga keyakinan 
yang ia miliki tidak berdasar. Kondisi ini bila diterapkan 
pada ranah praktik, misalnya jual beli properti, maka akan 
menyebabkan investor akan membeli properti pada harga 
yang terlalu mahal atau kehilangan kesempatan investasi 
yang sesungguhnya memiliki prospek." 


. Anchoring dan Adjusment. Anchoring adalah kondisi kognitif 


pelaku keuangan yang terlalu mempercayai informasi 
awal dan sulit untuk lepas dari hal tersebut. Dalam kondisi 
ini bila pelaku keuangan mendapatkan informasi baru ia 
akan membandingkannya dengan informasi pertama dan 
cenderung lebih menguatkan informasi awal. Anchoring ini 
terjadi ketika investor mempercayai sepotong informasi saja, 
sehingga membuatnya underestimate terhadap keahlian dan 


Beracha E & Scuba H, Investor Behavior: The Psychology of Financial 


Planning and Investing (H.K Baker and Ricciardi V) , (New Jersey: John 
Wiley & Sons, Inc,2014), t.h. 


2054 


Menguji Loyalitas Umat terhadap Fatwa: Studi Kasus Persepsi Masyarakat... 


pendapat pribadi yang pada akhirnya membuat keputusan 
keliru.?? 

3. Representative. Bias representative merupakan perilaku 
investor yang cenderung mempercayai hasil kesimpulan 
terhadap penelitian yang bersifat sampling. Kecenderungan 
ini terjadi ketika investor menyederhanakan suatu usaha 
berdasarkan cara tertentu sehingga mudah dimengerti, akan 
tetapi penyederhanaan tersebutjustru mengarahkan investor 
pada pandangan yang tidak komprehensif. Kepercayaan 
investor pada sampel penelitian mengakibatkan investor 
kehilangan penilaiannya terhadap fakta-fakta penting pada 
seluruh populasi." 

4. Avabiality. Bias ini terjadi ketika investor cenderung memilih 
informasi yang mudah diakses. Contoh dari bias ini adalah 
investor akan cenderung memilih mengeluarkan uangnya 
untuk berinvestasi di dalam negeri dibandingkan di luar 
negeri, disebabkan karena akses informasi di dalam negeri 
lebih mudah. 

5. Sikapterhadaprisiko. Sikap terhadaprisikoini antara investor 
satu dengan lainya cenderung tidak sama. Sikap mereka pada 
umumnya tergantung pada nilai-nilai yang mereka percayai. 
Terdapat investor yang mempercayai bahwa besarnya risiko 
akan merugikan atau hanya memberikan keuntungan kecil. 
Akan tetapi, ada beberapa investor yang tetap berinvestasi 
pada hal-hal yang berisiko tinggi dengan mengharapkan 
keuntungan kecil." 


82 Ackert L.F dan Deaves R. 2010. Behavioral Finance Phycology on Real 
Estate Market Price in Nairobi Kenya, University of Nairobi Press. 

83 D. Kahneman dan Tversky, A. 1972. Subjective probability: A Judgment of 
Representativeness. Cognitive Psychology, 3, 430-454. 

84 Ibid. 
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BAB III 
DESKRIPSI DATA 


A. Profil Responden 


Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan wawancara terstruktur. Melalui 
teknik ini peneliti terlebih dahulu menyusun beberapa 
pertanyaan terstruktur yang kemudian digunakan untuk 
menggali informasi-informasi yang relevan dengan rumusan 
penelitian. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa teknik 
yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik 
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 29 responden. 
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, 
deskripsi data yang diperoleh dari hasil wawancara yaitu sebagai 
berikut. 


1. Berdasarkan jenis kelamin 


Profil Responden Berdasar Jenis 
Kelamin 


Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah 
perempuan, dari 29 responden sebanyak 664 adalah berjenis 
kelamin perempuan. 
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2. Berdasarkan pekerjaan 


Adapun menurut jenis pekerjaannya, klasifikasi pekerjaan 
responden adalah sebagai berikut. 


Profil Responden Berdasar Jenis Perkerjaan 


Dalam proses wawancara, peneliti tidak menentukan 
target pihak-pihak yang diwawancara. Peneliti memilih 
responden secara acak dan siapa yang dapat ditemui serta 
bersediamemberikan informasi terhadap peneliti. Dalam hal ini 
menurut klasifikasi tersebut pekerjaan responden didominasi 
oleh petani. Klasifikasi pekerjaan ini nanti akan digunakan 
peneliti untuk melakukan sinkronisasi antara jenis pekerjaan 
dan jawaban-jawaban yang dikemukakan. 


B. Pengetahuan dan Prospek Bank Syariah 


Secara definitif bank syariah adalah bank yang menjalan- 
kan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. 
Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip 
hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa 
yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 
dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Definisi normatif 
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tersebut merupakan landasan dalam menilai pengetahuan 
responden berkaitan dengan bank syariah. Berdasarkan hasil 
wawancara data pengetahuan responden terhadap bank 
syariah adalah sebagai berikut. 


Pengetahuan Responden tentang Perbankan 
Syariah 


Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden 
kurang paham terhadap perbankan syariah, hal tersebut 
dibuktikan dengan jawaban responden yang cenderung 
mengambang dan tidak spesifik. Adapun jawaban responden 
adalah sebagai berikut. 


Deskripsikan secara rinci apa yang 
NAMA saudara/i ketahui tentang Perbankan Refleksi 


Syariah? 
Retno Novita Kuran 
0. i Bank yang berbasis Islam 2 
Diningrum Paham 
Perbankan syariah itu.bank yg berbasis 
Islam, hanya untuk orang Islam khususnya, — Kuran 
Tri Harini 1 e 4 e 


dan kalau di daerah saya itu lebih disebut — Paham 
bank cicil 
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Alvina Annas 
Setiani 


Ifrokhul 
Kholagna 


Latifah 


Misinem 


Siti Sholihah 


Slamet 
Purnomo 


Teguh 
Suwasana 


Livia Tristama 
Putri 


Anjar 
Kususiyanah 


Darmadi 


Kusmadi 


Akbar dzukha 
Asyigin 


Jumino 


Bank yangtidak ada bunga dan keuntungan 
dari bagi hasil 

Perbankan syariah menurut saya 
yaitu lembaga keuangan yang dapat 
memberikan pinjaman uang untuk orang 
banyak yang di dalamnya tidak terdapat 


bunga bank 


Bank yang didirikan berdasar syariat Islam 


Bank yang sesuai dengan ketentuan Islam 


Bank yang menggunakan sistem atau 
merujuk pada Islam 


Perbankan syariah yaitu sistem perbankan 
yang tidak terdapat riba 


Bank yang berpedoman pada syariah 
(Islam) 


Bank yang berprinsip Islam 


Lembaga keuangan yang menggunakan 
prinsip syariah 

Perbankan syariah bank yg berdasarkan 
syariat Islam 


Perbankan syariah adalah bank Islami atau 
yang sesuai prinsip-prinsip Islam 


Bank yang menggunakan prinsip syariah 


Sistem perbankan yang menganut aturan 
syariah dalam manajemen bank dan 
dalam produk-produk keuangannya 
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Kurang 
Paham 


Kurang 
Paham 


Kurang 
Paham 


Kurang 
Paham 


Kurang 
Paham 


Kurang 
Paham 


Kurang 
Paham 


Kurang 
Paham 


Paham 


Paham 


Paham 


Paham 


Paham 
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Ice Lilis Sugiarti 


Rohmad 
Nurhuda 


Santi Rohayani 


Sharah Rahayu 
Wilujeng 


Wahyu 
Awaluddin 


Bella arginta 


Figi Bagus 
Firmansyah 


Perbankan syariah adalah bank yang 
dalam aktivitasnya, baik penghimpunan 
dana hingga penyaluran dana 
memberikan dan mengenakan imbalan 
yaitu dengan jual beli dan bagi hasil/ 
bank yang dalam pengelolaannya sesuai 
dengan prinsip syariah 

Perbankan syariah adalah lembaga 
keuangan yang transaksinya 
menggunakan akad-akad syariah. Mereka 
memodifikasi produk-produknya agar 
dapat sesuai dengan hukum Islam. 

Akan tetapi, dalam praktik lapangannya 
perbankan syariah ini tidak jauh berbeda 
dengan perbankan konvensional. Pada 
perbankan syariah bunga diubah menjadi 
margin agar terlihat kesyariahannya, 
namun sebenarnya sama karena 
mematok persentase tertentu dalam 
praktiknya. 


Perbankan yang sistem kerjanya 
menggunakan prinsip syariah 


Lembaga keuangan yang mengelola 
kegiatan ekonomi atau keuangan nasabah 
dengan menggunakan akad syariah 


Perbankan syariah ialah sebuah bank yang 
berjalan di bidang syariah atau sistem dan 
konsepnya memakai landasan syariah 
Bank yang menganut aturan-aturan atau 
hukum yang menganut syariah 

Bank yang menjalankan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah atau prinsip 
hukum Islam yang diatur dalam fatwa 
Majelis Ulama Indonesia. 


-160w3 


Paham 


Paham 


Paham 


Paham 


Paham 


Paham 


Paham 
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Perbankan syariah adalah suatu sistem Paham 
Imelda Afriana perbankan yang pelaksanaannya 
berdasarkan hukum Islam 


Bank yang menjalankan kegiatan Paham 


Diah Ayu Siska 
: Li usahanya berdasarkan prinsip syariah 


Lembaga keuangan yang bertugas Paham 
Kalpika menghimpun dana dan menyalurkannya 
takwatri esya ke masyarakat yang membutuhkan sesuai 

dengan prinsip syariat Islam. 

Perbankan syariah adalah perbankan Paham 


Siti nurazizah — yang sistemnya sesuai dengan syariat 
Islam atau hukum Islam 


. Bank atau lembaga keuangan yang Paham 
Syayidah 2 : 
. menggunakan prinsip syariah dalam 
Rofigoh , 
beroperasi 
Khutobiin Sistem perekonomian yang berbasis Tidak 
hukum Islam Paham 
Yusuf Anwar pelua Tidak 
Sehridho 5 . Paham 


Meskipun begitu, responden yang memiliki pemahaman 
berkaitan dengan bank syariah tidak sedikit. Mereka mampu 
mendeskripsikan secara tepat pengertian dari bank syariah. 


Selanjutnya, berkaitan dengan prospek bank syariah 
berdasarkan data otoritas jasa keuangan adalah sebagai berikut. 


Data tersebut memberikan keyakinan bahwa secara 
nasional sampai saat ini prospek bank syariah masih cukup 
baik, ditandai dengan jumlah kantor yang mencapai 2.746 
kantor, dengan total aset 492,23 triliun.8' Namun perkembangan 
tersebut khususnya di Jawa Timur jika dibadingkan dengan 


85 Otoritas Jasa Keuangan, Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Maret 
2019, di akses dari www.ojk.go.id pada 22 April 2019 
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dengan tahun-tahun sebelumnya cenderung tidak stabil dari 29 
BPRS pada tahun 2015, kemudian 27 di awal tahun 2019, dan 
bertambah menjadi 28 pada bulan Juli 2019."5 


Asumsi ini kemudian digunakan peneliti untuk meninjau 
sejauh mana pengetahuan responden mengenai perkembangan 
dan kemampuan prediksi mereka dalam mengukur prospek 
bank syariah ke depan. Berdasarkan jawaban-jawaban yang 
dikemukakan kemampuan responden mengenai dua aspek 
tersebut adalah sebagai berikut. 


Perkembangan Perbankan Syariah 


Mayoritas respon menyatakan bahwa berdasarkan 
pengalaman mereka bahwa saat ini perbankan syariah sedang 
berkembang cukup signifikan. Contoh jawaban mereka adalah 
sebagai berikut. 


86 Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Juli 2019, Jakarta: 
Otoritas Jasa Keuangan, 2019, hal. 82 


2 G3 


Menguji Loyalitas Umat terhadap Fatwa: Studi Kasus Persepsi Masyarakat ... 


Anjar 


Cukup bagus, ditandai dengan 
semakin banyaknya lembaga 


Berkemban 
Kususiyanah keuangan yang berbasis syariah, dan 8 
banyaknya pengguna 
Retno novita Enak aja , soal nya mengambil bunganya 
Berkemb 
diningrum tidak besar, dan selalau bagi hasil Kla 
Ice Lilis Untuk saat ini sudah ada BMT Syariah, 
ili 
2 yang sedikit” bisa dikenal oleh Berkembang 
Sugiarti 
masyarakat 
Perkembangan bank syariah saat ini 
peka cukup tinggi, hal ini Uang dengan 
munculnya bank syariah baru dan juga Berkembang 
Nurhuda j 
anak cabang bank konvensional yang 
melabelkan dirinya bank syariah 
Bisa dikatakan naik daun, karena juga 
Santi Rohayani banyak masyarakat yang menjadi Berkembang 
nasabah di bank syariah 
Sharah Rah 
ba ala Baik dan sangat membantu Berkembang 
Wilujeng 
mungkin akan lebih baik, jika sistem 
Tri Harini yang ada di bank syariah di daerah Berkembang 
saya d iperbaiki 
Bella arginta Cukup baik Berkembang 
aa Saat ini perkembangan bank syariah 
Figi Bagus : . : : 
Pisah semakin maju, misalnya orang yang naik Berkembang 
y haji harus membayar di bank syariah. 
Perkembangan bank syariah di daerah 
saya cukup dikenal, bahkan saya 
pernah mengetahui bank syariah 
Ifrokhul telah hadir di tengah masyarakat 
f : Berkembang 
Kholagna (saya pernah mengetahui pegawai 


bank syariah mencari nasabah ke 
rumah masyarakat guna menawarkan 
pinjaman uang untuk modal, dsb. ) 


An Sunan 


BH Khusniati Rofiah, dkk. 


Menurut saya, bank syariah di wilayah 
saya sudah mulai dikenal orang 


Imelda Afriana banyak dan sudah semakin banyak Berkembang 
juga orang yang menggunakan jasa 
bank syariah 
Latifah Pesat Berkembang 
Teguh Ada kemajuan, karena sudah ada di 
N Berkembang 
Suwasana daerah dekat tempat tinggal saya 
Sudah bisa bersaing secara baik dengan 
bank bank konvensional. Karena 
Kalpik dah b kj kat 
alpika | su ai Bnya juga Menyala at yang Berkembang 
takwatriesya — menjadi nasabah bank syariah setelah 
merasakan keuntungan dan kemudahan 
bertransaksi sesuai syariat. 
Livia Tristama 
2 | Peningkatan nasabah semakin banyak Berkembang 
Kuran 
Darmadi Cukup signifikan 8 
Berkembang 
Kurang. Hanya ada BMD Syariah dan 
: . , , Kurang 
Kusmadi itu pun masih kecil belum sebesar 
: Berkembang 
bank-bank yang konvensional 
Akbar dzukha — Belum terasa namun banyak orang Kurang 
Asyigin yang mencari Berkembang 
Masih belum berkembang, karena 
di mana minimnya promosi serta 
. : . ' Kurang 
Jumino informasi yang tersebar dan di mana 
: Fa . Berkembang 
masih sangat minimnya bank syariah 
yang ada di daerah magetan 
. Tidak lebih baik dari bank Kurang 
Khutobiin : 
konvensional Berkembang 
Belum terlalu marak, masih kalah 
wang dengan bank? yang lain seperti BRI Dureng 
Awaluddin 8 YME P ' Berkembang 


BNI, dil. 
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Alvina Annas . Kurang 
dh Kurang baik 
Setiani Berkembang 
Masih i F 
PA PA asih jarang yang Bernjna untuk Kurang 
menggunakan bank syariah Berkembang 
K 
Siti Sholihah Jarang ada “ne 
Berkembang 
Kurang baik. Karena jika ingin 
Slamet mengakses perbankan syariah harus Kurang 
Purnomo ke kota terlebih dahulu. Di pelosok” Berkembang 
belum ada 
Syayidah Kuran 
y y Masih minim. Baru beberapa saja Meme 
Rofigoh Berkembang 
Perkembangannya belum menyebar 
Diah Ayu Siska begitu luas, karena masih Bayah yang Kurang 
menggunakan bank konvensional dari Berkembang 
pada bank syariah 
Perkembangan di wilayah masyarakat 
belum terlalu minat terhadap bank 
sagu 2yanan dikarenakan AA ea Kurang 
sendiri belum paham bagaimana Berkembang 
sistem kerja dan produk dari bank 
syariah itu sendiri 
Yusuf Anwar PA Tidak 
Sehridho Menjawab 
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Prospek Perkembangan Bank Syariah 10 
Tahun Kedepan 


Tidak Menjawab: 2: 7Yo 


Negatif: 4: 


Positif: 23: 79Yo 


Demikian halnya dengan tanggapan 


responden 


mengenai prospek perbankan syariah mayoritas menyatakan 
bahwa perbankan syariah masih memiliki prospek yang bagus. 
Jawaban yang dikemukakan responden adalah sebagai berikut. 


Bagaimana nasib bank syariah 


NAMA 5-10 tahun lagi, menurut prediksi 
saudara/i? 
Kasad Menurut saya mungkin masih akan 
kalah dengan bank konvensional 
Kalau operasionalnya masih seperti 
23 bank konvensional tetap tidak akan 
Khutobiin 


mampu merebut nasabah bila 
dibanding bank konvensional 


Alvina Annas Bg 
Kurang diminati 


Setiani 

Slamet Berkembang. Walaupun tidak se pesat 
Purnomo bank konvensional 

Anjar 


Kususiyanah Balik 
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Refleksi 


Negatif 


Negatif 


Negatif 


Negatif 


Positif 
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NAMA 


Retno novita 
diningrum 
Akbar dzukha 
Asyigin 


Jumino 


Ice Lilis Sugiarti 


Rohmad 
Nurhuda 


Santi Rohayani 


Sharah Rahayu 
Wilujeng 

Tri Harini 

Bella arginta 


Figi Bagus 
Firmansyah 


Bagaimana nasib bank syariah 
5-10 tahun lagi, menurut prediksi 
saudara/i? 


Jaya abadi selamanya 


Akan semakin baik 


Dalam melihat kebutuhan masyarakat 
saat ini pastinya akan berkembang dan 
meluasnya bank syariah saat ini 


Bank syariah akan mengalami 
kemajuan dengan adanya perbankan 
yang semakin banyak 


Kesadaran masyarakat beragama 
semakin tinggi, begitu juga dalam 
urusan perbankan. Keinginan 
masyarakat untuk lebih menerapkan 
kesyariahan membuat bank syariah 
5-10 tahun yang akan datang akan 
semakin berkembang. 


Berkembang pesat karena pelayanan 
yang diberikan oleh bank syariah lebih 
baik ketimbang bank konvensional 
Jika di akukan sesuai sistem 

syariah yang baik dan benar, maka 
bank syariah dapat memimpin 
perkembangan perekonomian di masa 
yg akan datang 


Akan lebih baik dan berkembang pesat, 


Mungkin akan lebih maju jika diadakan 
pengetehuan di desa-desa 


Perkembangan bank syariah 5-10 akan 
semakin berkembang dan lebih maju. 


An yaaa 


Refleksi 


Positif 


Positif 


Positif 


Positif 


Positif 


Positif 


Positif 


Positif 


Positif 


Positif 
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NAMA 


Ifrokhul 
Kholagna 


Imelda Afriana 


Latifah 


Misinem 


Siti Sholihah 
Syayidah 
Rofigoh 


Teguh 
Suwasana 


Yusuf Anwar 
Sehridho 


Diah Ayu Siska 


Kalpika takwatri 
esya 


Livia Tristama 
Putri 


Siti nur azizah 


Bagaimana nasib bank syariah 
5-10 tahun lagi, menurut prediksi 
saudara/i? 


Menurut saya nasib bank syariah 5-10 
tahun lagi mampu menempatkan 
posisi nya seperti bank konvensional 
lainnya. 

Menurut saya, bank syariah 5-10 
tahun lagi akan semakin berkembang 
dan maju, karena saat ini saja sudah 
banyak orang yang menggunakan bank 
syariah, dengan manfaat yang sudah 
pernah didapatkan oleh para nasabah, 
bisa jadi bank syariah dijadikan 
prioritas utama oleh orang Islam 


Terdapat di mana-mana 


Akan ada banyak orang yang beralih 
menggunakan bank syariah 


Semakin banyak sampai merata di 
daerah -daerah 


Kemungkinan akan berkembang lebih 
banyak dari pada bank konvensional 


Bank syariah dapat menyaingi bank 
konvensional 


Meningkat pesat 
Semakin berkembang 


Bisa lebih eksis dari bank konvensional 


Lebih maju 


Akan lebih berkembang apabila ada 
sosialisasi terhadap masyarakat 
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Refleksi 


Positif 


Positif 


Positif 


Positif 


Positif 


Positif 


Positif 


Positif 


Positif 


Positif 


Positif 


Positif 
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Bagaimana nasib bank syariah 


NAMA 5-10 tahun lagi, menurutprediksi Refleksi 
saudara/i? 

. Tidak 
Darmadi Menjawab 
Wahyu . Tidak 
Awaluddin Tenan Menjawab 


Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun 
secara mayoritas responden tidak mengetahui perbankan 
syariah secara spesifik, akan tetapimereka memiliki kesan positif 
dan memiliki harapan positif terhadap perbankan syariah. 


C. Pendapat, Pengalaman, dan Penilaian Responden 
terhadap Bank Syariah 
Berkaitan dengan pengalaman responden dalam 
menggunakan jasa perbankan syariah. Mayoritas responden 
merupakan pengguna jasa perbankan syariah. Secara rinci 
dapat dilihat pada diagram berikut. 


Status Responden terhadap Bank Syariah 


Berdasarkan penggunaan tersebut, mereka menyatakan 
pendapat masing-masing/pengalaman mereka berkaitan 
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dengan jasa perbankan syariah, sebagaimana diagram berikut 
ini: 


Pengalaman Pengguna Jasa Bank Syariah 


Tidak Jelas: 2:138 
egatif: 4:27Yo 


Responden cenderung memiliki tanggapan positif selama 
mereka menggunakan jasa perbankkan syariah. Jawaban 
tersebut adalah sebagai berikut. 


Ceritakan pengalaman anda Refleksi Refleksi 


NAMA 
tentang bank syariah? Pengguna 


Bank syariah kurang diminati 
di lingkungan saya karena jika 
pinjam-meminjam memang 
benar bunganya kecil atau 
malah tidak ada tetapi tenggang 
waktu pembayarannya sangat 
minim sehingga bagi kami yang 
Kusmadi berpenghasilan rendah itu cukup Pengguna Negatif 
berat. Misalkan kita pinjam 5jt 
pada bulan Agustus, maka di 
bank syariah hanya akan diberi 
waktu 6 bulan maksimal. Itu 
pun dibayarkan tiap minggu. 
Tetapi di bank konvensional bisa 
dibayarkan 1 bulan sekali 
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Ceritakan pengalaman anda Refleksi Refleksi 


NAMA 
tentang bank syariah? Pengguna 


Sama sekali tidak ada bedanya 


Khutobii 
Ten dengan bank konvensional 


Pengguna Negatif 


Saya pernah menjadi pelaku 
langsung yang bekerja di bank 
syariah. Di dalamnya banyak 
kepalsuan akad-akad yang 
dijalankan dalam bank tersebut. 
Ada banyak penyimpangan 
dalam menjalankan akad- 
akadnya. Contohnya seperti Pengguna Negatif 
penerapan persentase margin 
yang ditetapkan di awal 

akad yang seharusnya dalam 
akad murabahah tidak ada 
persentase margin tetapi 
keuntungan yang disepakati 
oleh kedua belah pihak 


Rohmad 
Nurhuda 


Livia Bank syariah masih dengan 
Tristama persentase yg sama halnya Pengguna Negatif 
Putri dengan bank konvensional 


Cerita yang bagaimana ya ini? 

Masalah pelayanan OK. Kalau 

masalah bunga atau margin 

atau bahasanya kalo di Pengguna Positif 
akumulasi lebih rendah bunga 

(pembiayaan) 

Funding lebih tinggi bunga 


Anjar 
Kususiyanah 


Pelayanannya sangat mudah, 


Darmadi Pengguna Positif 
tellernya ramah z6 Ji 
Retno 
. Pelayanannya enak ,dan tidak 5 
novita SAN Pengguna Positif 
ga memiliki untung yg banyak 
diningrum 


Pai aa 
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NAMA 


Ice Lilis 
Sugiarti 


Ceritakan pengalaman anda 
tentang bank syariah? 


Adanya bank syariah yang 
dalam operasionalnya 
berdasarkan prinsip syariah, 
uang yang kita simpan 

jauh lebih aman sehingga 
menghindarkan dari unsur riba 
ataupun gharar 


Refleksi 


Pengguna 


Refleksi 
Pengguna 


Positif 


Santi 
Rohayani 


Selama saya menjadi nasabah 
di bank syariah selama kurang 
lebih 10 tahun ini saya cukup 
puas dengan pelayanan 

yang diberikan. Produk yang 
ditawarkan banyak, bisa dipilih 
sesuai kebutuhan serta sudah 
banyak inovasi baru seperti 
penerbitan atm 


Pengguna 


Positif 


Sharah 
Rahayu 
Wilujeng 


Saya salah satu nasabah di 
bank syariah mandiri dengan 
membuka tabungan wadhiah, 
bagi saya sangat membantu 
sekali. Karena saya bisa 
menabung atau menyimpan 
uang tanpa terpotong biaya/ 
bunga. Fasilitasnya juga sudah 
canggih dan nyaman serta 
aman. 


Pengguna 


Positif 


Teguh 
Suwasana 


Bank syariah berpedoman 
pada syariah, pegawainya 
mempunyai etika yang baik dan 
sistem perbankannya sangat 
baik 


Pengguna 


Positif 


sea 
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itak 1 Refleksi 
NAMA Ceritakan penga. aman anda Refleksi efleksi 
tentang bank syariah? Pengguna 
Kalpika Aman Si terpercaya. Selain 
. itu, kita juga mendapat - 
takwatri : : . Pengguna Positif 
keuntungan dari bagi hasil yang 
esya . 
didapat. 
Sampai sekarang saya masih 
1 menabung di bank syariah dan 
Siti nur 6 . Pe 
sets tidak ada yang namanya riba, Pengguna Positif 
dan pelayanannya sangat baik 
dan ramah 
Akbar Saya pernah menggunakan 
dzukha bank syariah ketika bekerja di Pengguna Tidak Jelas 
Asyigin salah satu rumah sakit Islam 
Saya pernah ditawari ke rumah, 
dia bilang bank syariah. Di situ 
dia menawarkan untuk gabung 
d b ti 
Tri Harini an Pengguna Tidak Jelas 


minggu min 20k, dan juga 
menawarkan agar meminjam 
uang dan membayarnya setiap 
hari dengan jumlah yang sedikit 


Selain pengalaman dalam menggunakan perbankan 
syariah sebagai pembanding peneliti juga menggali persepsi 
responden dalam menggunakan bank konvensional. 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan didapatkan 
kesimpulan sebagai berikut. 


Papi an 
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Negatif, 
31Yo 


Pengalaman Menggunakan Jasa Perbankan 
Konvensional 


Distribusi jawaban responden mengenai pengunaan 
jasa bank konvensional cenderung seimbang antara yang 
berpendapat positif, negatif, dan tidak berpendapat. Namun, 
mayoritas responden berpendapat positif terhadap pelayanan 
bank konvensional. Tren positif ini bisa digambarkan pada hasil 


wawancara berikut ini. 


Ceritakan pengalaman anda 


NAMA menggunakan jasa perbankan Refleksi 
konvensional? 
khutobiin Di “emping membantu kesulitan juga Negatif 
mencekik nasabah 
Ice Lilis Setiap bulannya dana yang disimpan 
Na berkurang walaupun kita mendapat Negatif 
Sugiarti 
pemasukan 
emng Banyaknya biaya Taningane dikenakan | 
membuat tabungan setiap bulan terus Negatif 
Nurhuda 
berkurang 
Bunga yang ditawarkan lumayan tinggi, 
Santi Rohayani beberapa bank konvensional menawar Negatif 


bunga hampir mencapai 24 


257 Aa 
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Ceritakan pengalaman anda 


NAMA menggunakan jasa perbankan Refleksi 
konvensional? 
Slamet Kurang memuaskan, karena terdapat Negatif 
Purnomo banyak sekali potongan-potongannya. 


Saya pernah melakukan pinjaman di 
perbankan konvensional, bunganya sangat 
Teguh besar dan harus menyerahkan jaminan 
Suwasana yang senilai lebih dari pinjaman yang saya 
pinjam. Dan prosesnya rumit sekali karena 
harus dilakukan survei dan lain lain 


Negatif 


Banyak potongan administrasi dan bunga 
yang diberlakukan persentasenya cukup Negatif 
lumayan banyak 


Kalpika 
takwatri esya 


Livia Tristama 


Bunga kredit yang tinggi Negatif 
putri ung It yang tinggi gati 


Saya pernah menabung di bank konven 


Siti nur azizah Negatif 
2 2 tapi pelayanannya tidak terlalu baik San 
Deposit konven lebih menguntungkan. 
Anjar Kalau tabungan lebih enak pake wadiah 5 
: , Positif 
Kususiyanah karena tanpa ada pajak kalo toh kena 
pajak persentase di ambilkan dari bonus 
Darmadi Pelayanannya baik Positif 


Di bank konvensional lebih profesional 

dalam melayani nasabahnya. Aturannya 

jelas dan juga enak. Dan yang paling utama 
Kusmadi aksesnya mudah karena sudah tersedia Positif 

di setiap kecamatan. Itu pun tidak hanya 

satu. Jika kita pergi ke mana-mana pasti 

akan mudah diakses 


Akbar dzukha — Bank konvensional saya hanya 


2 Positif 
Asyigin menggunakan untuk menabung 
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Ceritakan pengalaman anda 
NAMA menggunakan jasa perbankan Refleksi 
konvensional? 


Masih cukup baik, namun tidak 
Jumino menggunakan prinsip syariah tersebut Positif 
yang kurang 


Saya pernah mengajukan pinjaman KUR 

ke Bank BRI karena keperluan yg sangat 
mendesak. Saya sadar memang Bank 
konvensional sistemnya adalah bunga, 
namun pembiayaan jenis KUR sangat 
membantu dan bunganya sangat rendah, 
lebih rendah dari ujroh pembiayaan di 
bank syariah RE Positif 
Namun jika tidak terdesak usahakan tidak 
melakukan pinjaman ke bank konvensional 
ya! Sebab segi pengelolaan keuangannya 
sudah beda, syariah keseluruhan 
menggunakan akad syariah dikelola di 
bidang yang bersistem syariah juga, 
berbeda dengan konvensional 


Sharah Rahayu 
Wilujeng 


lebih mudah,, karena banyak sekali bank 
konvensional. dan mudah terjangkau. 
dan jga banyak unit-unit yang berbasis 
konvensional. 


Tri Harini Positif 


Bank konvensional yang saya pakai cukup 

mudah dalam transaksi dan administrasi. 

Jumlah minimum saldo juga tidak terlalu Positif 
besar serta biaya administrasi tidak terlalu 

mahal. 


Alvina Annas 
Setiani 


Saya lebih mudah menggunakan 
perbankan konvensional karena letaknya 
terjangkau dari tempat tinggal saya, selain 
itu pelayanannya juga memuaskan 


Imelda Afriana Positif 


Aa 
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Ceritakan pengalaman anda 


NAMA menggunakan jasa perbankan Refleksi 
konvensional? 
Latifah Cukup puas Positif 
Siti Sholihah Mudah Positif 


Data yang menunjukkan bahwa baik terhadap bank 
syariah maupun bank konvesional, responden cenderung 
berpendapat positif menunjukkan bahwa sesungguhnya 
nasabah/responden tidak terlalu mempedulikan aspek syariah 
atau tidaknya jasa yang mereka gunakan. 


Adapun jasa-jasa yang sering digunakan oleh responden 
baik di perbankan konvensional maupun perbankan syariah 
adalah sebagai berikut. 


Jasa perbankan apa saja yang anda gunakan? 
NAMA 2. 
Mengapa demikian? 

Pembiayaan akad murabahah 
Kredit di bank konven 

Anjar Deposito syariah 

Kususiyanah Deposito konven 

Tabungan wadiah 

Tabungan konven 


Darmadi BMD Syariah, karena di kecamatan saya adanya hanya ini 
Kusmadi Jasa pinjam-meminjam (utang piutang), dan tabungan 
Retno 

Novita Bagi hasil, karena sewaktu-waktu uang bertambah 
Diningrum 

Akbar 

Dzukha Jasa nasabah tabungan 

Asyigin 


an 
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Masih perbankan konvensional, karena di daerah sini 
Jumino masih sangat minim bank syariah serta tuntutan dari 
kebutuhan juga 


Khutobiin ATM, tabungan, asuransi, kredit 


- Bmt syariah 
Ice Lilis P AN 
Dana Karena dana yang saya simpan menjadi modal bank dan 
Sugiarti : : dit na 
hasilnya nanti akan dibagi 
Renmaa Tabungan, penerimaan gaji lewat perbankan 
Nurhuda SAN saj P 
Santi 
: Mudharabah dan Murabahah 
Rohayani 
BCA tabunganku, sebab hanga untuk menabung dan 
kebutuhan transfer sesama bank, pada jenis ini tidak 
Sharah ada bunganya, karena dibatasi dalam kegunaannya. 
Rahayu BSM wadiah, untuk tabungan pribadi. Sebab saya sadar 
Wilujeng riba harus diminimalisir maka menabung di bank syariah 
adalah bentuk kepedulian saya dalam menjaga diri dari 
riba. 


Perbankan konvensional, karena mayoritas di sini 
Tri Harini banyak yang menggunakan konvensional dan lebih 
percaya pada perbankan konvensional 


Wanyu Yang lebih sering menggunakan ATM 

Awaluddin 6 SEN 

Alvina 

Main Rekening tabungan dan ATM karena lebih mudah 
dipakai 

Setiani Ja 

Imelda Bank BRI karena, cabang bank BRI terjangkau dari 

Afriana tempat tinggal saya 

h Bank konvensional. Lebih mudah dijangkau dan ada di 
Latifah 


mana-mana 


Siti Sholihah Bank BRI, karena memang mudah 


-- 78 —- 
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BRI karena di tempat saya adanya cuma itu saja. Jadi 


Slamet 
lebih enak kalo mau transaksi tidak perlu jauh-jauh ke 
Purnomo 
kota 
Syayidah 
Ka Haa Belum pernah 
Jasa pinjaman syariah, karena pinjaman di perbankan 
Teguh . : : 
syariah bunganya tidak terlalu besar seperti bank bank 
Suwasana . 
konvensional pada umumnya 
Kalpika 
Takwatri Simpanan tabungan dan simpanan deposito 
Esya 
Siti Nur Merabiin 
Azizah 5 


Selain itu, penulis juga menanyakan persepsi nasabah 
berkaitan dengan perbandingan antara bank syariah dan bank 
konvensional. Hasilnya mayoritas nasabah/responden tidak 
mampu menguraikan perbandingannya secara detail dan rinci, 
sebagaimana yang telah diringkas pada diagram berikut. 


Perbandingan Pengalaman Penggunaan 
Jasa Bank Syariah dan Bank Konvensional 


23102 
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Diagram tersebut merupakan intisari dari hasil wawancara 
terhadap responden yang secara detail sebagaimana tercantum 


pada tabel berikut. 


Bandingkan pengalaman anda 
setelah menggunakan jasa 


NAMA Refleksi 
perbankan konvensional dengan Ta 
perbankan syariah? 
Bank konvensional lebih nyaman, Lebih 
. mudah dan dekat sedangkan bank . 
Kusmadi . Pan . Baik Bank 
syariah sulit diakses, jauh dan kurang . 
5 5 : Konvensional 
mengerti bagaimana cara kerjanya 
Lebih 
. Laga Berdasarkan pengalaman. lebih suka - 
Tri Harini : Baik Bank 
konvensional . 
Konvensional 
Retno novita Lebih Baik 
Enak perbank iah 
diningrum been ah Bank Syariah 
Sudah hampir sama baiknya, cuman 
Akbar dzukha kalau bisa syariah jg bisa tampil Lebih Baik 
Asyigin dengan baik karena orang-orang Bank Syariah 
biasanya menggunakan piutang bank 
Jika di bank syariah lebih aman karena 
Ice Lilis menghindari dari unsur bunga dan Lebih Baik 
Sugiarti adanya bagi hasil. Sedangkan di bank Bank Syariah 
konven adanya sistem bunga 
Dari sisi tabungan untuk perbankan 
syariah lebih bagus karena tidak ada 
Rohmad Potongan dan juga penambahan. tin Bai 
Muka sehingga akad titipa wadiah benar Barik Syariah 


dijalankan. Berbeda dengan bank 
konven yang setiap bulan selalu ada 
potongan 


210 
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Ketika nasabah tidak bisa membayar 
angsuran, jika di bank syariah 
sai bisa membayar bagi hasilnya saja Lebih Baik 
Robayani sr oanjakan angsuran pakek bisa Barik Syariah 
dibayar bulan depan. Jika bank 
konvensional tidak diperbolehkan jika 


telat terdapat denda juga 


Saya sangat suka menabung di bank 

syariah dari pada bank konvensional. 

Alasannya karena lebih nyaman. 

Namun mohon maaf, saya pernah 
membandingkan pembiayaan di 

bank syariah dan bank konvensional, 

ujroh pada bank syariah bila dibagi Lebih Baik 
perbulannya bisa lebih besar dari Bank Syariah 
bunga bank konvensional yg di bagi 

perbulannya. Maka dari itu bila tidak 

mendesak tidak perlu melakukan 

pembiayaan di bank. Namun jika untuk 

menabung saja saya lebih nyaman di 

bank syariah 


Sharah 
Rahayu 
Wilujeng 


Lebih baik menggunakan bank syariah 
dari pada bank konvensional karena di 
Teguh bank syariah lebih memudahkan bagi Lebih Baik 
Suwasana nasabah untuk meminjam pinjaman Bank Syariah 
dan bunganya pun tidak sebesar bank 
konvensional 


Lebih aman, nyaman dan terpercaya 
bank syariah. Karena sama sekali tidak 
ada bunga seperti di bank konven. 
Sistem syariat juga dijalankan dengan 
baik dan semestinya. 


Lebih Baik 
Bank Syariah 


Kalpika 
takwatri esya 


20an 
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D. Persepsi Responden Terhadap Fatwa MUI 


Berkaitan dengan persepsi responden terkait fatwa DSN- 
MUI tentang bunga bank, terdapat tiga pokok persoalan yang 
digali oleh peneliti yakni pendapat responden tentang fatwa, 
pengaruh fatwa tersebut terhadap diri responden dan sikap 
responden bila fatwa itu tidak diberlakukan lagi. 

Sehubungan dengan pendapat responden tentang fatwa, 
setelah penulis ringkas jawaban respon setidaknya terbagi atas 
beberapa kategori sebagai berikut. 


Pendapat Responden tentang Fatwa Haram Riba MUI 


Diagram di atas menunjukkan bahwa mayoritas 
responden setuju terhadap keberadaan fatwa tentang bunga 
bank. 


200) 
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Bagaimana pendapat anda tentang 
Nama fatwa riba haram yang dikeluarkan Refleksi 
DSN-MUI? 


Menurut saya memang benar riba 
harusnya diperjelas agar masyarakat 
bisa tahu dan mengerti. Tetapi di 

dalam kondisi seperti sekarang di mana 
bank syariah sulit diakses dan kurang 
diminati maka masyarakat lebih memilih 
kemudahannya walaupun itu dengan 
bunga. Ada masyarakat yang berpikir 
bahwa tanpa riba di zaman sekarang 

itu mustahil bahkan kita tidak akan bisa 
hidup. Persepsi masyarakat sekarang 
menilai fatwa2 yang mempersulit dan 
berlawanan dengan kondisi era sekarang 
sulit diterima 


Kusmadi Ragu 


Ada dampak positif dan negatif yang 
di timbulkan, karena banyak umat 
Figi Bagus Islam yang menabung di perbankan 
Firmansyah konvensional yang berbasis riba sebab 
jangkauan perbankan syariah yang 
belum meluas 


Ragu 


Retno novita 


dimiperuin Setuju Setuju 


Akbar dzukha Sangat bagus karena memberikan 


Lp , : , Setuj 
Asyigin informasi kepada masyaraka Indonesia Lia 


Sangat bagus, karena di mana menjaga 
rasa takwa kita sebagai muslim yang 

baik dengan menjauhi segala larangan 
dari Allah SWT. Yaitu salah satunya riba 


Jumino Setuju 


Setuju, karena dengan adanya fatwa 
Ice Lilis DSN-MUI kita bisa terhindar dari 
Sugiarti ketidak jelasan atas bunga yang kita 
dapatkan 


Setuju 


210 Dus 
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Bagaimana pendapat anda tentang 


Nama fatwa riba haram yang dikeluarkan Refleksi 
DSN-MUI? 
Lang Sangat setuju Setuju 
Rohayani 8 J | 
Setuju, karena kita saya-saya tahu 
bahaya riba, orang yg bergelut dengan 
riba sama seperti memakan bangkai 
Sharah saudaranya sendiri bahkan lebih keji 
Rahayu dari zina. Maka dengan adanya bank Setuju 
Wilujeng syariah, adalah peluang bagi umat 
muslim khusunya untuk meminimalisir 
kegiatan ekonomi atau keuangan yg 
berunsur riba 
Setuju, karena memang benar, sekarang 
Tri Harini banyak sekali riba yang di bingkai Setuju 
dengan sespisial mungkin 
Wahyu Setuju, karena sesuai dengan ajaran Setuju 
Awaluddin dalam Islam | 
Pada dasarnya riba memang sudah 
Ifrokhul . : . 
diharamkan, dan saya setuju tentang Setuju 
Kholagna . 
fatwa riba haram tersebut. 
Menurut saya, fatwa tersebut benar 
dan bisa dijadikan rujukan bagi orang 
Imelda atau instansi yang masih menggunakan cstoji 
Afriana riba agar bisa menghilangkan riba. J 
Karena riba juga bisa menyebabkan 
kesenjangan ekonomi 
Latifah Setuju Setuju 
Misinem Setuju, tentang fatwa riba haram Setuju 
Iya, itu harus disosialisasikan agar 
Siti Sholihah — masyarakat bisa paham tetang hukum Setuju 
riba 
“tua Baik Setuju 
Purnomo 


s5 
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Bagaimana pendapat anda tentang 


Nama fatwa riba haram yang dikeluarkan Refleksi 
DSN-MUI? 
Syayidah Itu sangat tepat. Untuk menghindari | 
k hal-hal yang bisa merugikan pengguna Setuju 
Rofigoh 
bank 
Teguh : 3 P 
Saya setuju karena riba adalah haram Setuju 
Suwasana 
Yusuf Anwar satu setor 
Sehridho J J 


Hukum riba itu adalah haram. Allah 
telah memerintahkan hambanya 


2 untuk meninggalkan riba, maka Setuju 
wajib ditinggalkan dan tidak boleh 
menggambilnya 
Setuju, karena dalam al-Ouran juga 
Kalpika sudah disebutkan bahwa riba dalam - 
P di 5 Setuju 
takwatri esya praktik jual beli atau apapun hukumnya 
haram 
Livia Tristama Setuju, sebab juga sudah ada dalam $ 
. : Setuju 
Putri hadis 
Sie mk Tentu saja setuju, karena dalam agama 
5 sudah dijelaskan bahwa riba itu tidak Setuju 
azizah : 
diperbolehkan 
Aaj Tidak pengaruh, di masarakat efeknya Tidak 
5 cuma timbul di kalangan akademis saja 
Kususiyanah Ha Berpengaruh 
sebagai kajian 
Praktiknya tidak bisa memengaruhi Tidak 
Khutobiin nasabah, karena nasabah bank 
Berpengaruh 


konvensional tetap besar 


Selanjutnya berkaitan dengan pengaruh fatwa terhadap 
bunga bank, jawaban respon terkategori dalam diagram berikut. 


-- 85 -- 
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Pendapat Responden tentang Fatwa Haram Riba MUI 


Terdapat responden yang ragu bahwa fatwa memiliki 
pengaruh yangsignifikan, adayangmenjawab tidak berpengaruh 
dan mayoritas menjawab berpengaruh. 


Berdasarkan pengalaman anda 
bagaimana kemudian dengan 


Nama Refleksi 
adanya Fatwa DSN-MUI tentang Bu 
bunga bank haram? 

Retno novita 

Den Setuju Setuju Fatwa 
diningrum 

Akbar dzukh 

1 Kuli Baik sekali Setuju Fatwa 

Asyigin 


Sangat baik, kemungkinan bisa 
Jumino menekan nilai suku bunga dalam bank Setuju Fatwa 
konvensional 
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Berdasarkan pengalaman anda 
bagaimana kemudian dengan 
adanya Fatwa DSN-MUI tentang 
bunga bank haram? 


Nama Refleksi 


Bagi yang sudah mengenal 
5 0... perbankan yang sesuai Islam dan ' 
Ice Lilis Sugiarti . . . . Setuju Fatwa 
menghindar dari unsur riba pasti 


orang akan pindah ke bank syariah 


Rohmad 


Setuju Setuju Fatwa 
Nurhuda ) ) 


Baik, namun harus dirinci dan 
dipertimbangkan maslahat serta 
mudaratnya, riba jelas haram, kalau 
bunga bank? Adakah ketentuan 
maksimal bunga yg diperbolehkan, 
anggaplah imbalan suatu jasa yg 
difasilitasi oleh bank konvensional 
kepada nasabah. Apakah fatwa 
tersebut di khususkan untuk 
bank syariah saja atau bank pada 
umumnya? Kita sama-sama sadar 
Sharah Rahayu bahwa bunga tidak bisa kita hindari 
Wilujeng atau kita hapuskan, karena BI 
menggunakan sistem konvensional, 
perputaran uang di negara-negara 
juga dari pasokan bank dunia, tetap 
saja uang-uang yang ada di negara- 
negara tak terlepas dr bunga, hutang 
Indonesia sendiri bahkan bunganya 
sangat besar kepada asing. Namun, 
adanya bank syariah di Indonesia 
merupakan perwujudan yang terpuji 
sebagia solusi umat muslim untuk 
meminimalisir adanya bunga/riba. 


Setuju Fatwa 


An Aa 
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Nama 


Berdasarkan pengalaman anda 
bagaimana kemudian dengan 
adanya Fatwa DSN-MUI tentang 
bunga bank haram? 


Refleksi 


Maka adanya fatwa diharamkannya 
bunga bank, harus lebih selektif dalam 
perumusannya agar dapat dipahami 
dan dimengerti berbagai pihak 


Tri Harini 


Setuju, karena semakin besar bunga 
bank bisa merugikan orang banyak 


Setuju Fatwa 


Wahyu 
Awaluddin 


Setuju. 


Setuju Fatwa 


Alvina Annas 
Setiani 


Tidak masalah tetapi MUI harus 
memberi solusi untuk masalah 
kurangnya minat masyarakat 
menabung di bank syariah. Karena 
bank syariah kurang banyak hal-hal 
menarik yang membuat masyarakat 
menabung di bank syariah 
dibandingkan di bank konvensional 


Setuju Fatwa 


Figi Bagus 
Firmansyah 


Menurut saya adanya fatwa DSN- 
MUI tentang bunga bank haram, 
ada dampak positif dan negatif yang 
ditimbulkan sebab banyak umat 
Islam yang menabung di bank 
konvensional yang berbasis riba 
karena jangkauan perbankan syariah 
yang belum meluas 


Setuju Fatwa 


Imelda Afriana 


Saya setuju dengan adanya fatwa 
tersebut, karena ada dampak negatif 
dari adanya bunga bank seperti 
menyebabkan kesenjangan ekonomi, 
bahkan bisa menyulitkan kondisi 
ekonomi bagi sebagian pihak khususnya 
golongan menengah ke bawah 
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Berdasarkan pengalaman anda 
bagaimana kemudian dengan 


Nama Refleksi 

adanya Fatwa DSN-MUI tentang 

bunga bank haram? 
Latifah Setuju Setuju Fatwa 
Slamet . 

Bagus Setuju Fatwa 
Purnomo 

Saya setuju, karena bunga bank itu 

dari keuntungan yang dimanfaatkan 

dari kesulitan orang yang akan 

melakukan pinjaman. Lebih baik 
Teguh bunga bank itu dihapuskan. Jika P 

Naa : : Setuju Fatwa 
Suwasana ingin ada biaya tambahan bagi 


bank maka bisa diadakan biaya 
administrasi pinjaman tersebut, 
tetapi tidak sebesar biaya bunga 
bank tersebut 


Bisa membuat potensi atau usaha 
pengembangan bank syariah 


Kalpika takwatri 
ApIKa LaKWAHT isa lebih optimal. Sehingga bisa Setuju Fatwa 


esya 
y bersaing dan mengungguli bank 
bank konvensional 
Siti nur azizah Sangat setuju Setuju Fatwa 


Pribadi masih berfikir keuntungan 
P dan kemudahan . 
Anjar . Tidak 
. karena bank syariahpun dalam 
Kususiyanah Berpengaruh 


mengaplikasikan fatwa belum bisa 
sepenuhnya 


Tidak terlalu berpengaruh pada 

masyarakat di lingkungan saya. Karena 

mereka masih berpikir bagaimana Tidak 
mendapatkan pinjaman uang dengan Berpengaruh 
mudah entah berapa bunga yang 

nanti akan mereka terima. 


Kusmadi 
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Nama 


Berdasarkan pengalaman anda 
bagaimana kemudian dengan 
adanya Fatwa DSN-MUI tentang 
bunga bank haram? 


Refleksi 


Masyarakat menengah ke bawah 
hanya mencari kemudahan dan 
cepatnya. Keperluan yang mendesak 
sering kali membuat lupa persoalan 
haram dan halal. Sesuatu yang 
umum terjadilah yang menjadi 
patokan. 


Khutobiin 


Haram atau tidak tidak, tidak ada Tidak 
bedanya Berpengaruh 


Diah Ayu Siska 


Fatwa haram tersebut bersifat tidak 
mutlak dan masyarakat masih boleh 
menggunakan sistem bunga karena 
bank syariah belum menyebar 
secara menyeluruh 


Tidak 
Berpengaruh 


Santi Rohayani 


Mungkin mengenai kata yang 
digunakan, dari bunga bank menjadi Tidak Jelas 
bagi hasil 


Adapun berkaitan dengan pengaruh fatwa terhadap 
penggunaan bank kategori jawaban responden adalah sebagai 


berikut. 
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Pengaruh Fatwa terhadap Penggunaan Jasa 
Perbankan Konvensional 


Adapun kutipan jawaban tersebut menurut kategorinya 
adalah sebagai berikut. 


Jelaskan secara rinci tanggapan 


Nama Refleksi 
anda bila fatwa riba dihapuskan? 
Paling yang ricuh di kalangan akademis 
Anjar saja. Urusan masyarakat hanya soal Tidak 
Kususiyanah kebutuhan saja mungkin. Baik itu non Berpengaruh 
muslim atau muslim 
: Tidak 
Darmadi : 
Menjawab 
Bila fatwa riba dihapuskan maka 
jelas akan menimbulkan pertanyaan2 
i kejel . Ad fat 
Kusmadi meneenai me asannya. Adanya fatwa Menetik 
seperti itu saja masyarakat belum 
melek apalagi sadar, bagaimana jika 
dihapuskan 
Retno novita 
nee Nyugihne penjual Tidak Jelas 
diningrum 
Akbar dzukha Ya kalau hukum haram ya jangan 
a . Menolak 
Asyigin dihapus 


209i 
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Nama 


Jumino 


Jelaskan secara rinci tanggapan 
anda bila fatwa riba dihapuskan? 


Menurut pemikiran saya, dalam hal 

ini jika riba dihapuskan maka akan 
berdampak pula pada sistem keuangan 
dengan nilai-nilai kelslaman yang akan 
hilang juga pada sistem bunga pada 
bank yang akan juga meningkat 


Refleksi 


Menolak 


Khutobiin 


Tidak perlu fatwa tersebut dihapuskan 
karena riba atau tidak tidak akan 
memengaruhi animo nasabah. Yang 
memengaruhi adalah praktik bank 
syariah itu sendiri, kalau bank syariah 
dengan rasa konvensional ya sama saja 


Menolak 


Ice Lilis 
Sugiarti 


Jika fatwa riba dihapuskan, semua 
orang akan tetap ada di bank 
konvensional padahal dana yang 
diperoleh karena adanya peningkatan 
dan penambahan yang tidak jelas 


Menolak 


Rohmad 
Nurhuda 


Belum baca jadi belum bisa 
berpendapat 


Tidak 
Menjawab 


Santi 
Rohayani 


Mungkin bank syariah akan menjadi 
seperti bank konvensional. Mungkin saja 
bagi hasil yang biasa dilakukan berpotensi 
diubah menjadi sistem bunga 


Tidak Jelas 


Sharah 
Rahayu 
Wilujeng 


Tidak akan ada rasa takut dalam 
mengelola keuangan, seseorang atau 
lembaga keuangan akan seenaknya 
sendiri tanpa ada batasan, banyak 
rentenir merajarela. Indonesia ini 
mayoritas adalah muslim, jadi bila 
fatwa riba dihapuskan sama dengan 
menghapus perkara haram yang 
seharusnya dijauhi, 


Menolak 
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Jelaskan secara rinci tanggapan 


ka anda bila fatwa riba dihapuskan? Relekit 
jika seseorang pandai agama, tanpa 
ada fatwa riba dia mampu menjaga 
dirinya dan keluarganya, namun 
kasihan terhadap orang yang awam, 
meskipun ada yang tidak peduli tentang 
haramnya riba, namun aturan agama 
harus tetap diikrarkan 
Tidak setuju, jika riba dihapuskan, maka 
Tri Harini riba akan merajalela dan syariat Islam Menolak 
yg akan hilang khususnya riba 
Akan ada banyak pelanggan, atau 
Wahyu an Tg 
tunda konsumen yang dirugikan, meski tidak — Menolak 
secara langsung 
Alvina Annas Tidak 
Setiani Menjawab 
Belia arginta Menura saya, fatwa riba jangan menaik 
dihapuskan 
Jika fatwa riba dihapuskan harus 
al Bagus dikaji ulang terlebih dana karena Manik 
Firmansyah Allah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba 
Jika fatwa riba dihapuskan mungkin 
Ifrokhul akan marak bank yang menerapkan 
Kholagna unsur riba yang besar dan dapat 
merugikan masyarakat 
Ima Saya kurang Setu karena Islam juga EA 
Afriana melarang adanya riba 
Tidak setuju karena riba memang tidak 
Latifah diperbolehkan dalam Islam dan pasti Menolak 


merugikan nasabah 


29 gis 
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Jelaskan secara rinci tanggapan 


Nama Refleksi 
anda bila fatwa riba dihapuskan? 
Alasannya karena riba itu tidak 
Misinem diperbolehkan karena dalam agama Menolak 
Islam pun riba itu sudah diharamkan 
Siti Sholihah — Tidak setuju Menolak 
Tidak apa-apa. Asal masyarakat 
Slamet diberikan sosialisai terkait tersebut. Tidak 
Purnomo Karena banyak masyarakat yang belum Berpengaruh 
mengetahui apa itu riba 
Syayidah K ki ik 
yayi a emungkinan Megi ah pengguna, Menehk 
Rofigoh dapat membuat kemiskinan 
Seharusnya tidak dihapuskan karena 
riba memang haram, nanti kalau 
Teguh : . 
fatwa riba dihapus maka masyarakat Menolak 
Suwasana : 
Indonesia yang awam lama-lama akan 
menganggap jika riba itu tidak haram 
Yusuf Anwar Tidak 
Sehridho Menjawab 
Diah A Kegiat bank jadi tidak 
ia yu egiatah perban aimenga i tida Menebik 
Siska sesuai dengan prinsip syariah 
Sangat tidak setuju. Jika fatwa yang 
dijadikan rujukan atau pijakan dalam 
: dunia perekonomian dihapus, maka 
Kalpika . . : : 
: sistem ekonomi akan tidak stabil Menolak 
takwatri esya . . 
apalagi menyangkut soal syariat dan 
prinsip Islam sedangkan mayoritas 
penduduk negara kita beragama Islam 
Jika riba dihapus keuangan negara tak 
Livia Tristama terarah secara baik, akan ada istilah 
1 . da Menolak 
Putri yang kaya semakin kaya yang miskin 
semakin miskin 
Tidak setuju, k dal I- 
Siti nur azizah ek Sena arena Galah daan Menolak 


sudah dijelaskan bagaimana hukum riba 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 


A. Profil Lembaga Keuangan Syariah di Ponorogo 


Ponorogo adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa 
Timur. Secara statistik religius, penduduk Ponorogo adalah 
mayoritas beragama Islam (99,3796).” Nuansa kental kelslaman 
tersebut ditambah dengan berdirinya pondok pesantren baik 
berjenis pondok pesantren salaf maupun berjenis pondok 
pesantren modern.” Dengan adanya fakta tersebut di atas, 
wajar kiranya lembaga keuangan syariah memiliki peluang 
yang sangat luas dalam memasarkan produknya. Anggapan 
ini semakin diperkuat dengan adanya fatwa MUI yang pada 
intinya mengharamkan praktik penerapan bunga yang berlaku 
di lembaga keuangan konvensional. 


Lembaga keuangan syariah di Kabupaten Ponorogo 
berdasarkan data statistik terdiri dari beberapa jenis, mulai 
dari bank umum syariah, unit usaha syariah, Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah (BPRS), asuransi syariah dan koperasi syariah. 
Adapun populasi lembaga keuangan syariah di Ponorogo tahun 
2017-2018 adalah sebagai berikut. 


87 Badan Pusat Statistik Kab. Ponorogo, Ponorogo Dalam Angka 2018. 
(Ponorogo: Badan Pusat Statistik, 2018), hal. 115 

88 Pesantren Modern yang terkenal di Ponorogo adalah Pondok Modern 
Darussalam Gontor, dan Pesantren salaf yang terkenal adalah Pesantren 
Darul Huda Mayak. 
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No. Jenis Rincian Jumlah 
Bank Muamalat 
Bank . Ae 
Bank Syariah Mandiri 
1 Umum . 4 
. BRI Syariah 
Syariah 


BTPN Syariah 
Bank Unit Bank Jatim Syariah 


2 Usaha 1 
Syariah 

25 En ir aa 2 

4 Baitul Mal BMD Syariah 1 

SEA san 

6 Asuransi Prudential Syariah , 
Syariah AXA Mandiri Syariah 

Jumlah 64 


B. Pendapat Umat Islam Ponorogo Terhadap Fatwa MUI 
tentang Keharaman Bunga Bank 


Dalam menganalisis pendapat umat Islam Ponorogo 
terhadap Fatwa MUI tentang bunga bank mulai dari aspek 
kesejarahan, eksistensi fatwa dalam hukum Islam dan Hukum 
Indonesia, dan aspek metodologi fatwa. Berkaitan dengan hal 
tersebut, tipologi pendapat umat Islam Ponorogo terhadap 
fatwa bunga bank dapat dikategorikan sebagai berikut. 


1. Setuju dengan fatwa MUI tentang keharaman bunga 
bank 


Umat Islam Ponorogo yang setuju/mendukung fatwa 
MUI tentang keharaman bunga bank tidak semua mendasarkan 


89 Badan Pusat Statistik Kab. Ponorogo, Ponorogo Dalam Angka 2018, ... hal. 
282 
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pendapat mereka berdasarkan aspek ketaatan. Terdapat 
sebagian responden yang mendukung fatwa MUI lebih 
cenderung pada alasan rasional saja. Alasan rasional tersebut 
tercermin dari pendapatresponden bahwa bunga bank memang 
terbukti merugikan nasabah berdasarkan pengalaman atau 
pengetahuan mereka tentang praktik riba yang berlaku pada 
bank konvensional seperti yang dituturkan oleh responden 
berikut. 


No. Nama Jawaban 


Setuju, karena kita sama-sama tahu bahaya 
riba, orang yg bergelut dengan riba sama 
seperti memakan bangkai saudaranya sendiri 
Sharah Rahayu bahkan lebih keji dari zina. Maka dengan 
Wilujeng adanya bank syariah, adalah peluang bagi 
umat muslim khusunya untuk meminimalisir 
kegiatan ekonomi atau keuangan yg 
berunsur riba 
Menurut saya, fatwa tersebut benar dan bisa 
dijadikan rujukan bagi orang atau instansi 
2 Imelda Afriana yang masih menggunakan riba agar bisa 
menghilangkan riba. Karena riba juga bisa 
menyebabkan kesenjangan ekonomi 


Kedua jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa 
riba diakui sebagai sesuatu yang berbahaya baik bagi kehidupan 
dunia maupun akhirat. Dalam kehidupan dunia, riba diyakini 
dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi. Sedangkan dalam 
kehidupan akhirat, riba diyakini sebagai suatu dosa yang besar. 


Adapun dukungan responden terhadap fatwa MUI yang 
berdasarkan aspek ketaatan bisa dilihat dari beberapa kutipan 
berikut ini. 
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No. Nama Jawaban 
Wah 
1 La . Setuju, karena sesuai dengan ajaran dalam Islam. 
Awaluddin 
, Ifrokhul Pada dasarnya riba memang sudah diharamkan 
Kholagna dan saya setuju tentang fatwa riba haram tersebut 
Hukum riba itu adalah haram. Allah telah 
3 Diah Ayu memerintahkan hambanya untuk meninggalkan 
Siska riba, maka wajib ditinggalkan dan tidak boleh 
menggambilnya 
Kalpika Setuju, karena dalam al-Ouran juga sudah 
4  Takwatri disebutkan bahwa riba dalam praktik jual beli atau 
Esya apapun hukumnya haram 
Livia 
5 Tristama Setuju, sebab juga sudah ada dalam hadis 
Putri 


Dari variasi jawaban responden tersebut di atas maka 
bisa disimpulkan bahwa aspek ketaatan pada diri umat Islam 
Ponorogo tidaklah menjadi aspek yang utama yang membuat 
mereka mendukung fatwa MUI tentang bunga bank, namun 
terdapat aspek rasional yang juga melandasi dukungan umat 
terhadap fatwa. 


2. Meragukan fatwa MUI tentang keharaman bunga bank 


Peneliti menggolongkan responden pada golongan yang 
meragukan fatwa MUI tentang keharaman bunga bank ini 
didasarkan pada jawaban mereka yang cenderung ragu dalam 
memutuskan untuk mendukung atau tidak terhadap fatwa. 
Responden sadar pada satu sisi bahwa bunga bank itu termasuk 
riba dan diharamkan, namun di sisi yang lain mereka mengakui 
bahwa sulit untuk melepaskan diri dari riba. Bentuk keraguan 
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responden tersebut di atas bisa dilihat pada kutipan berikut. 


No. Nama Jawaban 


Menurut saya memang benar riba harusnya 
diperjelas agar masyarakat bisa tahu dan mengerti. 
Tetapi dalam kondisi seperti sekarang di mana 
bank syariah sulit diakses dan kurang diminati 
maka masyarakat lebih memilih kemudahannya 

1 Kusmadi — walaupun itu dengan bunga. Ada masyarakat 
yang berpikir bahwa tanpa riba di zaman sekarang 
itu mustahil bahkan kita tidak akan bisa hidup. 
Persepsi masyarakat sekarang menilai fatwa-fatwa 
yang mempersulit dan berlawanan dengan kondisi 
era sekarang sulit diterima 


Ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan, 
Figi Bagus karena banyak umat Islam yang menabung di 
Firmansyah perbankan konvensional yang berbasis riba sebab 

jangkauan perbankan syariah yang belum meluas 


Dari jawaban responden di atas, peneliti menyimpulkan 
bahwa keraguan terhadap fatwa didasari bahwa fatwa 
tersebut memiliki dua sisi yang tidak bisa dianggap remeh 
oleh para responden. Satu sisi responden menyadari bahwa 
riba itu adalah larangan dan dipertegas bahwa dalam bank 
konvensional terdapat praktik riba melalui fatwa, namun di 
sisi lain keberadaan bank syariah yang masih terbatas dan 
mudahnya akses pada bank konvensional tentu menyulitkan 
responden tersebut untuk menentukan posisi yang tegas. 


Golongan responden ragu ini menurut pengamatan 
peneliti tidak hanya didasari karena keraguan dalam 
menentukan posisi, namun juga keraguan dalam menjawab 
karena memang belum tahu tentang substansi fatwa. Hal 
tersebut tercermin padajawaban reponden berikut. 
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No. Nama Jawaban 


1  Rohmad Nurhuda Belum baca jadi belum bisa berpendapat 


2  Alvina Annas Setiani Kurang paham alasannya 


Dari duatipejawaban diatas, maka penelitimenyimpulkan 
bahwa golongan responden memiliki sikap ragu terdiri dari dua 
jenis yaitu ragu dalam memilih dan ragu dalam menjawab. 


3. Mengabaikan fatwa MUI tentang keharaman bunga bank 


Jenis pendapat ketiga dari umat Islam Ponorogo tentang 
fatwa MUI adalah adanya kecenderungan sikap abai terhadap 
fatwa MUI. Sikap abai tersebut tercermin pada jawaban mereka 
yang meyakini bahwa adanya fatwa keharaman bunga bank oleh 
MUI ini tidak berpengaruh besar kepada masyarakat. Dengan 
ada atau tidaknya fatwa, keinginan umat Islam untuk tetap 
menjadi nasabah bank konvensional tetap eksis. Kesimpulan 
peneliti ini didasarkan pada jawaban responden berikut. 


No Nama Jawaban 


1 Anjar Kususiyanah Tidak pengaruh di masyarakat efeknya cuma 
timbul di kalangan akademis aja sebagai 
kajian 


2 Khutobiin Praktiknya tidak bisa memengaruhi nasabah, 
karena nasabah bank konvensional tetap 
besar 


C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Ketaatan Umat Islam 
Ponorogo terhadap Fatwa MUI tentang Bunga Bank 
Faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan Umat Islam 
Ponorogo terhadap Fatwa MUI tentang bunga bank dapat 
ditinjau melalui beberapa aspek berikut. 


100 
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1. Aspek Kesadaran Hukum 


Konsep kesadaran hukum sebagaimana dijelaskan di 
atas memilki kaitan erat dengan konsep ketataan hukum. Oleh 
karena itu, untuk menentukan faktor-faktor kesadaran hukum 
dalam masyarakat terlebih dahulu harus ditentukan kategori 
ketaatan hukum dalam masyarakat tersebut. 


Berkaitan dengan aspek ketaatan hukum sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat tiga hierarki ketaatan 
terhadap hukum yakni ketaatan yang bersifat compliance, 
ketaatan yang bersifat identification, dan ketaatan yang 
bersifat internalization. Dalam hal ini, berdasarkan data 
tanggapan responden ditemukan beberapa indikator berikut. 


a. Pemahaman sebagian umat Islam Ponorogo terhadap 
bank syariah dan fatwa yang masih lemah, menjadikan 
nasabah memilih bank syariah karena dipengaruhi oleh 
labelisasi syariah, bukan atas dasar kesadaran pribadi. Hal 
ini nampak dari kecenderungan mereka menggunakan 
jasa bank syariah tanpa mengetahui apa sesungguhnya 
bank syariah itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan dalam 
beberapa pendapat berikut. 


No Nama Jawaban 
Retno Novita 
1 Kn Bank yang berbasis Islam 
Diningrum 


Perbankan syariah itu bank yg berbasis 
Islam, hanya untuk orang Islam 


aU khususnya, dan kalau di daerah saya itu 
lebih disebut bank cicil 
3 Alvina Annas Bank yang tidak ada bunga dan 
Setiani keuntungan dari bagi hasil 


NN Han 
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Perbankan syariah menurut saya 
yaitu lembaga keuangan yang dapat 

4  frokhul Kholagna memberikan pinjaman uang untuk 
orang banyak yang di dalamnya tidak 
terdapat bunga bank 


Bank yang didirikan berdasar syariat 


5 Latifah 
Islam 


bank yang sesuai dengan ketentuan 


6  Misinem 
Islam 


Bank yang menggunakan sistem atau 


7 Siti Sholihah . 
merujuk pada Islam 


Perbankan syariah yaitu sistem 


8 SI tP 
Ba Mn perbankan yang tidak terdapat riba 


Bank yang berpedoman pada syariah 


9 Teguh Suwasana 
(Islam) 


Livia Tristama 2 
10 bts Bank yang berprinsip Islam 


b. Kenyataan bahwa fatwa cenderung tidak memberikan 
pengaruh signifikan terhadap perkembangan bank syariah, 
bahkan fatwa dianggap tidak mampu menyentuh konteks 
sosial masyarakat. 


No. Nama Jawaban 


Menurut saya memang benar riba harusnya 
diperjelas agar masyarakat bisa tahu dan 
mengerti. Tetapi dalam kondisi seperti 
sekarang di mana bank syariah sulit diakses 
1 Kusmadi dan kurang diminati maka masyarakat 
lebih memilih kemudahannya walaupun itu 
dengan bunga. Ada masyarakat yang berfikir 
bahwa tanpa riba di zaman sekarang itu 
mustahil bahkan kita tidak akan bisa hidup. 


Na 
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Persepsi masyarakat sekarang menilai fatwa- 
fatwa yang mempersulit dan berlawanan 
dengab kondisi era sekarang sulit diterima 
Setuju, karena kita sama-sama tahu bahaya 
riba, orang yang bergelut dengan riba sama 
seperti memakan bangkai saudaranya sendiri 


Sharah 
bahkan lebih keji dari zina. Maka dengan 
2 Rahayu : : 
ma adanya bank syariah, adalah peluang bagi 
Wilujeng . AA Ae 
umat muslim khusunya untuk meminimalisir 
kegiatan ekonomi atau keuangan yg 
berunsur riba 
. Tidak pengaruh di masyarakat, efeknya cuma 
Anjar . . . : : 
3 . timbul di kalangan akademis saja sebagai 
Kususiyanah 1 
kajian 
Praktiknya tidak bisa memengaruhi nasabah 
4 Khutobiin — karena nasabah bank konvensional tetap 


besar 


Kenyataan bahwa pengguna bank syariah tetap 
menggunakan bank konvensional. 


Penilaian terhadap fatwa yang didasarkan pada realitas 
sekitar tanpa melakukan konfirmasi kebenaran atas 
informasi yang didapat, hal ini nampak pada beberapa 
pendapat berikut. 


No Nama Jawaban 


1 Khutobiin Praktiknya tidak bisa memengaruhi nasabah 
karena nasabah bank konvensional tetap besar 


2  Kusmadi Menurut saya memang benar riba harusnya 
diperjelas agar masyarakat bisa tahu dan 
mengerti. Tetapi dalam kondisi seperti sekarang 
di mana bank syariah sulit diakses dan kurang 
diminati maka masyarakat lebih memilih 
kemudahannya walaupun itu dengan bunga. 
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Ada masyarakat yang berpikir bahwa 
tanpa riba di zaman sekarang itu mustahil 
bahkan kita tidak akan bisa hidup. Persepsi 
masyarakat sekarang menilai fatwa-fatwa 
yang mempersulit dan berlawanan dengan 
kondisi era sekarang sulit diterima 


3  Figi Bagus Ada dampak positif dan negatif yang di 
Firmansyah — timbulkan, karena banyak umat Islam yang 
menabung di perbankan konvensional yang 
berbasis riba sebab jangkauan perbankan 
syariah yang belum meluas 


Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa umat Islam 
Ponorogo yang setuju dengan keberadaan fatwa terbagi menjadi 
dua golongan. Pertama mereka yang setuju berdasarkan 
ketaatan religius, kedua mereka yang setuju berdasarkan aspek 
religius-rasional. 


Umat Islam Ponorogo yang mendasarkan pendapatnya 
terhadap aspekreligius menyatakan bahwaal-Ourantelah secara 
jelas mengharamkan praktik riba. Ajaran Islam telah secarajelas 
menyatakan bahwa riba hukumnya haram. Dalam kaitan ini, 
riba memang jelas diharamkan secara tegas berdasarkan surat 
al-Bagarah ayat 275-279 yang isi ketentuannya adalah bahwa 
riba dalam bentuk apapun diharamkan baik yang berlipat 
ganda maupun tidak.” Dari sini nampak bahwa pendapat umat 
Islam Ponorogo yang mendasarkan aspek religius adalah tepat. 
Akan tetapi pendapat tersebut dalam hemat Fazlur Rahman?! 
merupakan pendapat yang sangat prematur. Menurutnya, umat 


90 Wasilul Chair, Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah, Jurnal Igtishadia 
Vol.1 No.1 Juni 2014 99-113. 

91 Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of 
Riba and its Contemporary Intepretation, (Leiden: New York, Kohnj Brill, 
1996), hal.92 
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Islam secara bijaksana berdasarkan keimanannya menyatakan 
bahwa bunga bank apapun bentuknya adalah termasuk 
kategori riba dalam al-Guran, namun mereka melupakan 
bagaimana dan mengapa riba itu diharamkan dalam al-Ouran. 
Mereka lalai dalam mengidentifikasi aspek konteks sosio- 
histroris diharamkannya riba itu sendiri. Demikian halnya 
dengan umat Islam Ponorogo, dari pendapat-pendapat yang 
dikemukakan mereka tidak mampu memaparkan kategori riba 
dari bunga bank, mayoritas hanya mendasarkan pendapatnya 
bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan dalam al- 
Ouran. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mereka yang 
setuju dengan fatwa karena alasan religius ini termasuk dalam 
kategori ketaatan yang bersifat internalization yakni ketaatan 
yang disebabkan internalisasi nilai-nilai ajaran agama Islam 
terhadap apa yang diharamkan dan apa yang diperbolehkan. 


Pendapat kedua adalah mereka yang setuju dengan fatwa 
berdasarkan pertimbangan religius-rasional. Berkaitan dengan 
itu, bila ditinjau dari aspek rasional alasan riba diharamkan 
sebagaimana dikutip oleh Wasilul Chair? terdapat dua 
pendapat dari kaum modern mengenai alasan riba diharamkan, 
antara lain pendapat Muhammad Asad menyatakan riba 
merupakan bentuk eksploitasi antara si kuat dan si lemah, 
antara si berpiutang dan si berhutang.” Selanjutnya, Abdullah 
Yusuf Ali yang berpendapat bahwa riba merupakan praktik 
pengambilan keuntungan secara berlebihan seperti praktik 
riba fadhl pada zaman jahiliah, praktik tersebut persis seperti 
praktik kredit di zaman modern ini.” Dalam kaitan ini, umat 
Islam Ponorogo mendasarkan alasan rasionalnya pada dua 


92 Wasilul Chair, Riba dalam Perspektif Islam...,hal. 108 
93 Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest...,hal.92 
94 Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest...,hal.92 
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alasan yakni mempraktikkan riba berarti menzalimi saudaranya 
sendiri dan praktik riba menyebabkan kesenjangan ekonomi. 
Dengan demikian, alasan mereka setuju dengan fatwa bunga 
bank adalah senada dengan pendapat sarjana modern di atas 
sehingga dapat dibenarkan. Pendapat kedua ini yakni mereka 
yang religius-rasional ini adalah jenis ketaatan identification 
yakni mereka yang taat selain karena alasan religius juga 
mampu mengidentifikasi dampak negatif dari riba dan/atau 
bunga bank. 


Adapun hal menarik dari umat Islam Ponorogo adalah 
meskipun mereka secara tegas menyatakan setuju dengan 
fatwa mereka tetap saja menggunakan produk perbankan 
konvensional. Secara kategori terhadap penggunaan bank 
syariah mereka terklasifikasi menjadi pengguna bank 
konvensional dan bank syariah. Alasan umat Islam Ponorogo 
tetap menggunakan bank konvensional adalah sebagai berikut. 


1. Masih sulitnya akses perbankan syariah di daerah mereka. 

2. Pelayanan bank syariah yang cenderung sama dengan bank 
konvensional. 

3. Bank kovensional dan bank syariah secara praktis dianggap 
tidak berbeda, keduanya sama-sama belum menaati prinsip 
syariah. 

Adapun di antara faktor penyebab ketaatan umat Islam 
terhadap fatwa bunga bank dipengaruhi beberapa faktor sebagai 
berikut. 

a. Fatwa bunga bank sifatnya tidak mengikat 

Dari sisi kedudukan fatwa DSN-MUI baik kedudukannya 
dalam hukum Islam maupun hukum positif sudah banyak 
penelitian tentang masalah tersebut. Salah satunya adalah 
penelitianoleh Badan Pembinaan HukumNasional Kementerian 


s5 NG: 


Menguji Loyalitas Umat terhadap Fatwa: Studi Kasus Persepsi Masyarakat... 


Hukum dan HAM Republik Indonesia yang dilakukan oleh 
Ahyar A.Gayo yang mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. 


Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI 
merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang 
bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum 
bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan 
fatwa tersebut. Namun di sisi lain, berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang- 
Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melalui 
pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator dalam hal 
ini Bank Indonesia agar materi muatan yang terkandung dalam 
Fatwa MUI dapat diserap dalam merumuskan prinsip-prinsip 
syariah di bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi 
materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki 
kekuatan hukum dan mengikat umum. Diterbitkannya fatwa 
bahwa bunga bank adalah riba nasi'ah yang diharamkan oleh 
MUI menjadi salah satu pendorong pelaksanaan perbankan 
syariah di Indonesia, selain itu keberadaan fatwa DSN- 
MUI semakin menunjukkan peranannya sebagai pedoman 
pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah 
sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan para stakeholders 
untuk memperhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan 
usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tersebut 
dalam fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Peranan fatwa DSN- 
MUI dalam mendorong pelaksanaan perbankan syariah dapat 
diindikasikan juga dengan banyaknya bank umum syariah 
dan bank dengan unit usaha syariah yang memulai kegiatan 
operasinya setelah MUI membentuk Dewan Syariah Nasional.” 


95 Ahyar A.Gayo, dkk, Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan 
Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, 
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM 
Republik Indonesia, 2011, .h. 89 
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Fatwa sendiri dalam ilmu ushul fikih, berarti pendapat 
yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai 
jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang 
sifatnya tidak mengikat.” Berdasarkan definisi tersebut dapat 
dinyatakan bahwa dari aspek hukum Islam fatwa DSN-MUI 
memiliki kedudukan yang sama dengan fatwa-fatwa lainya 
yakni bersifat tidak mengikat. 


Sebaimana dijelaskan di atas bahwa fatwa bersifat 
tidak mengikat. Fatwa MUI bersifat mengikat apabila telah 
ditransformasikan kedalam peraturan perudang-undangan. 
Dalam kaitan ini bentuk transformasi fatwa MUI tentang bunga 
bank tidak berwujud peraturan perundang-undangan yang 
secara eksplisit melarang praktik perbankan dengan sistem 
bunga. Akan tetapi, sebagai upaya untuk mengakomodir 
tuntutan masyarakat akan perlunya sistem perbankan bebas 
riba yakni transformasi ketentuan fatwa tentang bunga 
bank diawali dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 
dengan diakomodirnya “bank dengan sistem bagi hasil”. 
Selanjutnya, undang-undang tersebut diubah menjadi Undang- 
Undang No.10 Tahun 1998 yang dalam ketentuan pasalnya 
menyebutkan secara eksplisit adanya sistem perbankan yang 
berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang terakhir yang 
mengatur tersendiri mengenai bank syariah adalah Undang- 
Undang No.21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Walaupun 
telah bertansformasi menjadi undang-undang, namun bentuk 
transformasinya tidaklah persis dengan ketentuan fatwa MUI 
tentang bunga bank melainkan bertransformasi menjadi sistem 
perbankan yang berdasarkan prinsip syariah yang salah satu 
ketentuannya adalah menolak sistem riba. Sebagai suatu yang 


96 Sainul dan Muhammad Ibnu Afrelian, Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI 
dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Hukum Ekonomi 
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tidak mengikat dan tidak memilki konsekuensi hukum apapun, 
akhirnya banyak masyarakat di wilayah Ponorogo cenderung 
meremehkan fatwa tentang bunga bank, bahkan terdapat 
beberapa pihak yang masih meragukan fatwa tersebut. 


b. Fatwa bunga bank bersifat opsional, 


Sifat opsional dalam fatwa ini sesungguhnya pada saat 
ini sudah mulai bergeser ke ranah semi mengikat, hanya saja 
mengikatnya fatwa tersebut tidak secara langsung dan tidak 
kepada masyarakat. Sifat mengikat fatwa terjadi ketika fatwa 
telah ditransformasi menjadi peraturan perundang-undangan 
atau peraturan Bank Indonesia. Hal ini sebagaimana dinyatakan 
oleh A.Gayo, dkk sebagai berikut. 


Namun apabila melihat praktik kegiatan perbankan syariah di 
Indonesia, maka teori fatwa hanya mengikat mustafti (orang 
yang minta fatwa) tidak relevan untuk fatwa DSN-MUI. Fatwa 
ekonomi syariah DSN-MUI saat ini tidak hanya mengikat bagi 
praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat 
Islam Indonesia. Sifat mengikat dari fatwa DSN-MUI itu sendiri 
tidak serta merta mengikat secara langsung para stakeholders, 
namun mengikat apabila rumusan-rumusan pendapat hukum 
dalam Fatwa DSN-MUI tersebut dituangkan dalam Peraturan 
Bank Indonesia (PBI).” 


Sampai di sini nampak bahwa mengikatnya fatwa 
hanyalah kepada lembaga-lembaga keuangan syariah semata 
dan sama sekali tidak berpengaruh kepada masyarakat umum. 
Oleh karena itu, bagi umat Islam Ponorogo fatwa masih bersifat 
opsional. 


Adapun maksud dari fatwa bersifat opsional adalah bahwa 
keberadaan fatwa yang sifatnya tidak mengikat menjadikan 


97 Ahyar A.Gayo, dkk, Laporan Akhit co h.71 
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adanya peluang bagi umat Islam untuk memilih apakah 
mengikuti ketentuan fatwa atau tidak mengikuti ketentuan fatwa. 
Konsekuensi dari hal ini bila dikaitkan dengan fatwa bunga 
bank adalah kebolehan umat Islam untuk memilih perbankan 
yang berdasarkan prinsip syariah atau perbankan konvensional. 
Hal ini bisa kita lihat berdasarkan jawaban-jawaban umat Islam 
di Ponorogo yang mayoritas mereka menggunakan dua jasa 
sekaligus, yakni bank syariah dan bank konvensional. 


c. Fatwa bunga bank merupakan produk ijtihad, 


Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa MUI 
dalam menetapkan fatwa menggunakan metodologi ijtihad 
tersendiri yang tentunya ada beberapa otoritas fatwa lainya 
yang juga menetapkan fatwa bedasarkan metodologi masing- 
masing. Adapun, metode penetapan fatwa DSN-MUI mengikuti 
pedoman atau panduan yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa 
MUI. Berdasarkan fatwa MUI No. U-596/MUI/X/1997 tanggal 
02 Oktober 1997, setiap masalah yang dibahas di komisi fatwa 
(termasuk fatwa tentag ekonomi syariah) harus didasarkan pada 
al-Our'an, sunah, ijmak, dan giyas . Sebelum fatwa ditetapkan 
hendaklah ditinjau terlebih dahulu secara saksama pendapat 
para Imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan 
tersebut berikut dalil-dalilnya.” 

Selain itu, ada Ormas yang memiliki massa cukup besar 
dan mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan ketentuan fatwa 
MUI. Sebagai konsekuensinya ketentuan “haram” terhadap 
bunga bank dalam fatwa MUI sifatnya juga tidak mutlak. Hal 
ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa ulama yang 
menyatakan bahwa “bunga bank” tidak haram. Sifat tidak 
mutlak dalam fatwa tersebut oleh umat Islam Ponorogo juga 
dikemukakan sebagai alasan mengapa mereka cenderung 


98 A. Dimyati, Metode Fatwa Keuangan...h. 92 


Sio 


Menguji Loyalitas Umat terhadap Fatwa: Studi Kasus Persepsi Masyarakat... 8 


tidak menaati fatwa dan tetap menggunakan produk bank 
konvensional. 


d. Pemahaman yang lemah terhadap ketentuan fatwa 


Sosialisasi mengenai fatwa bunga MUI sebenarnya 
telah dilakukan oleh berbagai kalangan, akan tetapi tampak 
bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui 
secara detail terhadap ketentuan yang termuat di dalamnya. 
Demikian halnya dengan umat Islam Ponorogo, berdasarkan 
hasil wawancara terlihat bahwa mereka masih memiliki 
pemahaman yang lemah terhadap fatwa bunga bank dan 
kaitannya dengan riba. Hal ini senada dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Irawati dan Akramunnas tentang “Pengetahuan 
Masyarakat tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di 
Kecamatan Anreapi Polewali Mandar” yang menyimpulkan 
bahwa tingkat hubungan pengetahuan masyarakat akan riba 
dalam kegiatan utang piutang masih sangat rendah. Sebab, 
masyarakat mengaku mengetahui riba tetapi masih banyak 
praktik utang piutang yang dilakukan yang mengandung unsur 
riba. Masyarakat hanya mengetahui apa itu riba tetapi belum 
memahami betul yang dimaksud dengan riba sebenarnya. 
Maka dari itu diperlukan kewajiban bagi para ulama dan juga 
cendekiawan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat 
mengetahui dengan jelas bahwa apapun jenis tambahan yang 
diambil dari pinjaman itu diharamkan, serta perekonomian 
apa saja yang dilarang dan dibolehkan dalam Islam sehingga 
Islam yang disebut sebagai petunjuk dan pedoman hidup baik 
di dunia maupun di akhirat dapat terwujud.” 


99 Irawati dan Akramunnas, Pengetahuan Masyarakat tentang Riba Terhadap 
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Hal ini disebabkan oleh faktor internal masyarakat 
sendiri yang memiliki indeks literasi yang rendah dan 
disebabkan oleh publikasi dari MUI khususnya MUI Ponorogo 
sendiri yang tidak optimal dan tidak menyetuh seluruh lapisan 
masyarakat. 


2. Aspek Pilihan Rasional dan Tindakan Sosial 


Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat dua 
teori lain yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisis alasan 
seseorang untuk taat atau tidak taat terhadap ketentuan hukum 
yakni pilihan rasional dan tindakan sosial. 


Teori pilihan rasional dalam perspektif Weber terbagi atas: 
pertama, rasional-bertujuan (zweckrational), kedua, rasional- 
nilai (wertrational), dan ketiga, bersifat afektif-emosional atau 
berupa perilaku kebiasaan sebagai ekspresi dari adat istiadat 
yangtelah tertata. Pilihan rasional tersebutjika dikaitkan dengan 
jawaban-jawaban responden berkaitan dengan fatwa, nampak 
bahwa mayoritas respon cenderung pada aspek rasional nilai 
sebagaimana pendapat-pendapat berikut. 


No Nama Jawaban 


1 Jumino Sangat bagus, karena di mana menjaga rasa 
takwa kita sebagai muslim yang baik dengan 
menjauhi segala larangan dari Allah SWT. Yaitu 
salah satunya riba 


2 Sharah Setuju, karena kita sama-sama tahu bahaya 
Rahayu riba, orang yang bergelut dengan riba sama 
Wilujeng seperti memakan bangkai saudaranya sendiri 


bahkan lebih keji dari zina. Maka dengan 
adanya bank syariah, adalah peluang bagi umat 
muslim khusunya untuk meminimalisis kegiatan 
ekonomi atau keuangan yang berunsur riba 


Si 
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3 Diah Ayu Siska Hukum riba itu adalah haram. Allah telah 
memerintahkan hambanya untuk meninggalkan 
riba, maka wajib ditinggalkan dan tidak boleh 
mengambilnya 

4 Kalpika Setuju. Karena dalam al-Ouran juga sudah 

takwatri esya disebutkan bahwasannya riba dalam praktik jual 
beli atau apapun hukumnya haram 


Selain rasional nilai ada responden yang berpendapat 
mengenai fatwa MUI yang cenderung rasional-bertujuan. 
Sebagaimana jawaban berikut. 


No Nama Jawaban 


Menurut saya, fatwa tersebut benar dan bisa 
dijadikan rujukan bagi orang atau instansi 


Imelda 
1 . yang masih menggunakan riba agar bisa 
Afriana 5 : Tg , 
menghilangkan riba. Karena riba juga bisa 
menyebabkan kesenjangan ekonomi 
, Syayidah Itu sangat tepat. Untuk menghindari hal-hal 
Rofigoh yang bisa merugikan pengguna bank 


Selanjutnya, masih menurut Weber teori tidakan sosial 
yang berupa tindakan sosial berorientasi tujuan, tindakan 
sosial berorientasi nilai, tindakan sosial berorientasi afektif, 
dan tindakan sosial berorientasi tradisional. Dalam kaitannya 
dengan tanggapan responden berkaitan dengan fatwa, teori 
tindakan sosial ini dapat dianalisis berdasarkan perbandingan 
antara pengalaman responden dalam menggunakan jasa 
perbankan dengan keberadaan fatwa MUI tentang bunga bank. 
Berdasarkan hal tersebut ditemukan bahwa pendapat mayoritas 
responden mengarah pada tindakan sosial berorientasi tujuan 
yakni tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan 
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yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri 
oleh aktor yang bersangkutan. 


No Nama Jawaban 


Sangat baik, kemungkinan bisa menekan nilai suku 


1 Jumino 
bunga dalam bank konvensional 


Baik, namun harus dirinci dan dipertimbangkan 
maslahat serta mudaratnya, riba jelas haram, 
kalau bunga bank? Adakah ketentuan maksimal 
bunga yang diperbolehkan, anggaplah imbalan 
suatu jasa yang difasilitasi oleh bank konvensional 
kepada nasabah. Dan fatwa tersebut dikhususkan 
untuk bank syariah saja atau bank pada 
umumnya? Kita sama-sama sadar bahwa bunga 
tidak bisa kita hindari atau kita hapuskan, karena 
Sharah BI menggunakan sistem konvensional, perputaran 
2 Rahayu uang di negara-negara juga dari pasokan bank 
Wilujeng — dunia, tetap saja uang-uang yang ada di negara- 

negara tak terlepas dari bunga, hutang Indonesia 
sendiri bahkan bunganya sangat besar kepada 
asing. Namun, adanya bank syariah di Indonesia 
merupakan perwujudan yang terpuji sebagai solusi 
umat muslim untuk meminimalisir adanya bunga/ 
riba. Maka adanya fatwa diharamkannya bunga 
bank, harus lebih selektif dalam perumusannya 
agar dapat dipahami dan dimengerti berbagai 
pihak 


Setuju, karena semakin besar bunga bank, bisa 


3 Tri Harini 
ui merugikan orang banyak 
Tidak masalah tetapi MUI harus memberi solusi 
: untuk masalah kurangnya minat masyarakat 
Alvina : : 
menabung di bank syariah. Karena bank 
4 Annas . . 
Haa syariah kurang banyak hal-hal menarik yang 
Setiani 


membuat masyarakat menabung di bank syariah 
dibandingkan di bank konvensional 
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Menurut saya adanya fatwa DSN-MUI tentang 
bunga bank haram, ada dampak positif dan negatif 
Figi Bagus yang ditimbulkan sebab banyak umat Islam yang 
Firmansyah menabung di bank konvensional yang berbasis riba 
karena jangkauan perbankan syariah yang belum 
meluas 


Saya setuju dengan adanya fatwa tersebut, karena 
ada dampak negatif dari adanya bunga bank seperti 
Imelda : . . 
6 . menyebabkan kesenjangan ekonomi, bahkan bisa 
Afriana . Ng . : : . 
menyulitkan kondisi ekonomi bagi sebagian pihak 
khususnya golongan menengah ke bawah 


Saya setuju, karena bunga bank itu dari 
keuntungan yang dimanfaatkan dari kesulitan 
orang yang akan melakukan pinjaman. Lebih baik 
Teguh Ka Kena 

7 Tana bunga bank itu dihapuskan, kemudian jika ingin 
ada biaya tambahan bagi bank maka bisa diadakan 
biaya administrasi pinjaman tersebut tapi tidak 
sebesar biaya bunga bank tersebut 


Kalpika Bisa membuat potensi atau usaha pengembangan 
8 takwatri bank syariah bisa lebih optimal. Sehingga bisa 
esya bersaing dan mengungguli bank bank konvensional 


Pribadi masih berpikir keuntungan dan 
Anjar kemudahan 
Kususiyanah Karena bank syariah pun dalam mengaplikasikan 
fatwa belum bisa sepenuhnya 


Tidak terlalu berpengaruh pada masyarakat di 
lingkungan saya. Karena mereka masih berpikir 
bagaimana mendapatkan pinjaman uang dengan 
mudah entah berapa bunga yang nanti akan 

10 Kusmadi mereka terima. Masyarakat menengah ke bawah 
hanya mencari kemudahan dan cepatnya. 
Keperluan yang mendesak sering kali membuat 
lupa persoalan haram dan halal. Sesuatu yang 
umum terjadilah yang menjadi patokan 
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Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
umat Islam Ponorogo: 


1. Aspek Ketaatan Hukum 
Aspek ketaatan fatwa umat Islam Ponorogo yang terbagi 
atas dua jenis yang kontradiksi sebagai berikut. 
a. Ketaatan internalization yakni ketaatan umat Islam 
Ponorogo yang didasarkan atas kepercayaan mereka 
terhadap nilai dan norma umum ajaran Islam. 


b. Ketidaktaatan identification yakni penilaian terhadap 
fatwa yang didasarkan pada realitas sekitar tanpa 
melakukan konfirmasi kebenaran atas informasi yang 
didapat. 


3. Aspek Kesadaran Hukum 

Berdasarkan analisis di atas dari aspek kesadaran hukum, 
nampak bahwa umat Islam Ponorogo masih sangat lemah. 
Tingkatkesadaran hukum merekamasih dalam tarafmengetahui 
hukum saja belum sampai pada tingkat kesadaran hukum. Hal 
ini nampak dari kenyataan bahwa meskipun mereka setuju 
dengan fatwa, akan tetapi tetap saja mereka menggunakan jasa 
bank konvensional. Selain itu, kelemahan-kelemahan dari fatwa 
yang di antaranya tidak mengikat, bersifat opsional, produk 
ijtihad, dan memperkuat asumsi bahwa kesadaran hukum 
mereka masih sangat lemah. Lemahnya kesadaran hukum 
tersebut semakin nampak apabila melihat pendapat umat Islam 
Ponorogo yang abai terhadap ketentuan fatwa bahkan mereka 
menyatakan bahwa “ada atau tidaknya fatwa tidak memiliki 
pengaruh sama sekali di masyarakat, hanya akan jadi polemik 
saja di antara para akademisi, masyarakat tidak peduli akan hal 
tersebut”. 


2 ie 


Menguji Loyalitas Umat terhadap Fatwa: Studi Kasus Persepsi Masyarakat... 8 


4. Aspek Pilihan Rasional Dan Tindakan Sosial 
Berdasarkan teori pilihan rasional dan tindakan sosial 
kategori ketaatan umat Islam Ponorogo terbagi atas: 


a. Pilihan rasional 


1) Rasional nilai yakni keberpihakan nalar atas nilai- 
nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, 

2) Rasional bertujuan yakni keberpihakan nalar 
atas pertimbangan pragmatis tertentu seperti 
menghapuskan kesenjangan ekonomi dan 
menghindari kerugian. Berkaitan dengan 
kesenjangan ekonomi ini muncul dari mereka 
yang cenderung taat fatwa, sedangkan aspek 
menghindari kerugian muncul dari mereka yang 
cenderung tidak taat fatwa. 

b. Tindakan sosial bertujuan 

Tindakan sosial bertujuan ini mengarah pada keber- 
pihakan responden terhadap fatwa dikarenakan ada misi 
sosial dan yang tidak berpihak karena tekanan sosial. 
Misi sosial yang ingin dicapai bagi mereka yang taat fatwa 
salah satunya adalah kesenjangan ekonomi. Sedangkan 
tekanan sosial bagi mereka yang tidak taat salah satunya 
adalah dunia usaha, lembagapemerintah, dan masyarakat 
sendiri yang masih menggunakan bank konvensional. 


D. Analisis Behavorial Finance Terhadap Persepsi Umat 
Islam Ponorogo Atas Fatwa MUI Tentang Bunga Bank 
Dalam kaitan ini, sebagaimana telah dijelaskan 
sebelumnya bahwa dalam behavorial finance terdapat beberapa 
macam bias yang mengakibatkan seorang investor salah dalam 
memilih keputusannya yaitu: 
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1. Overconfidenceyakni kondisi kognitif diri investor yangterlalu 
yakin bahwa dirinya mampu memilih dan memprediksi 
bahwa keputusannya akan berhasil. 


2. Anchoring adalah kondisi kognitif pelaku keuangan yang 
terlalu mempercayai informasi awal dan sulit untuk lepas 
dari hal tersebut. 


3. Bias representative merupakan perilaku investor yang 
cenderung mempercayai hasil kesimpulan terhadap 
penelitian yang bersifat sampling. 

4. Avabiality yakni bias yang terjadi ketika investor cenderung 
memilih informasi yang mudah diakses. 


5. Sikap terhadap risiko yang di antara investor satu dengan 
lainya cenderung tidak sama. 


Teori behavioral finance tersebut di atas kemudian 
digunakan peneliti untuk menganalisa persepsi umat Islam 
Ponorogo atas fatwa MUI tentang bunga bank. 


Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pendapat umat 
Islam Ponorogo terbagi menjadi tiga kategori besar, yaitu setuju, 
ragu dan abai atas fatwa MUI tentang bunga bank. Oleh karena 
itu, dalam memberikan analisis behavorial finance terhadap 
persepsi umat Islam Ponorogo juga terbagi atas tiga kategori: 


1. Setuju dengan fatwa MUI tentang keharaman bunga bank 
Adapun kategori pendapat mereka berdasarkan unsur 

bias di dalamnya antara lain sebagai berikut. 

a. Tidak ada unsur bias didalamnya, seperti pendapat berikut. 
“Setuju, karena kita sama-sama tahu bahaya riba, orang yang 
bergelutdenganribasamasepertimemakan bangkai saudaranya 
sendiri bahkan lebih keji dari zina. Maka dengan adanya bank 
syariah, adalah peluang bagi umat muslim khususnya untuk 
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meminimalisir kegiatan ekonomi atau keuangan yang berunsur 
riba.” (wawancara dengan Sharah Rahayu Wilujeng) 


Dalam pendapat tersebut secara eksplisit dikemukakan 
bahwa internalisasi nilai yang menentukan klaim responden 
adalah nilai kemafsadatan dari riba. Hal ini jika dikaitkan 
dengan fatwa bunga bank, maka sudah sangat tepat apabila 
seseorang taat karena mengetahui bahwa bunga bank termasuk 
kategori riba yang menyebabkan kemafsadatan. Kemafsadatan 
yang dimaksud adalah sebagaimana dikutip oleh Wasilul 
Chair terdapat dua pendapat dari kaum modern mengenai 
alasan riba diharamkan, antara lain pendapat Muhammad 
Asad menyatakan riba merupakan bentuk eksploitasi antara 
si kuat dan si lemah, antara si berpiutang dan si berhutang.'" 
Selanjutnya, Abdullah Yusuf Ali yang berpendapat bahwa riba 
merupakan praktik pengambilan keuntungan secara berlebihan 
seperti praktik riba fadhl pada zaman Jahiliyyah, praktik tersebut 
persis seperti praktik kredit di zaman modern ini.'? 


b. Ada unsur bias didalamnya, seperti pendapat berikut. 


“Menurut saya, fatwa tersebut benar dan bisa dijadikan rujukan 
bagi orang atau instansi yang masih menggunakan riba agar 
bisa menghilangkan riba. Karena riba juga bisa menyebabkan 
kesenjangan ekonomi” 


Dalam pendapat di atas, nampak adanya unsur bias yakni 
bias anchoring di mana responden mendasarkan pendapatnya 
atas dasar informasi “kesenjangan ekonomi”. Hal ini menjadi 
bias sebab kesenjangan ekonomi tidaklah disebabkan semata- 
mata karena adanya bunga bank, tetapi lebih disebabkan oleh 
sistem ekonomi yang dianut dalam suatu negara. Seharusnya, 


100 Wasilul Chair, Riba dalam Perspektif Islam...,hal. 108 
101 Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest...,hal.92 
102 Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest...,hal.92 
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pendapat tersebut terfokus pada riba saja sebagaimana 
disinggung oleh sarjana modern di atas. 


Cc. Ada unsur bias di dalamnya, namun bukan termasuk bias 
dalam kategori behavorial finance di atas, 


Maksudnya adalah jika dipandang berdasarkan teori 
behavorial finance nampak tidak ada unsur bias di dalamnya. 
Akan tetapi, dalam hemat peneliti pendapat-pendapat di 
bawah ini ada unsur bias di dalamnya. Yakni pendapat mereka 
cenderung mendasarkan pada nilai akan tetapi nilai yang 
dijadikan dasar tidak relevan atau terlalu jauh dari tema bunga 
bank. Adapun pendapat-pendapat tersebut sebagai berikut. 


No. Nama Jawaban 


Wahyu Awaluddin Setuju, karena sesuai dengan ajaran 
dalam Islam. 


Pada dasarnya riba memang sudah 
2  Ifrokhul Kholagna diharamkan, dan saya setuju tentang 
fatwa riba haram tersebut. 


Hukum riba itu adalah haram. Allah 
telah memerintahkan hambanya 

3 Diah Ayu Siska untuk meninggalkan riba, maka 
wajib ditinggalkan dan tidak boleh 
menggambilnya 


Setuju. Karena dalam al-Ouran juga 
sudah disebutkan bahwasannya riba 
dalam praktik jual beli atau apapun 
hukumnya haram 


4  Kalpika Takwatri Esya 


Setuju, sebab juga sudah ada dalam 


5 Livia Tristama Putri 
hadis 


5 Yo0- 
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2. Meragukan fatwa MUI tentang keharaman bunga bank 

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan mereka yang ragu 
dengan fatwa yang dalam hal ini termasuk dalam kategori 
ketidaktaan identification. Unsur bias yang terkadung di 
dalamnya adalah bias anchoring. Hal ini nampak dari jawaban 
responden sebagai berikut. 


Bagaimana pendapat anda tentang fatwa Riba 
haram yang dikeluarkan DSN-MUI? 

Menurut saya memang benar riba harusnya diperjelas 
agar masyarakat bisa tahu dan mengerti. Tetapi di 
dalam kondisi seperti sekarang di mana bank syariah 
sulit diakses dan kurang diminati maka masyarakat lebih 
memilih kemudahannya walaupun itu dengan bunga. 
Ada masyarakat yang berpikir bahwa tanpa riba di 
zaman sekarang itu mustahil bahkan kita tidak akan bisa 
hidup. Persepsi masyarakat sekarang menilai fatwa- 
fatwa yang mempersulit dan berlawanan dengan kondisi 
era sekarang sulit diterima 


Nama 


Kusmadi 


Ada dampak positif dan negatif yang di timbulkan, 
Figi Bagus karena banyak umat Islam yang menabung di perbankan 
Firmansyah konvensional yang berbasis riba sebab jangkauan 
perbankan syariah yang belum meluas 


Dua pendapat di atas mengkaitkan pendapat mereka 
terhadap kondisi realitas yang terjadi di sekitar mereka seperti 
persepsi masyarakat yang cenderung membela konsep bunga 
dan kesulitan akses bank syariah. Pendapat tersebut tidak 
didasarkan atas informasi yang benar-benar relevan dan valid 
sehingga mereka beranggapan bahwa fatwa bunga bank justru 
mempersulit kondisi masyarakat yang sebelumnya sudah 
terlanjur dan memiliki ketergantungan terhadap sistem bank 
konvensional. Berkaitan dengan itu sebagaimana disinggung 
sebelumnya terdapat setidaknya 64 lembaga keuangan syariah 


oi 
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yang beroperasi di wilayah Ponorogo. Kenyataan tersebut 
kontradiktif dengan apa yang dinyatakan oleh umat Islam 
Ponorogo berkaitan dengan akses bank syariah. Mereka 
cenderung mendasarkan pendapatnya pada informasi tidak 
valid yang ada di sekitar mereka. Oleh karena itu, bagi mereka 
yang meragukan fatwa cenderung mengalami bias anchoring. 


3. Mengabaikan fatwa MUI tentang keharaman bunga bank 
Adapun pernyataan pendapat mereka yang abai terhadap 
fatwa bunga bank adalah sebagai berikut. 


No. Nama Jawaban 


Anjar Tidak pengaruh di masyarakat efeknya cuma 
Kususiyanah timbul di kalangan akademis saja sebagai kajian 


Praktiknya tidak bisa memengaruhi nasabah, 


2  Khutobii 
He karena nasabah bank konvensional tetap besar 


Dalam pendapat di atas, jika kemudian ditinjau 
berdasarkan hasil penelitian Muhammad Ghafur W'? tentang 
Pengaruh Fatwa MUI tentang Keharaman Bungan/Interest 
Terhadap Perkembangan Bank Syariah di Indonesia yang 
menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan terhadap 
perkembangan bank syariah antara sebelum dikeluarkannya 
fatwa dan setelah dikeluarkannya fatwa menunjukkan bahwa 
pendapat mereka yang abai ini cenderung tidak mengadung 
unsur bias di dalamnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 
bahwa mereka yang berpendapat bahwa fatwa secara praktis 
tidak memengaruhi nasabah tidak terdapat unsur bias di 
dalamnya. 


103 Muhammad Ghafur W, Pengaruh Fatwa MUI tentang Keharaman 
Bungan/Interest Terhadap Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, 
(Jurnal Penelitian Agama Vol.XVII No.2 Mei-Agustus 2008). 
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BAB V 
PENUTUP 


A. Kesimpulan 


Pendapat umat Islam Ponorogo terhadap fatwa bunga 
bank MUI terbagi atas tiga kategori yakni setuju dengan fatwa 
yang terbagi atas setuju berdasarkan alasan nilai religus semata 
dan setuju berdasarkan alasan religius-rasional, ragu dengan 
fatwa yang berdasarkan pertimbangan sultinya akses perbankan 
di kawasan mereka dan mereka yang abai dengan fatwa dengan 
pertimbangan tidak ada kaitan signifikan antara fatwa dengan 
animo masyarakat. 


Ketaatan hukum umat Islam Ponorogo terbagi atas 
ketaatan internalization dan ketataan identification. Ketataan 
identification ini nampak dari mereka yang setuju fatwa dengan 
pertimbangan nilai moral keagamaan. Sedangkan ketaatan 
identification nampak dari mereka yang setuju dengan nampak 
dari mereka yang setuju dengan fatwa dengan pertimbangan 
religius-rasional. Kesadaran hukum umat Islam Ponorogo 
masih dalam kategori lemah, hal tersebut disebabkan oleh sifat 
dari fatwa itu sendiri dan beberapa penilaian mereka terhadap 
bank syariah, yaitu: (1) Masih sulitnya akses perbankan syariah 
di daerah mereka, (2) Pelayanan bank syariah yang cenderung 
sama dengan bank konvensional, (3) Bank kovensional dan 
bank syariah secara praktis dianggap tidak berbeda, keduanya 
sama-sama belum menaati prinsip syariah. 


Secara behavorial finance analisis ditemukan bahwa, 
pertama pendapat mereka yang setuju dengan fatwa atas dasar 
nilai religius-rasional tidak ditemukan unsur bias di dalamnya. 
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Kedua, pendapat mereka yang meragukan fatwa terdapat 
unsur bias berupa terlalu percaya dengan informasi awal 
sehingga tidak mengikuti perkembangan informasi berikutnya 
(bias anchoring). Selanjutnya bagi mereka yang abai terhadap 
fatwa tidak ada unsur bias di dalamnya karena didukung oleh 
kenyataan bahwa fatwa bunga bank tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap ketentuan fatwa. 


B. Saran 
Setelah penelitian ini, saran perlu peneliti sampaikan 
kepada beberapa pihak yaitu: 
1. MUI 
MUI dalam hal ini adalah sebagai lembaga fatwa perlu 
memiliki strategi yang efektif dalam mensosialisasikan 
produk fatwa mereka kepada semua pihak. 


2. Lembaga Keuangan Syariah 
Lembaga keuangan syariah dalam hal ini tidak hanya suatu 
badan yang profit oriented, namun juga perlu disadari 
memiliki posisi penting dalam mengedukasi masyarakat 
dalam kesadaran terhadap penegakan prinsip syariah dalam 
kegiatan berekonomi. 


3. Masyarakat umum 
Masyarakat umum khususnya umat Islam dalam hal ini 
hendaknya lebih proaktif dalam menambah wawasan terkait 
dengan prinsip syariah dalam kegiatan berekonomi terlebih 
di era digital tentunya memberikan kemudahan terhadap 
akses informasi. 
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